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embentukan sebuah UU
sudah tentu melalui pro-
ses panjang sebelum UU

Setidaknya hal inilah yang
muncul ketika dilakukannya
judicial review di MK hingga
pada akhirnya Majelis Hakim
berketetapan memutus perka-
ra perihal pengujian UU Pemda.

Dari 2 (dua) perkara yang
diajukan ke MK oleh masing-
masing pihak di mana MK da-
lam putusannya menyatakan
bahwa Pasal 57 ayat (1) sepan-
jang anak kalimat “…yang ber-
tanggung jawab kepada
DPRD” ; Pasal 66 ayat (3) huruf
e “meminta pertanggung-
jawaban pelaksanaan tugas
KPUD”; Pasal 67 ayat (1) huruf
e sepanjang anak kalimat “…ke-
pada DPRD”; Pasal 82 ayat (2)
sepanjang anak kalimat “…oleh
DPRD”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Selain itu, MK juga me-
mutuskan bahwa Penjelasan
Pasal 59 ayat (1) UU Pemda
bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Se-
hingga partai politik atau ga-

P
tersebut dapat disepakati untuk
kemudian diundangkan (-red:
berlaku). Begitu pula ketika UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) dibentuk dan diberla-
kukan. Namun, belum lama
berselang UU tersebut dite-
tapkan telah mendapat sorotan
tajam dari berbagai kalangan
yang mengomentari perihal isi
(pasal-pasal) dari UU dimak-
sud. Walhasil, UU Pemda akhir-
nya diajukan ke depan Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi
RI untuk dilakukan pengujian
karena dinilai bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dialektika yang berkem-
bang selama pengujian UU yang
berlangsung di dalam sidang
maupun di luar sidang MK
cukup menjadikan masyarakat
menilai relevansi UU a quo
dalam menopang kehidupan
berdemokrasi di Indonesia.
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bungan partai politik yang tidak
memiliki kursi di DPRD dapat
mengajukan calonnya masing-
masing.

Putusan MK yang dihasil-
kan menjelang digelarnya pesta
demokrasi pemilihan kepala
daerah secara langsung di ber-
bagai daerah tidak sedikit men-
datangkan pendapat pro dan
kontra mengenai putusan ter-
sebut. Ada pihak yang meng-
apresiasi putusan MK dengan
menyebutkan putusan tersebut
sudah tepat. Namun, ada juga
pihak yang menyayangkan pu-
tusan itu karena MK dianggap
terlalu berlebihan menyika-
pinya.

Pilkada sedang digelar
dan di beberapa daerah telah
selesai dilaksanakan, dan MK
pun telah mengeluarkan pu-
tusannya. Melalui Jurnal Kon-
stitusi volume 2 nomor 1 ini,
kami sengaja menyajikan ke
hadapan pembaca yang budi-
man analisis pembahasan pu-
tusan MK terhadap UU Pemda
yang ditampilkan dalam rubrik
“Analisis Putusan”. Dalam rub-
rik ini, redaksi menghadirkan
tiga orang penulis yaitu, Moh.
Jamin, S.H., M.H. yang me-
nyoroti putusan MK terhadap
UU Pemda dan implikasi hu-

kum dari putusan tersebut ter-
hadap pelaksanaan pilkada ter-
masuk pertanggungjawaban
KPUD kepada publik. Jamin
dalam analisisnya antara lain
mengkategorikan pertang-
gungjawaban KPUD kepada pu-
blik dalam beberapa bentuk.

Di samping itu, dalam
“Analisis Putusan” juga meng-
hadirkan Tri Hayati, S.H.,
M.H.  yang mengungkapkan
beberapa kasus dalam pelak-
sanaan pilkada secara langsung
di beberapa daerah, termasuk
mengomentari perihal putusan
MK terhadap UU No. 32 Tahun
2004 dengan menyebutkan
bahwa putusan MK itu sudah
tepat.

Rubrik “Catatan Hukum
dan Konstitusi” pada Jurnal
Konstitusi edisi kali ini me-
nampilkan dua orang penulis
yaitu Anom Surya Putra,
S.H. yang mendeskripsikan
secara sistematik-filososif pe-
rihal kritik terhadap UU No. 8
Tahun 1981 tentang KUHAP
yang menurutnya masih ba-
nyak terdapat kekurangan se-
perti bantuan hukum bagi saksi,
korban dan tersangka/terdak-
wa yang belum diatur dalam
KUHAP. Selanjutnya Anom
juga menyebutkan bahwa se-
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lama ini kritik yang dilakukan
terhadap KUHAP terbentur
pada persoalan sensitif soal
hubungan militer-sipil –me-
minjam istilah Anom— disebut
sebagai koneksitas dalam
KUHAP.

Sementara Dr. Irfan
Idris, M.A. memberi catatan
mendalam tentang kontribusi
Islam dalam konsititusi RI se-
jak masa kemerdekaan hingga
dilakukannya perubahan ter-
hadap UUD 1945.  Paparan
yang disajikan oleh Irfan patut
untuk dibaca sebagai sebuah
referensi sejarah peran Islam
yang turut mendasari pem-
bentukan konstitusi Indonesia.

Di samping rubrik “Ana-
lisis Putusan” dan “Catatan
Hukum dan Konstitusi”, dalam
jurnal kali ini menampilkan
tulisan dari salah satu hakim
konstitusi yaitu Maruarar
Siahaan, S.H. yang mema-
parkan sisi-sisi lain tentang
pilkada yang dimuat dalam
rubrik “Opini Hakim”. Secara
umum Pak Maru mengevaluasi
pilkada yang berlangsung se-
lama ini.

Mulai edisi ini, redaksi
jurnal menampilkan format
baru dalam hal lay out tulisan
dengan bentuk kolom. Hal ini

dilakukan dengan tujuan agar
jurnal lebih enak dibaca. Di
samping itu, dalam jurnal kali
ini terjadi perubahan redaktur
pelaksana yang semula adalah
Sdr. Mustafa Fakhri digan-
tikan oleh Sdr. Budi H. Wi-
bowo. Penggantian ini dika-
renakan yang bersangkutan
sedang mengikuti program
LLM (strata-2) pada Interna-
tional Human Rights Law,
Northwestern University, Chi-
cago, Amerika Serikat.

Selain itu, komposisi kru
redaksi jurnal juga mengalami
perubahan di mana Sdr.
Zainal A. M.  Husein yang
juga sedang mengikuti program
studi yang sama di Northwest-
ern University, digantikan oleh
Sdr. Achmad Edi Subiyan-
to yang akan membantu kelan-
caran penerbitan Jurnal Kons-
titusi berikutnya. Semoga yang
telah mereka lakukan dapat
menjadi semangat bagi kema-
juan Jurnal Konstitusi ke de-
pan.

Selamat menyimak!
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Sejak dimulainya pemi-
lihan kepala daerah (pilkada)
awal bulan ini (Juli 2005) di
beberapa daerah sampai pada
tahap penyelenggaraan peng-
hitungan suara, tampaknya kita
disuguhi kenyataan pahit bagai-
mana tidak siapnya kita me-
laksanakan demokratisasi me-
kanisme politik. Hal ini merujuk
pada ketidak-dewasaan dalam
menerima prinsip sportivitas
dalam relasi kompetisi yang
diikuti. Tampaknya kesalahan
bukan hanya pada kenyataan
bahwa doktrin demokrasi yang
kurang dipahami dengan me-
lihat dari satu sisi layaknya

kacamata kuda tetapi kesalahan
lebih nyata tampak pada para
aktor politik yang memasuki
arena kompetisi secara tidak
siap.

Selain itu, peran dari
partai politik yang mengusung
calon atau kandidat tertentu
juga seolah-olah lepas tangan
setelah syarat-syarat yang di-
tentukan dipenuhi secara me-
muaskan oleh elit partai sepan-
jang pengusulan. Kesan yang
terlihat parpol yang meng-
usulkan calon tidak merasa ikut
memikul tangung jawab untuk
mengendalikan situasi setelah
pertarungan dimulai. Jalannya

PILKADA DALAM
DEMOKRASI TRANSISIONAL

Oleh MARUARAR SIAHAAN, S.H.
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proses berlangsung atas resiko
dari calon sendiri dan calon
kemudian mengusung dirinya
sendiri dengan segala instru-
men pendukungnya. Kekerasan
demi kekerasan yang timbul
akibat penolakan hasil peng-
hitungan suara pemilihan kepa-
la daerah merupakan bukti
segala ketidaksiapan tersebut.
Ketidaksiapan itu terlihat dari
aspek pengawasan jalannya
pemilihan secara jujur dan adil,
mempersiapkan alat bukti seba-
gai alat pengawasan tersebut,
serta ketidak-tahuan tentang
adanya mekanisme untuk me-
mecahkan perselisihan tentang
pemilihan kepala daerah, baik
yang bersifat administratif
maupun yang bersifat juridis.
Hal itu memang sangat disesal-
kan. Para calon tampaknya
banyak yang hanya siap untuk
menjadi pemenang pilkada dan
akan memobilisasi atau menge-
rahkan perlawanan jika hasil-
nya tidak seperti yang diha-
rapkan. Makna negara dan pe-
merintahan yang demokratis
berdasarkan hukum dan negara
hukum yang demokratis, se-
bagaimana ditetapkan dalam
UUD 1945 tidak difahami, apa-
lagi dihayati.

TTTTTrrrrransisi Demokransisi Demokransisi Demokransisi Demokransisi Demokrasiasiasiasiasi
Gelombang demokrati-

sasi yang berhembus di Indo-
nesia —puncaknya ditandai
oleh turunnya rezim Orde Baru
dan dimulainya orde reformasi
pada tahun 1999— telah mem-
bawa Indonesia memasuki ta-
hapan sejarah yang disebut
sebagai “era transisi menuju
demokrasi”. Era transisi dipan-
dang sebagai era yang meru-
pakan titik awal atau selang
waktu antara rezim otoritarian
dengan rezim demokratis. Hal
itu kemudian akan diikuti de-
ngan pembentukan lembaga-
lembaga politik dan aturan
politik yang baru dalam kerang-
ka yang demokratis (Guillermo
O’Donnell dan Phillippe Sch-
mitter, 1986: 6). Dikatakan
lebih jauh bahwa ciri utama
yang tampak pada era transisi
demikian adalah adanya ke-
tidakpastian mengenai proses
perubahan yang sedang di-
mulai. Apakah proses per-
ubahan itu akan berujung pada
tercapainya konsolidasi demo-
krasi atau kekacauan yang ber-
larut-larut sehingga keadaan
tersebut dipandang telah me-
rugikan dan membahayakan
ketertiban dan keamanan. De-
ngan demikian, keadaan ter-
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sebut justru akan menyebabkan
terjadinya kemunduran dengan
kembali pada rezim otoritarian.
Nostalgia akan pemerintahan
otoriter yang dianggap lebih
sejahtera dan aman bisa men-
dorong gerakan kembali men-
jadi otorianisme (Thomas Ca-
rothers, Democracy’s Sobering
State, 2004:412). Akan tetapi,
negara yang mengalami per-
ubahan politik dan memasuki
fase transisi, termasuk Indone-
sia, umumnya berkeinginan
untuk tiba pada fase akhir dari
proses era transisi tersebut,
yaitu tercapainya konsolidasi
demokrasi. Untuk sampai pada
tahap tersebut, masih banyak
tugas yang harus dilaksanakan,
keadaan yang harus ditetapkan
serta perilaku dan kebiasaan
yang harus ditanamkan. Essen-
tially, by a “consolidated de-
mocracy” we mean a political
regime in which democracy as
a complex system of institu-
tions, rules, and patterned in-
centives and disincentives has
become, in a phrase, “the only
game in town.” (Juan Linz dan
Alfred Stepan, 2001:26). Ketika
apa yang disebut itu telah ter-
bentuk dan dipatuhi sebagai
aturan satu-satunya, saat itulah
proses demokratisasi yang

berlangsung telah mencapai
tahap konsolidasi.

Dengan melihat uraian di
atas, sebenarnya dapat dime-
ngerti jika pelaksanaan pilkada
sekarang mengalami kekis-
ruhan, ketidaktertiban, keke-
rasan dan juga rasa tidak aman
di masyarakat. Sesungguhnya
sebelum UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan efektif ber-
laku, yang menyangkut pe-
milihan kepala daerah secara
langsung oleh rakyat sebagai
wujud demokratisasi yang di-
perjuangkan, perlu ditetapkan
masa transisi atau persiapan,
sehingga apa yang disebut Linz
dengan “patterned incentives”
dan “disincentives” disiapkan
lebih dahulu dan disosialisasi-
kan secara matang. Rules, in-
centives dan disincentives  ha-
rus juga menyangkut dan me-
ngikat seluruh aktor politik dan
stakeholder dalam pemilihan
kepala daerah dan dengan hal
tersebut, keadaan tidak ter-
kendali dapat diminta pertang-
gungjawaban baik secara juri-
dis maupun secara sosial poli-
tik.

Barangkali patut juga
menjadi perhatian bahwa satu
perbandingan dengan pemi-
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lihan umum secara nasional
yang dilaksanakan tahun 2004
akan segera terlihat bahwa
aspek kekerasan dan kekisruh-
an sangat tidak berarti apabila
tidak dikatakan seluruhnya
berlangsung aman. Kecurigaan,
tuduhan dan pelaksanaan peng-
hitungan suara yang dianggap
tidak jujur dan kecurigaan ada-
nya rekayasa dan sebagainya
diselesaikan melalui prosedur
dan mekanisme di panwaslu,
KPU dan jalur hukum. Meski-
pun mekanisme tersebut be-
lum memuaskan dan tampak
adanya ketidak-sinkronan an-
tara proses pidana yang me-
nyangkut tindak pidana pemilu
yang dianggap membawa dam-
pak pada hasil penghitungan
suara yang merugikan kon-
testan dengan mekanisme pe-
nyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum tetapi secara
keseluruhan dan secara na-
sional, ketertiban dan kea-
manan terpelihara. Hal ini
perlu dicermati untuk dijadikan
bahan pelajaran untuk mem-
benahi pelaksanaan pilkada
secara demokratis dan ber-
adab.

Sengketa dalam PemilihanSengketa dalam PemilihanSengketa dalam PemilihanSengketa dalam PemilihanSengketa dalam Pemilihan
Kepala DaerahKepala DaerahKepala DaerahKepala DaerahKepala Daerah

Tata cara dan aturan
yang akan mengikat dalam
pemilihan kepala daerah seba-
gaimana dimuat dalam UU No-
mor 32 Tahun 2004 hanya
mengambil alih norma-norma
yang telah dimuat dalam UU
Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Calon Ang-
gota DPD, DPR, DPRD dan UU
Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, terutama yang
menyangkut tentang perselisi-
han hasil pemilihan kepala dae-
rah. Seluruh persengketaan
yang dapat terjadi dalam proses
pemilihan kepala daerah se-
bagaimana diatur dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2005 dapat dibedakan
dalam 4 (empat) kategori,
yaitu:
1 . Sengketa pilkada yang ti-

dak mengandung unsur
pidana;

2. Sengketa pilkada yang me-
ngandung unsur pidana;

3. Sengketa yang yang ber-
sifat administratif belaka;

4. Sengketa atas hasil peng-
hitungan suara yang dite-
tapkan oleh KPUD.
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Semua penyelesaian
sengketa tersebut harus sin-
kron dalam time frame. Artinya
penyelesaian sengketa itu ha-
rus sudah dicapai pada masing-
masing tahap penyelenggaran
pilkada sehingga hasilnya da-
pat dijadikan bahan bagi pe-
nyelesaian sengketa tahap beri-
kutnya. Hasil tersebut apabila
diperlukan dapat dipergunakan
sebagai  alat bukti dalam me-
nentukan perselisihan hasil
pemungutan suara pemilihan
kepala daerah. Jika dipandang
hasil penghitungan yang dila-
kukan oleh KPUD salah, maka
hakim dapat mengambil sikap
di dalam menangani perseli-
sihan tersebut secara meya-
kinkan. Hal ini akan menjadi
sangat penting, karena putusan
Mahkamah Agung dan Peng-
adilan Tinggi, masing-masing
akan menghasilkan putusan
tingkat pertama dan terakhir
yang bersifat final and binding.
Kelalaian dalam menyelesai-
kan sengketa pada tahap pelak-
sanaan penyelenggaran pilkada
yang diangkat dalam sengketa
perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah atas hasil pe-
mungutan suara yang dila-
kukan KPUD akan diabaikan.
Hal demikian dapat disalah-

pahami sebagai tidak adil yang
akan bermuara pada ketidak-
tertiban. Sengketa yang mem-
punyai aspek pidana perlu di-
putus dalam jangka waktu yang
singkat agar dapat digunakan
sebagai alat bukti tentang ada-
nya dugaan penghitungan sua-
ra yang keliru di mana akan
mempengaruhi terpilihnya pa-
sangan calon. Penyidik, pen-
untut umum dan hakim harus
memahami sifat cepat perkara
demikian agar terjadi penye-
lesaian sengketa yang satu sa-
ma lain serasi dan tepat waktu.

Tetapi tidak semua seng-
keta harus diselesaikan badan
peradilan. Ada sengketa yang
sesungguhnya tidak memiliki
aspek pidana yang harus dise-
lesaikan oleh panitia pengawas.
Terdapat juga sengketa yang
bersifat administratif, misalnya
tentang syarat-syarat adminis-
tratif seorang calon kepala/
wakil kepala daerah maupun
syarat yang harus dipenuhi
untuk dapat didaftar sebagai
pemilih kemudian ternyata
tidak memenuhi syarat untuk
didaftar sebagai pemilih, baik
karena ternyata ingatannya
terganggu atau hak pilihnya
sedang dicabut. Di pihak lain,
sengketa yang bersifat pidana
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dalam pemilihan kepala daerah
secara rinci dimuat dalam Pasal
115 sampai dengan Pasal 118
UU Nomor 32 Tahun 2004
yaitu yang menyangkut bera-
gam pelanggaran baik oleh pe-
milih, orang lain yang meng-
hilangkan hak pilih pemilih,
pemalsuan surat, menghalangi
dengan kekerasan seseorang
pemilih untuk terdaftar dalam
pilkada, kampanye di luar jad-
wal, melanggar larangan pelak-
sanaan kampanye untuk tidak
mempersoalkan Pancasila/
UUD  1945, kekerasan/anca-
man kekerasan, menghina aga-
ma, suku ras dan golongan
calon kepala daerah/wakil ke-
pala daerah, merusak/meng-
hilangkan alat peraga kam-
panye pihak lain, dan meng-
gunakan fasilitas pemerintah
dalam kampanye. Terutama
yang menyangkut tindak pi-
dana berkaitan dengan ke-
absahan hasil penghitungan
suara, seperti adanya pemal-
suan berita acara penghitungan
suara, pemaksaan, dan lain-
lainya, amat penting untuk
diprioritaskan penyelesaian-
nya untuk digunakan sebagai
alat bukti dalam perkara perse-
lisihan hasil pemilihan kepala/
wakil kepala daerah yang di-

umumkan oleh KPUD.
Peserta pilkada hendak-

nya mempersiapkan dengan
cermat saksi-saksinya di TPS
serta KPPS dan KPPK sampai
level KPUD yang dapat dibekali
dengan pengetahuan tentang
mekanisme keberatan terha-
dap penghitungan suara yang
tidak benar serta instrumen
berita acara yang diperlukan
untuk itu. Sehingga apabila ada
kebutuhan untuk mempersoal-
kan ketidak-benaran penghi-
tungan suara yang dilakukan
KPUD, peserta pilkada memiliki
dukungan pembuktian yang
akurat akan penghitungan yang
diadakannya sendiri. Setiap
ketidakpahaman tentang hal itu
akan menyebabkan salah pe-
ngertian yang dapat bermuara
pada kekerasan karena diang-
gap diperlakukan tidak adil.
Pengalaman Pemilu 2004 juga
mengajarkan kepada kita bah-
wa kesalahan penghitungan
suara yang terjadi haruslah
cukup signifikan sehingga akan
mempengaruhi terpilih tidak-
nya pasangan calon kepala/
wakil kepala daerah yang ber-
sangkutan. Misalnya apabila
terbukti atau dapat dibuktikan
adanya ketidak-benaran per-
hitungan dari sejak TPS, KPPS
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dan seterusnya tetapi jumlah
suara yang seharusnya diper-
hitungkan harus menjadi milik
salah satu kontestan ternyata
tidak signifikan untuk meng-
geser urutan perolehan suara
maka hal demikian patut untuk
disadari oleh kontestan, bahwa
jumlah tersebut tidak akan
mempengaruhi perubahan
urutan perolehan suara. Setiap
ketidakpahaman tentang hal ini
dapat juga memicu perselisihan
di luar jalur hukum yang ter-
sedia.

Banyak hal yang me-
nyangkut pemilihan langsung
kepala daerah ini yang masih
harus dipersiapkan secara lebih
matang antara lain personel
KPUD yang lebih kuat, peng-
awas yang imparsial dan netral,
pemantau yang gigih serta sak-
si-saksi yang paham aturan
main. Tidak kurang juga sosiali-
sasi pada para pemilih secara
lebih intensif akan makna de-
mokratisasi. Yang jauh lebih
penting lagi adalah bagaimana
mengkomunikasikan pada ma-
syarakat bahwa demokrasi (di
daerah dan secara nasional)
menuntut lebih jauh dari seke-
dar pemilihan kepala daerah.
Memang diakui bahwa pemu-
ngutan suara merupakan aspek

yang amat penting dalam de-
mokrasi. Tetapi, demokrasi
akan lebih mungkin tercapai
dalam satu kondisi konsolidasi
jika digabungkan dengan ke-
sempatan bagi diskusi terbuka
untuk mengungkapkan aspirasi
dan mendengar aspirasi pihak
lainnya tanpa rasa takut. Dalam
perspektif yang lebih luas, per-
debatan dalam masyarakat se-
cara terbuka serta interaksi
yang mendalam tentang pe-
mikiran dan praktek politik
diperlukan untuk menjamin
fakta pluralisme yang sentral
terhadap kultur demokrasi mo-
dern di masyarakat (Amartya
Sen, Democracy and Its Global
Roots, dalam The New Repub-
lic, 2003:29). Hal demikian
dapat menjadi satu mekanisme
untuk mempengaruhi pilihan
kebijakan pemerintahan ka-
rena mengungkapkan informasi
tentang nilai-nilai dan prioritas
masyarakat serta individu yang
dapat direspon dalam proses
pengambilan keputusan se-
bagai pilihan kebijakan.

Peran PemerintahPeran PemerintahPeran PemerintahPeran PemerintahPeran Pemerintah
Dalam proses pilkada,

tampaknya baik pemerintah
pusat maupun pemerintah dae-
rah sebagai organisasi kekua-
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saan yang relatif lebih kokoh
dibanding dengan civil society
kurang berperan. Alasannya
cukup jelas, karena sebagai or-
gan pemerintahan dalam ke-
kuasaan itu sendiri diharapkan
pemerintah tetap netral dan
tidak memihak. Namun, per-
kembangan dan kondisi yang
ditemukan dalam proses demo-
kratisasi melalui pilkada me-
nuntut satu peran bagi peme-
rintah. Tentunya bukan sebagai
pihak yang dapat menghilang-
kan proses rekruitmen pemim-
pin politik di daerah secara
demokratis, jujur dan adil,
tetapi untuk membangun ke-
siapan pelaksanaan proses
demokratisasi tersebut secara
lebih matang dan berkeadaban.
Sebagaimana dikatakan Amar-
tya Sen, bahwa demokrasi bu-
kan hanya soal pemungutan
suara dalam pemilihan tetapi
juga menyangkut diskusi dan
debat terbuka tentang dua hal
yang memerlukan perhatian
khusus yaitu toleransi terhadap
pandangan yang berbeda ter-
masuk penerimaan kesepa-
katan untuk tidak sepakat
(agreement to disagree) serta
dorongan debat publik yang
mendukung nilai pembelajaran
dari pihak lain. (Ibid: 31). Harus

senantiasa diingat, amanat
Pasal 1 UUD 1945 yang mene-
gaskan bahwa Indonesia adalah
negara demokrasi yang ber-
dampak hukum (constitutional
democracy) atau negara hu-
kum yang demokratis (demo-
cratische rechtstaat) sehingga
hukum harus mengawal per-
timbangan dan perkembangan
demokrasi tersebut menuju
konsolidasi di mana baik atu-
ran, institusi dan segala incen-
tive serta disincentive yang
dibentuk dapat memberi rasa
aman dan tertib di masyarakat.
Tetapi ini bukan semata-mata
tugas pemerintah. Aktor lain
yang lebih diharapkan adalah
pemenuhan tanggungjawab
partai politik, LSM dan civil so-
ciety pada umumnya. Singkat-
nya ini merupakan tugas kita
semua. Hanya saja pemerintah
dengan kewenangan dan ke-
kuasaan anggaran tentu me-
miliki tanggungjawab yang
lebih besar. Bukan untuk ikut
dalam proses rekruitmen pim-
pinan daerah tetapi memper-
siapkan wadah dan kultur ma-
syarakat menuju satu demo-
krasi modern yang terkon-
solidasi. �
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Sejak dimulainya pemi-
lihan kepala daerah (pilkada)
awal bulan ini (Juli 2005) di
beberapa daerah sampai pada
tahap penyelenggaraan peng-
hitungan suara, tampaknya kita
disuguhi kenyataan pahit bagai-
mana tidak siapnya kita me-
laksanakan demokratisasi me-
kanisme politik. Hal ini merujuk
pada ketidak-dewasaan dalam
menerima prinsip sportivitas
dalam relasi kompetisi yang
diikuti. Tampaknya kesalahan
bukan hanya pada kenyataan
bahwa doktrin demokrasi yang
kurang dipahami dengan me-
lihat dari satu sisi layaknya

kacamata kuda tetapi kesalahan
lebih nyata tampak pada para
aktor politik yang memasuki
arena kompetisi secara tidak
siap.

Selain itu, peran dari
partai politik yang mengusung
calon atau kandidat tertentu
juga seolah-olah lepas tangan
setelah syarat-syarat yang di-
tentukan dipenuhi secara me-
muaskan oleh elit partai sepan-
jang pengusulan. Kesan yang
terlihat parpol yang meng-
usulkan calon tidak merasa ikut
memikul tangung jawab untuk
mengendalikan situasi setelah
pertarungan dimulai. Jalannya

PILKADA DALAM
DEMOKRASI TRANSISIONAL

Oleh MARUARAR SIAHAAN, S.H.
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proses berlangsung atas resiko
dari calon sendiri dan calon
kemudian mengusung dirinya
sendiri dengan segala instru-
men pendukungnya. Kekerasan
demi kekerasan yang timbul
akibat penolakan hasil peng-
hitungan suara pemilihan kepa-
la daerah merupakan bukti
segala ketidaksiapan tersebut.
Ketidaksiapan itu terlihat dari
aspek pengawasan jalannya
pemilihan secara jujur dan adil,
mempersiapkan alat bukti seba-
gai alat pengawasan tersebut,
serta ketidak-tahuan tentang
adanya mekanisme untuk me-
mecahkan perselisihan tentang
pemilihan kepala daerah, baik
yang bersifat administratif
maupun yang bersifat juridis.
Hal itu memang sangat disesal-
kan. Para calon tampaknya
banyak yang hanya siap untuk
menjadi pemenang pilkada dan
akan memobilisasi atau menge-
rahkan perlawanan jika hasil-
nya tidak seperti yang diha-
rapkan. Makna negara dan pe-
merintahan yang demokratis
berdasarkan hukum dan negara
hukum yang demokratis, se-
bagaimana ditetapkan dalam
UUD 1945 tidak difahami, apa-
lagi dihayati.

TTTTTrrrrransisi Demokransisi Demokransisi Demokransisi Demokransisi Demokrasiasiasiasiasi
Gelombang demokrati-

sasi yang berhembus di Indo-
nesia —puncaknya ditandai
oleh turunnya rezim Orde Baru
dan dimulainya orde reformasi
pada tahun 1999— telah mem-
bawa Indonesia memasuki ta-
hapan sejarah yang disebut
sebagai “era transisi menuju
demokrasi”. Era transisi dipan-
dang sebagai era yang meru-
pakan titik awal atau selang
waktu antara rezim otoritarian
dengan rezim demokratis. Hal
itu kemudian akan diikuti de-
ngan pembentukan lembaga-
lembaga politik dan aturan
politik yang baru dalam kerang-
ka yang demokratis (Guillermo
O’Donnell dan Phillippe Sch-
mitter, 1986: 6). Dikatakan
lebih jauh bahwa ciri utama
yang tampak pada era transisi
demikian adalah adanya ke-
tidakpastian mengenai proses
perubahan yang sedang di-
mulai. Apakah proses per-
ubahan itu akan berujung pada
tercapainya konsolidasi demo-
krasi atau kekacauan yang ber-
larut-larut sehingga keadaan
tersebut dipandang telah me-
rugikan dan membahayakan
ketertiban dan keamanan. De-
ngan demikian, keadaan ter-
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sebut justru akan menyebabkan
terjadinya kemunduran dengan
kembali pada rezim otoritarian.
Nostalgia akan pemerintahan
otoriter yang dianggap lebih
sejahtera dan aman bisa men-
dorong gerakan kembali men-
jadi otorianisme (Thomas Ca-
rothers, Democracy’s Sobering
State, 2004:412). Akan tetapi,
negara yang mengalami per-
ubahan politik dan memasuki
fase transisi, termasuk Indone-
sia, umumnya berkeinginan
untuk tiba pada fase akhir dari
proses era transisi tersebut,
yaitu tercapainya konsolidasi
demokrasi. Untuk sampai pada
tahap tersebut, masih banyak
tugas yang harus dilaksanakan,
keadaan yang harus ditetapkan
serta perilaku dan kebiasaan
yang harus ditanamkan. Essen-
tially, by a “consolidated de-
mocracy” we mean a political
regime in which democracy as
a complex system of institu-
tions, rules, and patterned in-
centives and disincentives has
become, in a phrase, “the only
game in town.” (Juan Linz dan
Alfred Stepan, 2001:26). Ketika
apa yang disebut itu telah ter-
bentuk dan dipatuhi sebagai
aturan satu-satunya, saat itulah
proses demokratisasi yang

berlangsung telah mencapai
tahap konsolidasi.

Dengan melihat uraian di
atas, sebenarnya dapat dime-
ngerti jika pelaksanaan pilkada
sekarang mengalami kekis-
ruhan, ketidaktertiban, keke-
rasan dan juga rasa tidak aman
di masyarakat. Sesungguhnya
sebelum UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan efektif ber-
laku, yang menyangkut pe-
milihan kepala daerah secara
langsung oleh rakyat sebagai
wujud demokratisasi yang di-
perjuangkan, perlu ditetapkan
masa transisi atau persiapan,
sehingga apa yang disebut Linz
dengan “patterned incentives”
dan “disincentives” disiapkan
lebih dahulu dan disosialisasi-
kan secara matang. Rules, in-
centives dan disincentives  ha-
rus juga menyangkut dan me-
ngikat seluruh aktor politik dan
stakeholder dalam pemilihan
kepala daerah dan dengan hal
tersebut, keadaan tidak ter-
kendali dapat diminta pertang-
gungjawaban baik secara juri-
dis maupun secara sosial poli-
tik.

Barangkali patut juga
menjadi perhatian bahwa satu
perbandingan dengan pemi-
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lihan umum secara nasional
yang dilaksanakan tahun 2004
akan segera terlihat bahwa
aspek kekerasan dan kekisruh-
an sangat tidak berarti apabila
tidak dikatakan seluruhnya
berlangsung aman. Kecurigaan,
tuduhan dan pelaksanaan peng-
hitungan suara yang dianggap
tidak jujur dan kecurigaan ada-
nya rekayasa dan sebagainya
diselesaikan melalui prosedur
dan mekanisme di panwaslu,
KPU dan jalur hukum. Meski-
pun mekanisme tersebut be-
lum memuaskan dan tampak
adanya ketidak-sinkronan an-
tara proses pidana yang me-
nyangkut tindak pidana pemilu
yang dianggap membawa dam-
pak pada hasil penghitungan
suara yang merugikan kon-
testan dengan mekanisme pe-
nyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum tetapi secara
keseluruhan dan secara na-
sional, ketertiban dan kea-
manan terpelihara. Hal ini
perlu dicermati untuk dijadikan
bahan pelajaran untuk mem-
benahi pelaksanaan pilkada
secara demokratis dan ber-
adab.

Sengketa dalam PemilihanSengketa dalam PemilihanSengketa dalam PemilihanSengketa dalam PemilihanSengketa dalam Pemilihan
Kepala DaerahKepala DaerahKepala DaerahKepala DaerahKepala Daerah

Tata cara dan aturan
yang akan mengikat dalam
pemilihan kepala daerah seba-
gaimana dimuat dalam UU No-
mor 32 Tahun 2004 hanya
mengambil alih norma-norma
yang telah dimuat dalam UU
Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Calon Ang-
gota DPD, DPR, DPRD dan UU
Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, terutama yang
menyangkut tentang perselisi-
han hasil pemilihan kepala dae-
rah. Seluruh persengketaan
yang dapat terjadi dalam proses
pemilihan kepala daerah se-
bagaimana diatur dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2005 dapat dibedakan
dalam 4 (empat) kategori,
yaitu:
1 . Sengketa pilkada yang ti-

dak mengandung unsur
pidana;

2. Sengketa pilkada yang me-
ngandung unsur pidana;

3. Sengketa yang yang ber-
sifat administratif belaka;

4. Sengketa atas hasil peng-
hitungan suara yang dite-
tapkan oleh KPUD.
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Semua penyelesaian
sengketa tersebut harus sin-
kron dalam time frame. Artinya
penyelesaian sengketa itu ha-
rus sudah dicapai pada masing-
masing tahap penyelenggaran
pilkada sehingga hasilnya da-
pat dijadikan bahan bagi pe-
nyelesaian sengketa tahap beri-
kutnya. Hasil tersebut apabila
diperlukan dapat dipergunakan
sebagai  alat bukti dalam me-
nentukan perselisihan hasil
pemungutan suara pemilihan
kepala daerah. Jika dipandang
hasil penghitungan yang dila-
kukan oleh KPUD salah, maka
hakim dapat mengambil sikap
di dalam menangani perseli-
sihan tersebut secara meya-
kinkan. Hal ini akan menjadi
sangat penting, karena putusan
Mahkamah Agung dan Peng-
adilan Tinggi, masing-masing
akan menghasilkan putusan
tingkat pertama dan terakhir
yang bersifat final and binding.
Kelalaian dalam menyelesai-
kan sengketa pada tahap pelak-
sanaan penyelenggaran pilkada
yang diangkat dalam sengketa
perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah atas hasil pe-
mungutan suara yang dila-
kukan KPUD akan diabaikan.
Hal demikian dapat disalah-

pahami sebagai tidak adil yang
akan bermuara pada ketidak-
tertiban. Sengketa yang mem-
punyai aspek pidana perlu di-
putus dalam jangka waktu yang
singkat agar dapat digunakan
sebagai alat bukti tentang ada-
nya dugaan penghitungan sua-
ra yang keliru di mana akan
mempengaruhi terpilihnya pa-
sangan calon. Penyidik, pen-
untut umum dan hakim harus
memahami sifat cepat perkara
demikian agar terjadi penye-
lesaian sengketa yang satu sa-
ma lain serasi dan tepat waktu.

Tetapi tidak semua seng-
keta harus diselesaikan badan
peradilan. Ada sengketa yang
sesungguhnya tidak memiliki
aspek pidana yang harus dise-
lesaikan oleh panitia pengawas.
Terdapat juga sengketa yang
bersifat administratif, misalnya
tentang syarat-syarat adminis-
tratif seorang calon kepala/
wakil kepala daerah maupun
syarat yang harus dipenuhi
untuk dapat didaftar sebagai
pemilih kemudian ternyata
tidak memenuhi syarat untuk
didaftar sebagai pemilih, baik
karena ternyata ingatannya
terganggu atau hak pilihnya
sedang dicabut. Di pihak lain,
sengketa yang bersifat pidana
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dalam pemilihan kepala daerah
secara rinci dimuat dalam Pasal
115 sampai dengan Pasal 118
UU Nomor 32 Tahun 2004
yaitu yang menyangkut bera-
gam pelanggaran baik oleh pe-
milih, orang lain yang meng-
hilangkan hak pilih pemilih,
pemalsuan surat, menghalangi
dengan kekerasan seseorang
pemilih untuk terdaftar dalam
pilkada, kampanye di luar jad-
wal, melanggar larangan pelak-
sanaan kampanye untuk tidak
mempersoalkan Pancasila/
UUD  1945, kekerasan/anca-
man kekerasan, menghina aga-
ma, suku ras dan golongan
calon kepala daerah/wakil ke-
pala daerah, merusak/meng-
hilangkan alat peraga kam-
panye pihak lain, dan meng-
gunakan fasilitas pemerintah
dalam kampanye. Terutama
yang menyangkut tindak pi-
dana berkaitan dengan ke-
absahan hasil penghitungan
suara, seperti adanya pemal-
suan berita acara penghitungan
suara, pemaksaan, dan lain-
lainya, amat penting untuk
diprioritaskan penyelesaian-
nya untuk digunakan sebagai
alat bukti dalam perkara perse-
lisihan hasil pemilihan kepala/
wakil kepala daerah yang di-

umumkan oleh KPUD.
Peserta pilkada hendak-

nya mempersiapkan dengan
cermat saksi-saksinya di TPS
serta KPPS dan KPPK sampai
level KPUD yang dapat dibekali
dengan pengetahuan tentang
mekanisme keberatan terha-
dap penghitungan suara yang
tidak benar serta instrumen
berita acara yang diperlukan
untuk itu. Sehingga apabila ada
kebutuhan untuk mempersoal-
kan ketidak-benaran penghi-
tungan suara yang dilakukan
KPUD, peserta pilkada memiliki
dukungan pembuktian yang
akurat akan penghitungan yang
diadakannya sendiri. Setiap
ketidakpahaman tentang hal itu
akan menyebabkan salah pe-
ngertian yang dapat bermuara
pada kekerasan karena diang-
gap diperlakukan tidak adil.
Pengalaman Pemilu 2004 juga
mengajarkan kepada kita bah-
wa kesalahan penghitungan
suara yang terjadi haruslah
cukup signifikan sehingga akan
mempengaruhi terpilih tidak-
nya pasangan calon kepala/
wakil kepala daerah yang ber-
sangkutan. Misalnya apabila
terbukti atau dapat dibuktikan
adanya ketidak-benaran per-
hitungan dari sejak TPS, KPPS



13������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 2, SEPTEMBER 2005

�         ���� ����� ���������������

dan seterusnya tetapi jumlah
suara yang seharusnya diper-
hitungkan harus menjadi milik
salah satu kontestan ternyata
tidak signifikan untuk meng-
geser urutan perolehan suara
maka hal demikian patut untuk
disadari oleh kontestan, bahwa
jumlah tersebut tidak akan
mempengaruhi perubahan
urutan perolehan suara. Setiap
ketidakpahaman tentang hal ini
dapat juga memicu perselisihan
di luar jalur hukum yang ter-
sedia.

Banyak hal yang me-
nyangkut pemilihan langsung
kepala daerah ini yang masih
harus dipersiapkan secara lebih
matang antara lain personel
KPUD yang lebih kuat, peng-
awas yang imparsial dan netral,
pemantau yang gigih serta sak-
si-saksi yang paham aturan
main. Tidak kurang juga sosiali-
sasi pada para pemilih secara
lebih intensif akan makna de-
mokratisasi. Yang jauh lebih
penting lagi adalah bagaimana
mengkomunikasikan pada ma-
syarakat bahwa demokrasi (di
daerah dan secara nasional)
menuntut lebih jauh dari seke-
dar pemilihan kepala daerah.
Memang diakui bahwa pemu-
ngutan suara merupakan aspek

yang amat penting dalam de-
mokrasi. Tetapi, demokrasi
akan lebih mungkin tercapai
dalam satu kondisi konsolidasi
jika digabungkan dengan ke-
sempatan bagi diskusi terbuka
untuk mengungkapkan aspirasi
dan mendengar aspirasi pihak
lainnya tanpa rasa takut. Dalam
perspektif yang lebih luas, per-
debatan dalam masyarakat se-
cara terbuka serta interaksi
yang mendalam tentang pe-
mikiran dan praktek politik
diperlukan untuk menjamin
fakta pluralisme yang sentral
terhadap kultur demokrasi mo-
dern di masyarakat (Amartya
Sen, Democracy and Its Global
Roots, dalam The New Repub-
lic, 2003:29). Hal demikian
dapat menjadi satu mekanisme
untuk mempengaruhi pilihan
kebijakan pemerintahan ka-
rena mengungkapkan informasi
tentang nilai-nilai dan prioritas
masyarakat serta individu yang
dapat direspon dalam proses
pengambilan keputusan se-
bagai pilihan kebijakan.

Peran PemerintahPeran PemerintahPeran PemerintahPeran PemerintahPeran Pemerintah
Dalam proses pilkada,

tampaknya baik pemerintah
pusat maupun pemerintah dae-
rah sebagai organisasi kekua-
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saan yang relatif lebih kokoh
dibanding dengan civil society
kurang berperan. Alasannya
cukup jelas, karena sebagai or-
gan pemerintahan dalam ke-
kuasaan itu sendiri diharapkan
pemerintah tetap netral dan
tidak memihak. Namun, per-
kembangan dan kondisi yang
ditemukan dalam proses demo-
kratisasi melalui pilkada me-
nuntut satu peran bagi peme-
rintah. Tentunya bukan sebagai
pihak yang dapat menghilang-
kan proses rekruitmen pemim-
pin politik di daerah secara
demokratis, jujur dan adil,
tetapi untuk membangun ke-
siapan pelaksanaan proses
demokratisasi tersebut secara
lebih matang dan berkeadaban.
Sebagaimana dikatakan Amar-
tya Sen, bahwa demokrasi bu-
kan hanya soal pemungutan
suara dalam pemilihan tetapi
juga menyangkut diskusi dan
debat terbuka tentang dua hal
yang memerlukan perhatian
khusus yaitu toleransi terhadap
pandangan yang berbeda ter-
masuk penerimaan kesepa-
katan untuk tidak sepakat
(agreement to disagree) serta
dorongan debat publik yang
mendukung nilai pembelajaran
dari pihak lain. (Ibid: 31). Harus

senantiasa diingat, amanat
Pasal 1 UUD 1945 yang mene-
gaskan bahwa Indonesia adalah
negara demokrasi yang ber-
dampak hukum (constitutional
democracy) atau negara hu-
kum yang demokratis (demo-
cratische rechtstaat) sehingga
hukum harus mengawal per-
timbangan dan perkembangan
demokrasi tersebut menuju
konsolidasi di mana baik atu-
ran, institusi dan segala incen-
tive serta disincentive yang
dibentuk dapat memberi rasa
aman dan tertib di masyarakat.
Tetapi ini bukan semata-mata
tugas pemerintah. Aktor lain
yang lebih diharapkan adalah
pemenuhan tanggungjawab
partai politik, LSM dan civil so-
ciety pada umumnya. Singkat-
nya ini merupakan tugas kita
semua. Hanya saja pemerintah
dengan kewenangan dan ke-
kuasaan anggaran tentu me-
miliki tanggungjawab yang
lebih besar. Bukan untuk ikut
dalam proses rekruitmen pim-
pinan daerah tetapi memper-
siapkan wadah dan kultur ma-
syarakat menuju satu demo-
krasi modern yang terkon-
solidasi. �
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IMPLIKASI
PENYELENGGARAAN PILKADA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh MOH. JAMIN, S.H., M.H.
Staf Pengajar Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Perjalanan menuju Indonesia sebagai negara yang demokratis
membutuhkan semangat dan keajegan tersendiri agar cita negara
demokratis yang menjunjung tinggi hukum dapat terwujud.
Momentum pilkada –sering disebut pesta demokrasi lokal—
mengajak setiap warga negara aktif mencermati, menilai, dan
memilih calon kepala daerah yang terpercaya, akuntabel, dan
jauh dari tindakan korupsi. Dengan dilakukannya pengujian UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Mahkamah
Konstitusi RI, menandakan bahwa kesadaran hukum warga
negara terhadap hak konstitusional mereka mulai terbangun.
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A. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum 2004

di Indonesia diakui masyarakat
internasional sebagai pemi-
lihan yang paling rumit di du-
nia. Dikatakan paling rumit
bukan saja karena sistemnya
yang tidak sederhana, melain-
kan juga karena dalam satu hari
masyarakat harus memilih ang-
gota DPR, DPD, dan DPRD Pro-
pinsi dan Kabupaten/Kota se-
cara serentak. Kerumitan itu
semakin bertambah karena tak
lama kemudian kita melaksana-
kan dua tahap pemilihan Pre-
siden secara langsung untuk
pertama kalinya dalam sejarah
politik ketatanegaraan Indone-
sia. Pemilu 2004 telah belang-
sung cukup sukses, dan jika
kesuksesan tersebut dapat di-
ikuti oleh kesuskesan pemilihan
kepala daerah (pilkada) secara
langsung mulai bulan Juni
2005 ini, maka Indonesia  layak
dijuluki sebagai negara ke-
ajaiban demokrasi abad ini.1

Ketua Mahkamah Agung
RI Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,
MCL. dalam pidatonya selaku
keynote speaker pada diskusi
panel “Konflik dan Penyele-
saian Sengketa Penetapan Hasil
Pilkada” di Universitas Negeri
Surakarta (UNS) 18 Juni 2005

menyatakan bahwa pemilihan
kepala daerah dapat dilihat dari
4 (empat) aspek, yaitu aspek
konstitusional, aspek politik,
aspek pemerintahan dan aspek
hukum. Aspek konstitusional
merupakan bagian dari wila-
yah kewenangan Mahkamah
Konstitusi, sementara aspek
hukum merupakan bagian wila-
yah Mahkamah Agung.

Pemilihan kepala daerah
(pilkada) langsung merupakan
suatu kemajuan demokrasi
sebagai kelanjutan upaya untuk
meneguhkan eksistensi kedau-
latan rakyat. Di seluruh Indo-
nesia, tahun ini bakal digelar
tidak kurang 240 pemilihan
kepala daerah secara langsung,
sementara di Jawa Tengah un-
tuk tahun 2005 tercatat akan
digelar pilkada di 17 kabu-
paten/kota.

Sinyal akan dilaksana-
kannya pemilihan Kepala Da-
erah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung sesungguhnya
sudah tampak tahun 2002 ke-
tika Perubahan Kedua  UUD
1945 merumuskan Pasal 18
ayat (4) UUD 1945 yang ber-
bunyi bahwa “Gubernur, Bu-
pati dan Walikota masing-ma-
sing sebagai Kepala Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten,
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dan Kota dipilih secara demo-
kratis”. Sinyal tersebut makin
kuat ketika Pasal 62 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedu-
dukan MPR, DPR, DPD, dan
DPRD tidak mencantumkan
tugas dan wewenang DPRD
untuk memilih Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. Tidak
ada yang tidak setuju jika, mak-
na pemilihan Kepala Daerah
secara demokratis sebagaima-
na dimaksud dalam UUD 1945
adalah pemilihan secara lang-
sung oleh rakyat (Vide: dissent-
ing opinion Prof. H. A. Mukthie
Fadjar, S.H., M.S. dalam  Pu-
tusan Mahkamah Konstitusi
No. 072-073/PUU-II/2004).

Sekalipun tidak ada yang
tidak setuju penyelenggaraan
pilkada secara langsung, namun
keberadaan UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) sebagai
dasar hukum ternyata melahir-
kan banyak kontroversi. Peng-
aturan penyelenggaraan pil-
kada diatur dalam UU No. 32
Tahun 2004, pada Bagian Ke-
delapan tentang Pemilihan Ke-
pala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pasal 56 sampai Pasal
119, meliputi tujuh paragraf
yang mengatur tentang: pe-

milihan, penetapan pemilih,
kampanye, pemungutan suara,
penetapan calon terpilih dan
pelantikan, pemantauan pil-
kada dan ketentuan pidana. UU
Pemda sebagai landasan regu-
lasi penyelenggaran pilkada
langsung masih menyisakan
berbagai perbedaan pendapat.

Setidaknya ada perbe-
daan paradigma antara pem-
bentuk undang-undang di satu
pihak, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan kalangan
Lembaga Swadaya masyarakat
(LSM) di pihak lain.  Pembentuk
undang-undang berangkat dari
paradigma bahwa Pilkada lang-
sung adalah bagian dari urusan
penyelenggaraan pemerintah-
an daerah, sehingga termasuk
rezim hukum pemerintah da-
erah dan tak ada kaitannya
dengan pemilihan umum (pe-
milu). Sedangkan KPU dan ka-
langan LSM berpandangan bah-
wa pilkada adalah bagian dari
rezim hukum pemilu menurut
Pasal 22E UUD 1945.

Perbedaan paradigmatik
tersebut kemudian melahirkan
permohonan pengujian materi
(judicial review) UU No. 32
tentang Pemerintahan Daerah
terhadap UUD 1945 kepada
Mahkamah Konstitusi (MK) se-
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bagai penafsir konstitusi (the
interpreter of constitution) dan
sekaligus mengawal konstitusi
agar dijalankan dengan kon-
sisten (the guardian of consti-
tution)2.  Permohonan peng-
ujian tersebut diajukan oleh
banyak pihak yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh
pengaturan UU No. 32 Tahun
2004. Sampai saat ini setidak-
nya sudah ada dua putusan ju-
dicial review dari Mahkamah
Konstitusi terhadap undang-
undang tersebut.3

B. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 072-KONSTITUSI NOMOR 072-KONSTITUSI NOMOR 072-KONSTITUSI NOMOR 072-KONSTITUSI NOMOR 072-
0 7 3 / P U U / 2 0 0 40 7 3 / P U U / 2 0 0 40 7 3 / P U U / 2 0 0 40 7 3 / P U U / 2 0 0 40 7 3 / P U U / 2 0 0 4

Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 072-073/
PUU/2004 dijatuhkan atas per-
mintaan para pemohon yang
terdiri dari lima LSM dan 16
KPU Provinsi, yang pada po-
koknya sebagai berikut.

1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara
Menurut pandangan Pa-

ra Pemohon tidak semua ma-
teri pilkada langsung yang ter-
dapat dalam UU Pemda ber-
sesuaian dengan ketentuan
yang terdapat dalam UUD
1945. Tiga hal yang menjadi
perhatian Para Pemohon da-

lam permohonan ini adalah
mengenai: (1) Pemilu termasuk
di dalamnya Pilkada, (2) Penye-
lenggara pilkada langsung, dan
(3) independensi penyeleng-
garaan pilkada langsung. Ter-
dapat beberapa aspek yang
menjadi alasan pemohon me-
ngenai ketiga hal tersebut.
a. Undang-Undang Dasar

1945 (Tahun 2001), di da-
lam Pasal 22E ayat (1) me-
nyatakan: “Pemilihan
umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil se-
tiap lima tahun sekali”. Ke-
mudian dalam Pasal 22E
ayat (2) menyatakan; “Pe-
milihan umum diseleng-
garakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah”.
Sedangkan sebagai pelak-
sanaannya disebutkan da-
lam Pasal 22E ayat (5) me-
nyatakan: “Pemilihan
Umum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat na-
sional, tetap, dan mandiri”.
Perubahan Pasal 18 UUD
1945 merupakan Perubah-
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an Kedua, sedangkan Pasal
22E UUD 1945    merupakan
Perubahan Ketiga, maka
secara hukum mempunyai
makna pelaksanaan Pasal
18 khususnya dalam pe-
milihan kepala daerah ha-
rus merujuk pada Pasal 22E
karena logika hukumnya
kalau oleh pengubah UUD
1945, Pasal 18 dianggap
bertentangan dengan Pasal
22E, maka dapat  dipastikan
dalam Perubahan Ketiga
rumusan yang terdapat da-
lam Pasal 18 akan diubah
dan disesuaikan dengan
Pasal 22E. Namun, kenyata-
annya hal itu tidak pernah
terjadi sehingga sampai
saat ini yang berlaku tetap
Pasal 18 merupakan hasil
Perubahan Kedua UUD
1945. Pengertian “dipilih
secara demokratis” harus
ditafsirkan sama dengan
tata cara pemilihan yang
dilakukan terhadap Pre-
siden seperti yang tercan-
tum dalam BAB VIIB ten-
tang Pemilihan Umum Pasal
22E UUD 1945.

b.  UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Da-
erah dalam pertimbangan
hukumnya tidak mencan-

tumkan Pasal 22E UUD
1945 sebagai landasan kon-
stitusional di dalamnya.
Padahal setelah berlakunya
UU a quo seluruh Pemili-
han Kepala Daerah, baik itu
kepala daerah yang berlaku
otonomi atau otonomi
khusus sesuai amanat Pasal
18 ayat (4) UUD 1945 harus
dilakukan secara demo-
kratis. Artinya, walaupun
pelaksanaan Pilkada tidak
dilaksanakan secara seren-
tak tetapi seusai habis masa
jabatan kepala daerah, ma-
ka sifat nasional di sini tidak
dititik beratkan pada kese-
ragaman waktu pelaksa-
naan, tetapi pada kesera-
gaman jenis dan kualitas
pemilihan. Dengan demi-
kian merupakan pelang-
garan konstitusi yang se-
rius dari UU Nomor 32 Ta-
hun 2004 tanpa mencan-
tumkan Pasal 22E UUD
1945 sebagai dasar pertim-
bangan hukum, karena se-
olah-olah pelaksanaan Pil-
kada langsung dapat me-
nyimpangi asas pemilu lu-
ber dan jurdil.

c . Pasal 22E ayat (5) menen-
tukan bahwa “Pemilihan
umum diselenggarakan
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oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasio-
nal, tetap, dan mandiri”.
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dalam menyeleng-
garakan pemilu, untuk
menjaga kemandiriannya
lembaga ini diberikan ke-
wenangan; pertama, un-
tuk mengatur lebih lanjut
aturan mengenai pemilu
dalam bentuk produk hu-
kum “Keputusan KPU” se-
bagai peraturan pelaksana
undang-undang yang se-
tara dengan “Peraturan Pe-
merintah”. Kedua, Penye-
lenggara Pemilu tidak ber-
tanggung jawab baik ke-
pada Eksekutif maupun Le-
gislatif, tetapi hanya mem-
buat laporan kepada Pre-
siden dan DPR. Para Pe-
mohon berpendapat bahwa
menyerahkan pengaturan
lebih lanjut mengenai pe-
nyelenggaraan pilkada
langsung kepada pemerin-
tah melalui produk hukum
“Peraturan Pemerintah”
bertentangan dengan Pasal
22E ayat (1) dan ayat (5)
Perubahan Ketiga UUD
1945.

d. Pasal 57 ayat (1): “Pemi-
lihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah dise-
lenggarakan oleh KPUD
yang bertanggung jawab
kepada DPRD”. Pasal 66
ayat (3) e: “Meminta per-
tanggungjawaban pelak-
sanaan tugas KPUD”; Pasal
67 ayat (1) e: “Memper-
tanggung jawabkan peng-
gunaan anggaran kepada
DPRD”; Pasal 82 ayat (2):
“Pasangan calon dan/atau
tim kampanye yang ter-
bukti melakukan pelang-
garan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berdasar-
kan putusan pengadilan
yang telah mempunyai ke-
kuatan hukum tetap dikenai
sanksi pembatalan sebagai
pasangan calon oleh
DPRD”.  Kelima ketentuan
tersebut menurut Para Pe-
mohon bertentangan de-
ngan ketentuan Pasal 22E
ayat (5) Perubahan Ketiga
UUD 1945 yang me-
nyatakan bahwa “Pemi-
lihan umum diselenggara-
kan oleh satu komisi pemi-
lihan umum yang bersifat,
mandiri”.

e. KPU bersifat mandiri dan
bebas dari pengaruh pihak
mana pun. Oleh karena itu,
KPU dalam menyelengga-
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rakan Pemilu harus dilaksa-
nakan secara transparan
dan pertanggungjawaban
yang jelas sesuai dengan
peraturan perundangan
untuk menjamin tercapai-
nya penyelenggaraan Pe-
milu yang independen dan
demokratis. Sebagai konse-
kuensi pelaksana pemilu
yang mandiri, maka KPUD
tidak bertanggung jawab
kepada DPRD, tetapi hanya
memberikan laporan ke-
pada DPRD, sedangkan per-
tanggungjawaban KPUD
hanya kepada KPU sebagai
penanggung jawab pemilu
secara nasional. Pemohon
berpendapat bahwa kewe-
nangan penyelenggaraan
Pilkada Langsung hanya
oleh KPUD yang bertang-
gung jawab kepada DPRD,
secara nyata-nyata meng-
ingkari prinsip penyeleng-
gara pemilu yang besifat
“nasional” dan “mandiri”
karena KPUD (KPU Pro-
vinsi dan KPU Kabupaten/
Kota) hanyalah bagian dari
KPU.

2. P2. P2. P2. P2. Pererererer timbangan dan Amartimbangan dan Amartimbangan dan Amartimbangan dan Amartimbangan dan Amar
PutusanPutusanPutusanPutusanPutusan

Dalam konsideran me-

ngenai pokok perkara MK
memberikan pertimbangan
hukum yang pada intinya se-
bagai berikut.

Mahkamah juga me-
ngaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD
1945 dengan Pasal 18B ayat (1)
UUD 1945, yang sebagaimana
halnya dengan Pasal 18 ayat (4)
UUD 1945 adalah hasil Per-
ubahan Kedua UUD 1945 Ta-
hun 2000. Pasal 18B ayat (1)
berbunyi: “Negara mengakui
dan menghormati satuan-sa-
tuan pemerintah daerah yang
bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan
undang-undang.” Dengan di-
rumuskan “dipilih secara de-
mokratis”, maka ketentuan
Pilkada juga mempertim-
bangkan pelaksanaan pemilih-
an kepala daerah di daerah-
daerah yang bersifat khusus
dan istimewa sebagaimana di-
maksud Pasal 18B ayat (1) UUD
1945 tersebut.

Frasa “dipilih secara de-
mokratis”, yang maksudnya
adalah memberi kewenangan
kepada pembuat undang-un-
dang untuk mempertimbang-
kan cara yang tepat dalam Pil-
kada. Sekalipun pemilihan se-
cara langsung telah ditetapkan
untuk memilih Presiden se-
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bagaimana dirumuskan dalam
Pasal 6A UUD 1945, hal ini tidak
dapat diartikan bahwa Pilkada
secara langsung menjadi satu-
satunya cara untuk memaknai
frasa “dipilih secara demo-
kratis” yang dimuat dalam Pas-
al 18 ayat (4) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat
bahwa Pilkada langsung tidak
termasuk dalam kategori pe-
milihan umum sebagaimana
dimaksudkan Pasal 22E UUD
1945. Namun demikian, Pil-
kada langsung adalah pemilihan
umum secara materiil untuk
mengimplementasikan Pasal 18
UUD 1945. Oleh karena itu,
dalam penyelenggaraannya
dapat berbeda dengan Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22E UUD 1945, misalnya
dalam hal regulator, penye-
lenggara, dan badan yang me-
nyelesaikan perselisihan hasil
Pilkada, meskipun harus tetap
didasarkan atas asas-asas pe-
milihan umum yang berlaku.

Mahkamah berpendapat
bahwa penyelenggaraan Pil-
kada langsung harus ber-
dasarkan asas-asas Pemilu,
yakni langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil serta
diselenggarakan oleh penye-
lenggara yang independen

(mandiri). Maksud UUD 1945
tersebut, tidak mungkin di-
capai apabila KPUD sebagai
penyelenggara Pilkada lang-
sung ditentukan harus bertang-
gungjawab kepada DPRD.
Sebab, DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat di daerah
terdiri atas unsur-unsur partai
politik yang menjadi pelaku
dalam kompetisi Pilkada lang-
sung tersebut. Oleh karena itu,
KPUD harus bertanggungjawab
kepada publik bukan kepada
DPRD sedangkan kepada DPRD
hanya menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya, seperti
yang ditentukan dalam Pasal 57
ayat (2) UU Pemda.

Mahkamah berpendapat
bahwa peranan pemerintah
dalam pembentukan Peraturan
Pemerintah tentang Pilkada
langsung adalah karena di-
perintahkan oleh undang-un-
dang, in casu Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sehing-
ga dengan demikian keharusan
berpedoman kepada atau peng-
aturan dalam Peraturan Peme-
rintah, tidaklah serta-merta
bertentangan dengan UUD
1945.

KPUD tidak mempertang-
gungjawabkan penggunaan
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anggaran kepada DPRD oleh
karena dalam penyelenggaraan
Pilkada dana yang dipergu-
nakan tidak hanya bersumber/
berasal dari APBD tetapi juga
dari APBN, oleh karenanya
pertanggungjawaban penggu-
naan anggaran harus dilakukan
menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain
itu, yang lebih penting lagi
adalah bahwa pertanggung-
jawaban penggunaan  anggaran
kepada DPRD dapat mengan-
cam jaminan independensi
KPUD sebagai penyelenggara
Pilkada langsung sesuai dengan
asas-asas pemilihan yang lang-
sung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22E
juncto Pasal 18 ayat (4) UUD
1945. DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat di daerah
yang bersifat politik karenanya
mempunyai kepentingan po-
litik  dalam arena persaingan
kekuasaan di tingkat daerah
harus dihindarkan dari ke-
mungkinan potensinya untuk
melakukan intervensi terhadap
independensi KPUD dalam pe-
nyelenggaraan Pilkada lang-
sung melalui mekanisme per-
tanggungjawaban anggaran.

Mahkamah berpendapat

bahwa oleh karena KPUD yang
menetapkan pasangan calon
kepala daerah/wakil kepala
daerah (vide Pasal 66 ayat (1)
huruf g undang-undang a quo)
maka yang berwenang menge-
nakan sanksi pembatalan pa-
sangan calon bukanlah DPRD,
melainkan KPUD. Menurut Pa-
sal 66 ayat (1) huruf g tersebut
jelas ditentukan bahwa KPUD-
lah yang berwenang menetap-
kan pasangan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah.
Sesuai dengan prinsip a con-
trario actus, yang berlaku uni-
versal dalam ilmu hukum, maka
pembatalan suatu tindakan
hukum harus dilakukan me-
nurut cara dan oleh badan yang
sama dalam pembentukannya.

Dalam putusannya MK
menyatakan:  Pasal 57 ayat (1)
sepanjang anak kalimat “…
yang bertanggungjawab ke-
pada DPRD”;  Pasal 66 ayat (3)
huruf e “meminta pertang-
gungjawaban pelaksanaan
tugas KPUD”;  Pasal 67 ayat (1)
huruf e sepanjang anak kalimat
“…kepada DPRD”;  Pasal 82
ayat (2) sepanjang anak kalimat
“… oleh DPRD” Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia No-
mor 4437) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mem-
punyai kekuatan hukum
mengikat.

Sekalipun demikian, pu-
tusan MK dalam perkara ini
tidak dapat diambil secara bu-
lat, karena dari sembilan hakim
Mahkamah, terdapat tiga ha-
kim yang tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum
maupun amar keputusan ter-
sebut. Tiga orang Hakim Kon-
stitusi tersebut adalah Prof. Dr.
H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof.
H. A. Mukthie Fadjar, S.H.,
M.S., dan Maruarar Siahaan,
S.H., yang mengemukakan pen-
dapatnya pada dissenting opin-
ion yang perlu dibaca dan di-
pahami sebagai kesatuan dari
putusan.

B. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAHB. PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 005/KONSTITUSI NOMOR 005/KONSTITUSI NOMOR 005/KONSTITUSI NOMOR 005/KONSTITUSI NOMOR 005/
P U U / 2 0 0 5P U U / 2 0 0 5P U U / 2 0 0 5P U U / 2 0 0 5P U U / 2 0 0 5

Putusan Mahkamah Kon-
stitusi Nomor 005/PUU/2005
dijatuhkan atas permintaan
para pemohon dalam kapa-
sitasnya sebagai warga negara

dan ketua partai politik di Kota
Manado yang pada pokoknya
sebagai berikut.

1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara1. Pokok Perkara
Menurut para pemohon

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU
Pemda, bertentangan dengan
UUD 1945 dan Penjelasan Pasal
tersebut sudah seharusnya
batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Adapun yang  men-
jadi dasar permohonan ter-
sebut adalah sebagai berikut.
a. Substansi batang tubuh

Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU
No. 32 Tahun 2004, meng-
atur bahwa yang boleh
mengusulkan pasangan ca-
lon adalah Partai Politik
atau gabungan Partai Po-
litik yang memiliki seku-
rang-kurangnya 15% (lima
belas persen) dari jumlah
kursi DPRD atau 15% (lima
belas persen) dari akumu-
lasi perolehan suara sah
dalam pemilihan umum
anggota DPRD di daerah
yang bersangkutan; Apa
yang diatur dalam batang
tubuh pasal tersebut sebe-
narnya sudah sangat jelas,
masalahnya pada Penje-
lasan Pasal 59 ayat (1) me-
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nyatakan bahwa partai po-
litik atau gabungan partai
politik dalam ketentuan ini
adalah partai politik atau
gabungan partai politik
yang memiliki kursi di
DPRD. Hal ini berarti bahwa
Pasal 59 ayat (2) yang
memberikan kesempatan
kepada gabungan partai
politik yang memiliki 15%
(lima belas persen) akumu-
lasi perolehan suara sah  da-
lam pemilihan umum ang-
gota DPRD di daerah yang
bersangkutan sudah dianu-
lir, karena yang dimung-
kinkan untuk mengusulkan
pasangan calon dengan ada-
nya Penjelasan Pasal 59
ayat (1) tersebut hanyalah
partai politik atau gabung-
an partai politik yang mem-
peroleh 15% (lima belas
persen) dari jumlah kursi
DPRD. Antara Pasal 59 ayat
(1) dan Pasal 59 ayat (2)
diperhadapkan dengan Pen-
jelasan Pasal 59 ayat (1)
terdapat contradictio in
terminis, sehingga dengan
demikian menjadikan Pen-
jelasan Pasal 59 ayat (1)
cacat hukum. Seharusnya
Pasal 59 ayat 1 sudah tidak
memerlukan penjelasan,

karena sudah sangat jelas.
b. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4)

mengamanatkan bahwa;
pemilihan gubernur, bu-
pati dan walikota masing-
masing sebagai kepala pe-
merintahan daerah pro-
vinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis.
Hakekat dari pasal tersebut
“dipilih secara demokra-
tis”  bukan hanya pada
pelaksanaan pemungutan
suara dan perhitungan sua-
ra yang harus demokratis,
tetapi juga harus ada ja-
minan pada saat penjaring-
an dan penetapan calon.
Masyarakat perlu menda-
patkan akses yang luas un-
tuk berpartisipasi dalam
mengusung pasangan calon
atau untuk dicalonkan. Oleh
sebab itu pembatasan se-
bagaimana dimaksud da-
lam Penjelasan Pasal 59
ayat (1) tersebut sungguh-
sungguh tidak mencermin-
kan asas demokrasi seba-
gaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

c. Bahwa UUD 1945 Pasal 18
ayat (4) mengamanatkan
bahwa; pemilihan guber-
nur, bupati dan walikota
masing-masing sebagai ke-
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pala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten dan
kota dipilih secara demo-
kratis. Hakekat dari pasal
tersebut “dipilih secara
demokratis”  bukan hanya
pada pelaksanaan pemu-
ngutan suara dan perhi-
tungan suara yang harus
demokratis, tetapi juga ha-
rus ada jaminan pada saat
penjaringan dan penetapan
calon. Masyarakat perlu
mendapatkan akses yang
luas untuk berpartisipasi
dalam mengusung pasang-
an calon atau untuk dica-
lonkan. Oleh sebab itu pem-
batasan sebagaimana di-
maksud dalam Penjelasan
Pasal 59 ayat (1) tersebut
sungguh-sungguh tidak
mencerminkan asas demo-
krasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 18 ayat (4)
UUD 1945.

d. Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 memberikan kesem-
patan kepada setiap orang
untuk mendapatkan peng-
akuan, jaminan, perlin-
dungan dan kepastian hu-
kum yang adil serta per-
lakuan yang sama diha-
dapan hukum. Pasal 8 ayat
(a) Undang-Undang  Nomor

31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik menyatakan
partai politik berhak mem-
peroleh perlakuan yang
sama, sederajat, dan adil
dari negara. Penjelasan
Pasal 59 ayat (1) UU Pemda
jelas-jelas tidak memberi-
kan perlakuan yang sama
serta sederajat terhadap
sesama partai politik, kare-
na dibedakan antara partai
politik yang memiliki kursi
di DPRD dan yang tidak
memiliki kursi di DPRD, hal
ini telah mencederai ke-
adilan yang didambakan
oleh masyarakat, termasuk
kami Para Pemohon. Se-
harusnya Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 harus dapat di-
wujudkan dalam bentuk
konkrit, dalam kehidupan
berpolitik di negara Repu-
blik Indonesia.

2. P2. P2. P2. P2. Pererererer timbangan dan Amartimbangan dan Amartimbangan dan Amartimbangan dan Amartimbangan dan Amar
PutusanPutusanPutusanPutusanPutusan

Dalam pertimbangan hu-
kumnya MK menyatakan bah-
wa Penjelasan Pasal 59 ayat (1)
UU Pemda bertentangan de-
ngan norma yang terkandung
dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2),
dan bahkan telah menegasikan
norma yang ada itu. Pasal ter-
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sebut telah dengan jelas me-
ngatur bahwa yang boleh meng-
ajukan pasangan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah
adalah partai politik atau ga-
bungan partai politik yang
memperoleh 15% kursi di DPRD
atau yang memperoleh 15%
akumulasi suara dalam pemilu
anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan. Kata “atau” da-
lam Pasal 59 ayat (2) merujuk
pada alternatif di antara dua
pilihan yang disebut, sesuai
dengan keterangan ahli, ter-
hadap mana Mahkamah se-
pendapat sebagai sikap akomo-
datif terhadap semangat  demo-
krasi yang memungkinkan bagi
calon dari partai yang tidak me-
miliki kursi di DPRD tetapi
memiliki akumulasi suara 15%
atau pun calon independen
sepanjang diajukan oleh partai
atau gabungan partai untuk
turut serta dalam Pilkada lang-
sung. Aturan demikian dipan-
dang sudah sesuai dengan visi
demokrasi yang dianut dalam
UUD 1945, karena partai-par-
tai politik yang tidak mencapai
electoral threshold pada Pe-
milu 2004 yang lalu adalah
tetap sah sebagai partai politik.

Terjadinya pertentangan
antara substansi pasal dari

suatu undang-undang dan pen-
jelasannya yang nyata-nyata
mengandung inkonsistensi
yang  melahirkan interpretasi
ganda, dan menyebabkan ke-
ragu-raguan dalam pelaksana-
anya. Ketidakpastian hukum
demikian tidak sesuai dengan
semangat untuk menegakkan
prinsip-prinsip negara hukum
sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
yang secara tegas menyatakan
bahwa Indonesia adalah negara
hukum dimana kepastian hu-
kum merupakan prasyarat
yang tak dapat ditiadakan.

Pasal 59 ayat (1) telah
jelas dirumuskan pula dalam
ayat (2)-nya yang cukup men-
jamin makna pemilihan kepala
daerah yang demokratis se-
bagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Namun makna demokratis ter-
sebut menjadi tereduksi karena
adanya Penjelasan Pasal 59
ayat (1). Dengan demikian,
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) berten-
tangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat
(1) dan (3) Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945.

Dalam putusannya yang
bulat (tanpa ada dissenting
opinion) MK menyatakan: bah-
wa Penjelasan Pasal 59 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32
tentang Pemerintahan Daerah,
bertentangan dengan UUD
1945 Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945, dan menya-
takan Penjelasan Pasal 59 ayat
(1) undang Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah tersebut  ti-
dak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

C.  IMPLIKASI PILKADAC.  IMPLIKASI PILKADAC.  IMPLIKASI PILKADAC.  IMPLIKASI PILKADAC.  IMPLIKASI PILKADA
 PASCA PUTUSAN PASCA PUTUSAN PASCA PUTUSAN PASCA PUTUSAN PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebagai konsekuensi pu-
tusan Mahkamah Konstitusi
tersebut maka pasal-pasal da-
lam UU No. 32 Tahun 2004
yang dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 juga dinya-
takan tidak mempunyai ke-
kuatan hukum mengikat, se-
hingga sekalipun pasal-pasal
tersebut oleh pembentuk un-
dang-undang belum atau tidak
diubah maka norma tersebut
tidak mempunyai daya berlaku
lagi. Tetapi pada tingkatan
peraturan di bawah undang-

undang, maka peraturan pe-
laksanaannya harus segera
disesuaikan sebagaimana tun-
tutan asas lex superiori derogat
legi inferiori.4 Sehubungan
dengan itu pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pe-
merintah Nomor 17 Tahun
2005 tentang Perubahan PP
Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan Pengesahan Peng-
angkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Ke-
pala Daerah.

Putusan MK membawa
implikasi hukum terhadap pe-
nyelenggaraan pemilihan ke-
pala daerah, yang ketika pu-
tusan tersebut dikeluarkan di
beberapa daerah proses pelak-
sanaannya sudah melewati ta-
hap persiapan berupa proses
penjaringan calon oleh KPUD.
Secara psikopolitis dan teknis
di lapangan putusan tersebut
sempat menimbulkan kejutan
bagi pihak penyelenggara pil-
kada (KPUD), DPRD,  partai
politik maupun pasangan calon
kepala daerah, sehingga perlu
proses dan tidak juga mudah
dalam memahami dan menin-
daklanjuti.

11111. P. P. P. P. Pererererer tttttanggungjawanggungjawanggungjawanggungjawanggungjawaban KPUDaban KPUDaban KPUDaban KPUDaban KPUD
Berdasarkan putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor
072-073/PUU/2004 maka
KPUD sebagai penyelenggara
pilkada tidak bertanggungja-
wab kepada DPRD,  KPUD juga
tidak mempertanggungjawab-
kan penggunaan anggaran ke-
pada DPRD. Sebaliknya DPRD
tidak memiliki kewenangan
meminta pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas KPUD. Per-
tanyaan yang muncul kemu-
dian adalah, kepada siapa dan
bagaimana bentuk pertang-
gungjawaban KPUD pasca pu-
tusan tersebut?

Kepada siapa KPUD ha-
rus  bertanggungjawab dapat
dicermati dalam pertimbangan
hukum MK di mana disebutkan
bahwa KPUD harus bertang-
gungjawab kepada publik bu-
kan kepada DPRD, sedangkan
kepada DPRD hanya menyam-
paikan laporan pelaksanaan
tugasnya, seperti yang diten-
tukan dalam Pasal 57 ayat (2)
UU Pemda. Penyebutan publik
di sini sebenarnya hanya se-
bagai pilihan kata untuk me-
nunjukkan bahwa yang dimak-
sudkan adalah rakyat sebagai
pemegang kedaulatan sesuai
prinsip negara demokrasi.

Penyebutan pertang-
gungjawaban KPUD kepada pu-

blik memang sempat menim-
bulkan kekhawatiran sebagian
kalangan bahwa hal tersebut
akan menjadikan KPUD un-
controlable karena dianggap
tidak jelas mekanismenya.
Apalagi dalam hal keuangan,
pertanggungjawaban kepada
publik dinilai akan menim-
bulkan kerawanan dan mem-
buka peluang terjadinya ko-
rupsi. Kekhawatiran ini kian
bertambah karena tidak lama
setelah diterbitkannya putusan
MK, KPU pusat sedang menjadi
pusat perhatian publik terkait
dugaan korupsi dana pemilu
milyaran rupiah oleh para ang-
gotanya yang imbasnya dirasa-
kan oleh KPU di daerah.5

Putusan MK yang meng-
alihkan pertanggungjawaban
KPUD dari DPRD ke publik
sudah tepat karena dua ala-
san. Pertama, pilkada lang-
sung pada dasarnya adalah
pemilu lokal sehingga tetap
harus berdasarkan asas-asas
Pemilu, yakni langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil
serta diselenggarakan oleh
penyelenggara yang indepen-
den (mandiri). Maksud terse-
but tidak mungkin dicapai apa-
bila KPUD sebagai penyeleng-
gara Pilkada langsung ditentu-
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kan harus bertanggungjawab
kepada DPRD. Sebab, DPRD
sebagai lembaga perwakilan
rakyat di daerah terdiri atas
unsur-unsur partai politik yang
menjadi pelaku dalam kom-
petisi Pilkada langsung terse-
but. Dalam konstelasi yang
demikian hampir dapat dipasti-
kan bahwa KPUD tidak kedap
pengaruh political interest
DPRD.6

Kedua, keharusan KPUD
mempertanggungjawabkan ke-
uangan kepada DPRD tidak
memiliki legal reasoning yang
cukup kuat, mengingat dalam
penyelenggaraan pilkada sum-
ber pendanaan bukan hanya
semata-mata berasal dari APBD
tetapi juga berasal dari APBN.7

Sekalipun nantinya (tahun
2006 dan selanjutnya) pen-
danaan pilkada bersumber
murni dari APBD pertanggung-
jawaban keuangan kepada
DPRD tetap tidak pada tempat-
nya karena dapat mengancam
kemandirian dan independensi
KPUD.

Sesungguhnya penye-
butan pertanggungjawaban
KPUD kepada publik tidak ber-
arti segala sesuatunya menjadi
abstrak dan tidak jelas kepada
siapa, karena sesuai prinsip

negara hukum (rechtstaat)
menghendaki negara dipahami
sebagai suatu konsep hukum,
yaitu hukum sebagai kesatuan
sistem dimana terdapat (1)
elemen kelembagaan (elemen
institutional), (2) elemen kae-
dah aturan (elemen instrumen-
tal), dan (3) elemen perilaku
para subyek hukum yang me-
nyandang hak dan kewajiban
yang ditentukan oleh norma
aturan itu (elemen subjektif
dan kultural).8

Pada prinsipnya per-
tanggungjawaban KPUD dalam
penyelenggaraan pilkada dapat
dilihat dari berbagai sisi. Paling
tidak terdapat enam bentuk
pertanggungjawaban yaitu se-
cara hukum, administrasi,
etik dan  moral, finansial,
serta publik.

Pertanggungjawaban hu-
kum (legal responsibility) yang
dimaksudkan, KPUD harus tun-
duk kepada aturan-aturan hu-
kum sebagai penyelenggara
kekuasaan negara di bidang
pemilu (pilkada). Sebagai lem-
baga yang mendapat atribusi
kekuasaan publik maka ke-
putusan yang dibuat harus tun-
duk kepada prinsip hukum
adminitrasi negara yang jika
dilanggar dapat diajukan gu-
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gatan kepada Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Sebagai
subyek hukum KPU juga dapat
digugat secara perdata oleh
mereka yang kepentingannya
dirugikan atas dasar perbuatan
melawan hukum (onrecht-
matigedaad). Sementara se-
bagai individu anggota KPU
tidak memiliki imunitas dari
jerat hukum pidana seandainya
melakukan perbuatan yang
mengandung unsur korupsi.

Pertanggungjawaban
administrasi (administrative
responsibility) mengharuskan
KPUD sebagai penyelenggara
pilkada membuat laporan yang
secara administrasi harus di-
sampaikan kepada instansi
atasan dalam hal ini KPU Pro-
pinsi dan KPU Pusat. Kewajiban
untuk membuat laporan ter-
sebut tidak terlepas dari fungsi
yang dijalankan oleh. KPU Pro-
pinsi dan KPU Pusat utuk me-
lakukan supervisi dan bim-
bingan teknis kepada KPUD
sebagai penyelenggara pilkada.
Laporan tersebut juga harus
disampaikan untuk setiap tahap
pelaksanaan pemilihan kepada
DPRD sebagai representasi for-
mal dari masyarakat.

Pertanggungjawaban se-
cara etik (ethics responsibility)

dan moral (moral responsibil-
ity) mengharuskan bahwa ang-
gota KPUD dalam menjalankan
tugasnya sebagai penyeleng-
gara pilkada tunduk kepada
etika dan moral.  Kata etika
sendiri berasal dari kata ethos
(Yunani) atau ethics (Inggris),
diartikan sebagai branch of
philosophy concerned with
conduct, the determination of
the god, and of right and
wrong. Etika dapat pula diarti-
kan sebagai ilmu tentang apa
yang baik dan apa yang buruk
dan tentang hak dan kewajiban
moral; kumpulan asas atau nilai
yang berkenaan dengan akhlak;
dan nilai mengenai benar dan
salah yang dianut suatu golo-
ngan atau masyarakat.9  Secara
teoritis, acapkali diperdebat-
kan seberapa jauh suatu etik(a)
bisa menjadi patokan berperi-
laku (code of conduct). Nilai-
nilai dari suatu etika biasanya
merupakan pantulan dari kon-
disi yang ada di sekelilingnya,
sehingga respon keberlaku-
annya kadang-kadang bergan-
tung kepada lingkungan yang
mengitarinya. Seperti diketa-
hui, fungsi utama etika adalah
untuk membantu manusia
mencari orientasi secara kritis
dalam berhadapan dengan mo-



32 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

ralitas yang membingungkan.10

Sebagai penyelenggara
pilkada KPUD terikat kepada
kode etik sebagai code of con-
duct yang telah dirumuskan
dalam SK KPU No. 33 Tahun
2002 yang berisi :
a. Pelaksana pemilu (pilkada)

harus menggunakan ke-
wenangan berdasar hukum;

b. Pelaksana pemilu (pilkada)
harus bertindak non parti-
san dan tidak memihak (im-
parsial);

c . Pelaksana pemilu (pilkada)
harus bertindak transparan
dan akuntabel;

d. Pelaksana pemilu (pilkada)
harus melayani pemilih
menggunakan haknya;

e. Pelaksana pemilu (pilkada)
harus tidak melibatkan diri
dalam konflik kepentingan;

f. Pelaksana pemilu (pilkada)
harus bertindak profesi-
onal;

g. Pelaksana pemilu (pilkada)
harus akurat.

Kode etik tersebut ber-
laku sebagai standar moral bagi
anggota KPUD dalam berperila-
ku sebagai penyelenggara pilka-
da yang sekalipun tidak tertulis
dalam peraturan perundangan
namun memiliki kekuatan me-
ngikat dan bersifat keharusan.

Karena pada hakekatnya antara
hukum dan moral adalah ibarat
daun sirih yang berbeda per-
mukaannya namun jika digigit
sama rasanya.

Pertanggungjawaban fi-
nansial (financial responsibi-
lity) mengharuskan  KPUD
mempertanggungjawabkan
pendanaan penyelenggaraan
pilkada sesuai hukum dan per-
aturan perundangan yang ber-
laku. Dalam hal ini pertang-
gungjawaban keuangan tunduk
kepada UU No. 17 Tahun 2004
tentang Keuangan Negara. Pa-
sal 3 ayat (1) UU tersebut ber-
bunyi :

“Keuangan negara di-

kelola secara tertib, taat

pada peraturan per-

undangan, efisien, eko-

nomis, efektif, transparan

dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatut-

an”.

Sebagai bentuk pertang-
gungjawaban keuangan pilkada
KPUD wajib membuat laporan
keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) yang disusun dan
disajikan sesuai dengan stan-
dar akuntasi pemerintahan
(vide : Pasal 31 jo. Pasal 32).
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Di sisi lain berdasar UU
No. 1 Tahun 2004 tentang Per-
bendaharaan Negara, KPUD
sebagai pengguna anggaran
yang bersumber dari APBN dan
APBD secara formal dan mate-
rial bertanggungjawab kepada
Presiden/gubernur/bupati/
walikota atas pelaksanaan ke-
bijakan anggaran yang berada
dalam penguasaanya. Dalam
penyusunan laporan keuangan
KPUD juga tunduk pada Pasal
55 dan Pasal 56 UU Perben-
daharaan Negara tersebut.11

Pertanggungjawaban pu-
blik  (public responsibility)
sangat penting mengingat da-
lam kegiatan  politik faktor
kepercayaan (trust) merupa-
kan modal utama. Pertang-
gungjawaban publik dilakukan
dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi
kinerja KPUD, terbukanya akses
dan peran serta masyarakat se-
luas-luasnya,  terbangunnya
komunikasi publik dan kemitra-
an yang strategis dan terso-
sialisasi kegiatan pilkada pada
semua tahapan. Dalam hal  ini
KPUD harus proaktif mela-
porkan kinerja dan penyeleng-
garaan pilkada secara periodik
kepada masyarakat, melakukan
public hearing dengan semua

stake holder terutama dalam
menyusun regulasi pilkada,
serta melakukan fungsi ke-
humasan dengan efektif.12

Implikasi lain dalam pe-
nyelenggaraan pilkada pasca
putusan MK adalah tereduksi-
nya hak-hak DPRD yang semula
diatur dalam UU Pemda. Jika
semula DPRD memiliki kewe-
nangan sedemikian luas namun
oleh MK telah “dipreteli” se-
hingga tinggal dua kewenangan
yang tersisa yaitu mengusulkan
pemberhentian  kepala daerah
dan  wakil  kepala daerah yang
berakhir masa jabatannya dan
mengusulkan  pengangkatan
kepala daerah dan  wakil kepala
daerah terpilih [Vide : Pasal 42
ayat (1) huruf d],  di samping
kewenangan  membentuk pani-
tia pengawas (panwas) pilkada.

Dalam hal kewenangan
DPRD untuk mengusulkan peng-
angkatan (dan pemberhentian)
kepala daerah/wakil kepala
daerah kepada Presiden me-
lalui mendagri bagi DPRD Pro-
pinsi dan kepada mendagri
melalui gubernur bagi DPRD
kabupaten/kota bisa menjadi
titik krusial, karena bisa jadi
jika DPRD yang karena kepen-
tingan tertentu menolak calon
terpilih kemudian tidak ber-
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sedia mengusulkan pengang-
katan yang bersangkutan. Jika
ini betul-betul terjadi tentu ha-
rus  ada instrumen hukum un-
tuk menyelesaikannya.

2. Pencalonan Kepala Daerah2. Pencalonan Kepala Daerah2. Pencalonan Kepala Daerah2. Pencalonan Kepala Daerah2. Pencalonan Kepala Daerah
     dan Wakil Kepala Daerah     dan Wakil Kepala Daerah     dan Wakil Kepala Daerah     dan Wakil Kepala Daerah     dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU/2005 maka dimung-
kinkan bagi calon dari partai
atau gabungan partai yang tidak
memiliki kursi di DPRD tetapi
memiliki akumulasi suara 15
(lima belas)persen atau pun
calon independen sepanjang
diajukan oleh partai atau ga-
bungan partai untuk turut serta
dalam Pilkada langsung. Pu-
tusan ini sudah tepat meng-
ingat hal ini berarti menghargai
suara pemilih yang sah sekali-
pun tidak sempat masuk ke
DPRD.

Implikasi dari putusan
tersebut akan membuka pe-
luang bagi adanya lebih banyak
pasangan calon kepala daerah
sehingga lebih menjamin de-
mokratisnya pilkada. Yang
menjadi persoalan, kesem-
patan tersebut tidak sepenuh-
nya bisa dimanfaatkan oleh
partai politik atau gabungan
partai politik  Hal ini terjadi

pada  daerah yang sudah harus
menyelenggarakan pilkada bu-
lan Juni 2005. Bagi daerah
tersebut penyelenggaraan pil-
kada telah memasuki langkah
persiapan berupa selesainya
penjaringan calon kepala dae-
rah oleh partai politik

Sebagai ilustrasi di Kabu-
paten Sukoharjo, Kabupaten
Boyolali dan Kota Surakarta
yang menyelenggarakan pil-
kada pada tanggal 27 Juni
2005, terbukanya peluang bagi
partai-partai kecil yang tidak
memiliki kursi di DPRD untuk
berkoalisi mengusung calon
baru hampir tidak dapat diman-
faatkan karena mereka sudah
terlanjur membangun koalisi
dengan partai besar yang me-
miliki kursi di DPRD. Hanya
partai-partai kecil di Kota Sura-
karta yang dapat memanfa-
atkan peluang yang dibuka oleh
putusan MK tersebut. Melalui
koalisi yang diberi nama Per-
satuan Partai Politik Masya-
rakat Surakarta (PPMS) partai-
partai kecil yang tidak memiliki
kursi di DPRD mengusulkan
pasangan cawali Slamet Sur-
yanto dan cawawali Henky
Nartosabdo. Keberhasilan pen-
calonan dalam waktu yang sing-
kat itu pun tidak lepas dari
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kesiapan figur Slamet Suryanto
(mantan walikota sebelumnya)
yang terlempar dari penja-
ringan di Partai Demokrasi In-
donesia Pembaruan (PDIP) ka-
rena tidak mendapat rekomen-
dasi DPP PDIP.13

Putusan MK tersebut di-
rasakan oleh partai-partai po-
litik yang tidak memiliki kursi
di DPRD sudah “sangat ter-
lambat”, mereka yang semula
sudah merasa tidak memiliki
hak mencalonkan tiba-tiba “hi-
dup” kembali sehingga sangat
sulit untuk membangun koalisi
dalam waktu yang terbatas.
Pada umumnya partai-partai
tersebut telah terlanjur terikat
koalisi dengan partai besar lain,
sekalipun bargaining power
mereka tidak seimbang.

Pada sisi lain mereka juga
merasa sudah kalah start jika
dibandingkan dengan partai
lain yang sudah sejak awal
memiliki hak untuk men-
calonkan pasangan calon ke-
pala daerah. Partai-partai besar
sudah lebih awal memiliki ca-
lon pasangan dan bahkan su-
dah melakukan kampanye se-
cara terselubung. Kondisi yang
demikian secara politis sangat
tidak menguntungkan bagi par-
tai politik yang tidak memiliki

kursi di DPRD jika baru ke-
mudian menyusul dalam per-
saingan menuju pencalonan
kepala daerah yang bersang-
kutan.

D. PENUTUPD. PENUTUPD. PENUTUPD. PENUTUPD. PENUTUP
Putusan MK yang ber-

kaitan dengan UU No. 32 Tahun
2004 dapat dipandang sebagai
upaya untuk meneguhkan de-
mokrasi di tingkat lokal. Se-
bagai produk institusi per-
adilan yang bersifat final pu-
tusan tersebut harus dihormati
dan dilaksanakan semua pihak,
sekalipun tidak berarti putusan
tersebut tidak dapat mengun-
dang perbedaan pendapat. Se-
tidaknya di kalangan majelis
MK sendiri keputusan tersebut
diambil tidak dengan suara
bulat, terbukti dengan adanya
dissenting opinion dari bebe-
rapa anggota majelis hakim. Di
luar pasal-pasal yang telah
dibatalkan oleh MK,  UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemda
sebagai regulasi penyeleng-
garaan masih banyak meng-
andung berbagai problematik
hukum banyak pasal mengan-
dung multitafsir, inkonsistensi,
kerancuan sehingga dapat me-
nyulitkan dalam penegakan
hukumnya. Misalnya pasangan
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yang melakukan politik uang
(money politics) dapat dikenai
sanksi pembatalan sebagai ca-
lon. Tetapi jika pasangan yang
bersangkutan sudah terlanjur
menjadi kepala daerah maka
pembatalan pasangan calon
tersebut berarti tidak dapat
dilakukan.14 UU tersebut juga
mengandung ketidaktegasan
karena banyak aturan yang
mewajibkan sesuatu tanpa di-
sertai ancaman sanksi , misal-
nya ketentuan mengenai kewa-
jiban melaporkan  dana kampa-
nye kepada KPUD, tidak diser-
tai aturan tentang sanksi yang
memadai untuk menghalangi
dan mencegah terjadinya pe-
langgaran.1515

Sebagai pengalaman
baru dalam membuat regulasi
pilkada langsung berbagai kele-
mahan dari UU No. 32 Tahun
2004 dapat dipahami, namun
ke depan dalam membuat regu-
lasi perlu perbaikan agar ku-
alitas demokrasi yang hendak
dibangun melalui pilkada dapat
benar-benar terwujud.
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PEMERINTAHAN DAERAH

(PASCA  PUTUSAN  MK)

Oleh  TRI HAYATI, S.H., M.H.
Staf Pengajar Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Demokrasi lokal dalam bentuk pemilihan kepala daerah (pilkada)
secara langsung sedang digelar di berbagai daerah di Indone-
sia. Pesta demokrasi lokal yang diharapkan menjadi momentum
perkembangan demokratisasi di Indonesia ini menyimpan
berbagai persoalan, selain juga menjadi harapan masyarakat
daerah akan mampu memajukan daerahnya. Potret demokrasi
yang dihidangkan lewat pilkada ini ternyata memang butuh
perhatian tersendiri. Apalagi perangkat UU yang mengatur
mekanisme pilkada tersebut mengalami pengujian (-red: judi-
cial review) di Mahkamah Konstitusi dan beberapa pasalnya pun
mengalami perubahan pasca putusan MK terhadap UU No. 32
Tahun 2004. Melalui tulisan ini, Tri Hayati mengungkapkan
beberapa kasus pelaksanaan pilkada yang terjadi di daerah.
Selain itu, penulis juga menyoroti secara kritis perihal putusan
MK yang menurutnya (-red: Tri Hayati) sudah tepat.



40 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

A. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUANA. PENDAHULUAN
Dalam perspektif

amandemen Undang-Undang
Dasar 1945, bidang pemerin-
tahan dan ketatanegaraan di
Indonesia mengalami per-
ubahan yang cukup mendasar.
Hal ini tentunya membawa
dampak perubahan pada ber-
bagai segi pelaksanaan di bi-
dang pemerintahan dan ketata-
negaraan. Begitu juga untuk
sarana dan prasarana pen-
dukungnya, perlu dipersiapkan
dengan matang agar tidak tim-
bul berbagai dampak negatif
yang pada akhirnya akan meng-
hambat pelaksanaan tersebut.

Di bidang pemerintahan,
dengan diluncurkannya era
reformasi maka terjadi per-
ubahan mendasar yang me-
nyangkut berbagai segi peme-
rintahan di Indonesia. Hal ini
ditandai dengan digantinya
Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1974 dengan Undang-Un-
dang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah,
di mana semula semangat oto-
nomi daerah bersifat sentra-
listik (pemusatan pelaksanaan
kekuasaan pada pemerintah
pusat) yang kemudian diganti
secara drastis dengan semangat
otonomi murni (yang bersifat

desentralisasi) pada pemerin-
tah  daerah kabupaten/kota.
Namun, di dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999
ini belum mengatur tentang
pemilihan kepada daerah se-
cara langsung. Sehingga akhir-
nya Undang-Undang tersebut
diganti dengan Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004,
yang telah memuat aturan yang
mengatur tentang pemilihan
kepala daerah secara langsung
beserta perangkat-perangkat
pelaksananya di daerah. Dan
seiring dengan semangat de-
sentralisasi yang dibarengi
dengan semangat pemilihan
kepala daerah secara langsung,
maka telah dibentuk perangkat-
perangkat pendukungnya, an-
tara lain adalah Komisi Pe-
milihan Umum Daerah (KPUD)
yang sebelumnya telah menye-
lenggarakan pemilu legislatif
dan presiden pada tahun 2004
yang lalu.

Dalam pengaturan me-
ngenai pilkada sebagaimana
tercantum dalam UU No. 32
Tahun 2004 termasuk tentang
KPUD muncul masalah yang
bermuara kepada permohonan
judicial review UU No. 32
Tahun 2004 terhadap UUD
1945. Dan dari kasus-kasus



41������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

yang masuk tersebut, telah
menghasilkan beberapa Pu-
tusan MK, yaitu: (1) kasus yang
menyangkut KPUD dihasilkan
putusan MK berupa “baik yang
menyangkut kewenangan, tu-
gas, fungsi maupun kelemba-
gaan, serta juga mengenai dika-
bulkan sebagian” dan (2) kasus
yang menyangkut pencalonan
kepala daerah dan wakil kepala
daerah, dihasilkan putusan MK
berupa “dikabulkan seluruh-
nya”.1)

B. GAMBARAN  UMUMB. GAMBARAN  UMUMB. GAMBARAN  UMUMB. GAMBARAN  UMUMB. GAMBARAN  UMUM
PEMERINTAHAN  DAERAHPEMERINTAHAN  DAERAHPEMERINTAHAN  DAERAHPEMERINTAHAN  DAERAHPEMERINTAHAN  DAERAH

 Negara Republik Indo-
nesia sebagai negara kesatuan
menganut asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan  peme-
rintahan dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan
kepada daerah untuk menye-
lenggarakan otonomi daerah.
Pasal 18 UUD 1945 dan peru-
bahannya menyatakan bahwa
pembagian daerah Indonesia
atas daerah besar dan daerah
kecil, dengan bentuk dan su-
sunan pemerintahannya dite-
tapkan dengan undang-un-
dang. Dengan demikian, UUD
1945 merupakan landasan
yang kuat bagi penyelengga-
raan otonomi daerah, yang

kemudian diperkuat dalam TAP
MPR RI Nomor IV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Oto-
nomi Daerah yang harus dilak-
sanakan dengan:
a. memberikan kewenangan

yang luas, nyata dan ber-
tanggung jawab kepada da-
erah secara proporsional;

b. pelaksanaan prinsip de-
mokrasi, pemerataan dan
keadilan serta memper-
hatikan potensi dan keane-
karagaman daerah. 2)

Hal-hal yang mendasar
dalam Ketetapan MPR tersebut
adalah:
 a. mendorong, memberda-

yakan, menumbuhkan pra-
karsa dan kreativitas serta
peran serta masyarakat;

b. mengembangkan peran
dan fungsi DPRD;

 c. menempatkan otonomi da-
erah secara utuh pada Dae-
rah Kabupaten dan  Daerah
Kota serta berkedudukan
sebagai daerah otonom
yang mempunyai   kewe-
nangan dan keleluasaan
untuk membentuk dan me-
laksanakan kebijakan me-
nurut  aspirasi masyarakat.
3)

Dalam mengantisipasi
era reformasi dan melaksa-
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nakan amanat dari Ketetapan
MPR Nomor IV/MPR/1998,
maka dilakukanlah berbagai
perubahan mendasar dalam
pelaksanaan pemerintahan da-
erah dengan dicabutnya Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 dan digantikan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Ta-
hun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah. Perubahan men-
dasar yang dilakukan adalah
yang menyangkut penerapan
otonomi daerah.4)  Pada Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun
1974, titik berat otonomi di-
letakkan pada pemerintah da-
erah provinsi/daerah tingkat I
yang diberikan langsung dari
pemerintah pusat ke provinsi,
dengan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan medebewin
secara bersama-sama.5) Ke-
mudian pada daerah kabupaten
dan kotamadya mendapat ke-
wenangan otonomi yang meru-
pakan sisa atau limpahan dari
pemerintah daerah provinsi,
dengan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan medebewin
secara bersama-sama. Dan se-
lanjutnya dalam Undang-Un-
dang Nomor 22 Tahun 1999,
titik berat pemberian otonomi
diletakkan pada daerah kabu-
paten/kota dengan asas yang

diterapkan adalah desentrali-
sasi murni (otonomi murni)
tanpa asas dekonsentrasi. Pem-
berian otonomi kepada daerah
kabupaten/kota dilaksanakan
secara langsung dari pemerin-
tah pusat tanpa melalui pro-
vinsi terlebih dahulu, sebagai-
mana dilakukan pada era Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun
1974. Dan selanjutnya Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 ini disempurnakan lagi
dan diganti dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam Undang-Undang  Nomor
32 Tahun 2004 terdapat tam-
bahan pengaturan yang cukup
mendasar, yaitu mengenai pe-
milihan kepala daerah (Pil-
kada), yang dilaksanakan se-
cara langsung oleh rakyat di
daerah.

Pemerintahan daerah
adalah pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah
yang dilakukan oleh lembaga
pemerintahan daerah yaitu
pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Dan salah satu tugas
dan wewenang DPRD adalah
mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian kepala dae-
rah dan wakil kepala daerah
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kepada Presiden melalui men-
dagri bagi provinsi dan kepada
mendagri melalui gubernur
bagi DPRD kabupaten/kota.
Selain itu, DPRD juga mem-
punyai wewenang untuk me-
milih wakil kepala daerah da-
lam hal terjadi kekosongan wa-
kil kepala daerah. Dan ber-
dasarkan UU Nomor 22 Tahun
2003  tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD,
dan DPRD dinyatakan bahwa
DPRD tidak mempunyai ke-
wenangan untuk memilih ke-
pala daerah dan wakil kepala
daerah.

Pemerintah daerah ada-
lah gubernur, bupati atau wali-
kota dan perangkat daerah se-
bagai penyelenggara peme-
rintahan daerah. Selanjutnya
kepala daerah adalah kepala
pemerintah daerah yang dipilih
secara demokratis, yang dila-
kukan oleh rakyat secara lang-
sung. Kepala daerah  dalam
melaksanakan tugasnya diban-
tu oleh seorang wakil kepala
daerah dan perangkat daerah.
Kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipilih secara langsung
oleh rakyat yang persyaratan
dan tata caranya ditetapkan
dalam perarturan perundang-
undangan. Kepala daerah dan

wakil kepala daerah dapat dica-
lonkan baik oleh partai politik
atau gabungan partai politik
peserta pemilu yang memper-
oleh sejumlah kursi tertentu
dalam DPRD atau memperoleh
dukungan suara dalam pemilu
legislatif dalam jumlah ter-
tentu. Sebagai penyelenggaran
dari pilkada secara langsung
tersebut adalah Komisi Pe-
milihan Umum Daerah (KPUD)
provinsi, kabupaten dan kota.
KPUD yang dimaksud Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
adalah sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Nomor 12 Ta-
hun 2003 tentang Pemilihan
Umum DPR, DPD dan DPRD.
Untuk itu tidak perlu dibentuk
dan ditetapkan KPUD baru.6)

Agar penyelenggaraan pemi-
lihan dapat berlangsung de-
ngan baik, maka DPRD mem-
bentuk panitia pengawas yang
mempunyai tugas dan wewe-
nang: (a) mengawasi semua
tahapan penyelenggaraan pil-
kada, (b) menerima laporan
pelanggaran peraturan per-
undang-undangan pilkada, (c)
menyelesaiakan sengketa yang
timbul dalam penyelenggaraan
pilkada, (d) meneruskan temua
laporan yang tidak dapat dise-
lesaikan kepada instansi yang
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berwenang, (e) mengatur hubu-
ngan koordinasi antar panitia
pengawas pada semua ting-
katan.

Penyelenggaraan peme-
rintahan daerah dilaksanakan
setelah adanya pemberian oto-
nomi kepada daerah. Pemberi-
an kewenangan otonomi pada
daerah kabupaten/kota  hanya
didasarkan pada asas desen-
tralisasi saja dan dilaksanakan
dalam wujud otonomi yang
luas, nyata dan bertanggung
jawab. Otonomi luas dimak-
sudkan memberikan keleluasa-
an kepada daerah  untuk me-
nyelenggarakan Pemerintahan
yang mencakup kewenangan
semua bidang pemerintahan,
kecuali yang disebutkan oleh
Undang-Undang merupakan
kewenangan pemerintah (pu-
sat), yaitu yang menyangkut
bidang politik, luar negeri,
pertahanan keamanan, per-
adilan, moneter dan fiskal serta
agama. Di samping itu, ke-
leluasaan otonomi yang me-
nyangkut kewenangan yang
utuh untuk menyusun peren-
canaan, pelaksanaan, pengen-
dalian dan evaluasi. Selanjut-
nya yang dimaksud dengan
otonomi nyata adalah kele-
luasaan daerah untuk menye-

lenggarakan kewenangan pe-
merintahan di bidang tertentu
yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh, hidup
dan berkembang di daerah
setempat. Otonomi yang ber-
tanggung jawab adalah per-
wujudan pertanggungjawaban
sebagai konsekuensi pemberi-
an hak dan kewenangan kepada
daerah dalam wujud tugas dan
kewajiban yang harus dipikul
oleh daerah dalam mencapai
tujuan pemberian otonomi
berupa:
 a. peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat;
b. pengembangan kehidupan

demokrasi, keadilan, pe-
merataan serta pemeliha-
raan hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah
serta  antar daerah  dalam
rangka menjaga keutuhan
Negara Kasatuan Republik
Indonesia.7)

Penyelenggaraan desen-
tralisasi mensyaratkan pem-
bagian urusan pemerintahan
antara pemerintah (pusat) de-
ngan daerah otonom. Pem-
bagian urusan pemerintahan
tersebut didasarkan pada pe-
mikiran bahwa selalu terdapat
berbagai urusan pemeritahan
yang sepenuhnya atau tetap
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menjadi kewenangan peme-
rintah (pusat). Urusan peme-
rintahan tersebut menyangkut
terjaminnya kelangsungan hi-
dup bangsa dan negara secara
keseluruhan.  Di samping itu,
terdapat bagian urusan peme-
rintahan yang bersifat “concur-
rent”, artinya urusan peme-
rintahan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang ter-
tentu dapat dilaksanakan ber-
sama antara pemerintah dan
pemerintah daerah.8)  Dengan
demikian, setiap urusan yang
bersifat concurrent, senantiasa
ada bagian urusan yang men-
jadi kewenangan pemerintah
dan ada bagian urusan yang
diserahkan kepada provinsi,
dan ada bagian urusan yang
diserahkan kepada kabupaten/
kota.

Urusan yang menjadi ke-
wenangan daerah, meliputi
urusan wajib dan urusan pilih-
an. Urusan pemerintahan wajib
adalah suatu urusan peme-
rintahan yang berkaitan de-
ngan pelayanan dasar, seperti
pendidikan dasar, kesehatan,
pemenuhan kebutuhan hidup
minimal, prasarana lingkungan
dasar. Sedangkan urusan pe-
merintahan yang bersifat pili-
han terkait erat dengan potensi

unggulan  dan kekhasan dae-
rah.

C. PILKADA  PADA  ERAC. PILKADA  PADA  ERAC. PILKADA  PADA  ERAC. PILKADA  PADA  ERAC. PILKADA  PADA  ERA
UNDANG-UNDANG NOMORUNDANG-UNDANG NOMORUNDANG-UNDANG NOMORUNDANG-UNDANG NOMORUNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 200432 TAHUN 200432 TAHUN 200432 TAHUN 200432 TAHUN 2004
(Pra Putusan MK tentang(Pra Putusan MK tentang(Pra Putusan MK tentang(Pra Putusan MK tentang(Pra Putusan MK tentang
Pilkada)Pilkada)Pilkada)Pilkada)Pilkada)

Dalam era reformasi saat
ini pemilihan Presiden dilak-
sanakan secara langsung oleh
rakyat (sesuai amandemen
UUD 1945).  Dan dalam rangka
penyelarasan  terhadap hal
tersebut, maka pemilihan ke-
pala daerah pun  dilaksanakan
secara langsung oleh rakyat
(sesuai UU Nomor 32 Tahun
2004). Untuk itu, perlu diben-
tuk berbagai perangkat pelak-
sana pemilihan dan pengaturan
lebih lanjut tentang pemilihan
langsung tersebut. Salah satu
perangkat pelaksana pemilihan
kepala daerah adalah Komisi
Pemilihan Umum Daerah
(KPUD).

Tugas dan wewenang
KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah adalah:
a. merencanakan penyeleng-

garaan pilkada;
b. menetapkan tata cara pe-

laksanaan  pilkada dengan
tahapan yang  diatur  dalam
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peraturan perundang-un-
dangan;

c. mengkoordinas, menye-
lenggarakan dan mengen-
dalikan semua tahapan pil-
kada;

d. menetapkan tanggal dan
tata cara pelaksanaan kam-
panye serta pemungutan
suara pilkada;

e. meneliti persyaratan partai
politik atau gabungan par-
tai politik yang mengusul-
kan pasangan calon;

f. meneliti persyaratan calon
kepala daerah dan wakil
kepala daerah;

g. menetapkan pasangan ca-
lon yang telah memenuhi
persyaratan;

h. menerima pendaftaran dan
mengumumkan tim kampa-
nye;

i. mengumumkan laporan
sumbangan dana kampa-
nye;

j. menetapkan hasil rekapi-
tulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil
pemilihan;

k. melakukan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pil-
kada;

l. melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya yang
diatur oleh peraturan per-

undang-undangan;
m. menetapkan kantor akun-

tan publik untuk mengaudit
dana kampanye dan meng-
umumkan hasil audit. 9)

Dan KPUD berkewajiban:
a. memperlakukan pasangan

calon secara adil dan seta-
ra;

b. menetapkan standarisasi
serta kebutuhan barang
dan jasa yang berkaitan
dengan penyelenggaraan
pilkada;

c. menyampaikan laporan ke-
pada DPRD untuk setiap
tahap pelaksanaan   pilkada
dan menyampaikan infor-
masi kegiatannya kepada
masyarakat;

d. memelihara arsip dan do-
kumen pemilihan serta me-
ngelola barang  inventaris
milik KPUD berdasarkan
peraturan perundang-un-
dangan;

e. mempertanggung jawab-
kan penggunaan aggaran
kepada DPRD;

f. melaksanakan semua taha-
pan pilkada.

 Kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih dalam
satu pasangan calon yang dilak-
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sanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil. Pasangan calon ter-
sebut diajukan oleh partai po-
litik atau gabungan partai po-
litik dan diselenggarakan oleh
Komisi Pemilihan Umum Dae-
rah (KPUD) yang bertanggung
jawab kepada DPRD. Dalam
rangka melaksanakan tugas-
nya, KPUD  menyampaikan
laporan penyelenggaraan pe-
milihan kepala daerah dan wa-
kil kepala daerah kepada DPRD.
Dan untuk mengantisipasi ada-
nya penyimpangan dalam pe-
nyelenggaraan Pilkada terse-
but, maka dibentuklah panitia
pengawas pilkada, yang keang-
gotaannya terdiri dari unsur
kepolisian, kejaksaan, pergu-
ruan tinggi, pers dan tokoh
masyarakat. Panitia pengawas
tersebut dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada
DPRD dan wajib menyampaikan
laporannya.10)

  Peserta pemilihan ke-
pala daerah dan wakil kepala
daerah adalah pasangan calon
yang diusulkan secara ber-
pasangan oleh partai politik
atau gabungan partai politik,
yang memenuhi persyaratan
perolehan sekurang-kurang-

nya 15 % dari jumlah kursi
DPRD atau 15 % dari akumulasi
perolehan suara sah dalam
pemilihan umum anggota
DPRD di daerah yang bersang-
kutan.  Partai politik atau ga-
bungan partai politik wajib
membuka kesempatan yang
seluas-luasnya bagi bakal calon
perseorangan yang memenuhi
persyaratan sebagaimana di-
tentukan oleh Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, melalui
mekanisme yang demokratis
dan transparan. Dalam proses
penetapan  pasangan calon,
partai politik atau gabungan
partai politik  memperhatikan
pendapat dan tanggapan ma-
syarakat  dan hanya boleh
mengusulkan satu pasangan
calon saja  dan pasangan calon
tersebut tidak boleh diusulkan
oleh partai politik atau ga-
bungan partai politik lainnya.11)

Pasangan calon yang di-
usulkan oleh partai politik atau
gabugan partai politik diteliti
persyaratan administrasinya
dengan melakukan klarifikasi
kepada instansi Pemerintah
yang berwenang dan menerima
masukan dari masyarakat ter-
hadap persyaratan pasangan
calon. Hasil penelitian tersebut
diberitahukan oleh KPUD ke-
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pada parpol atau gabungan
parpol. Bila hasil penelitian
ternyata persyaratan adminis-
trasi belum dipenuhi, maka
diberi kesempatan lagi untuk
memenuhi persyaratan admi-
nistrasi tersebut dan KPUD
meneliti ulang dalam batas
waktu yang ditentukan oleh
Undang-undang ini. Setelah
penelitian selesai, KPUD mene-
tapkan minimal 2 pasangan
calon yang dituangkan dalam
berita acara penetapan pasa-
ngan calon.  Pasangan calon
yang sudah ditetapkan tersebut
kemudian diumumkan secara
luas dalam batas waktu tertentu
dan selanjutnya dilakukan
pengundian secara terbuka
untuk menetapkan nomor urut
pasangan calon.

 Apabila partai politik
atau gabungan partai politik
menarik pasangan calon yang
sudah ditetapkan, maka parpol
atau gabungan parpol tersebut
tidak mengajukan kembali pa-
sangan calon yang baru. Na-
mun jika salah satu pasangan
calon berhalangan tetap, maka
parpol atau gabungan parpol
boleh mengajukan pasangan
calon yang baru yang meng-
gantikan pasngan calon yang
berhalangan tetap tersebut.

Dan dalam jangka waktu ter-
tentu KPUD meneliti pasangan
calon pengganti tersebut. Jika
salah satu pasangan calon ber-
halangan tetap pada saat sudah
dilakukan kampanye atau pe-
mungutan suara, maka tidak
dapat diajukan penggantinya,
bila pasangan calon yang tersisa
minimal 2 pasangan calon. Dan
bila setelah pemungutan suara
putaran pertama, salah satu
pasangan calon berhalangan
tetap, maka pelaksanaan pil-
kada ditunda selama 30 hari.
Selanjutnya parpol atau ga-
bungan parpol yang pasangan
calonnya berhalangan tetap,
mengajukan penggantinya dan
dalam waktu tertentu diteliti
kembali oleh KPUD.12)

Pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah dila-
kukan melalui masa persiapan
dan tahap pelaksanaan. Masa
persiapan meliputi: (a) pem-
beritahuan DPRD kepada ke-
pala daerah mengenai ber-
akhirnya masa jabatan, (b)
pemberitahuan DPRD kepada
KPUD mengenai berakhirnya
masa jabatan kepala daerah, (c)
perencanaan penyelengga-
raan, meliputi penetapan tata
cara dan jadwal tahapan pelak-
sanaan  pilkada,  (d) pemben-
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tukan panitia pengawas, PPK,
PPS dan KPPS, (e) pemberi-
tahuan dan pendaftaran pe-
mantauan. Sedangkan tahap
pelaksanaan kegiatan pilkada
meliputi: (a) penetapan daftar
pemilih, (b) pendaftaran dan
penetapan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah, (c)
kampanye, (d) pemungutan
suara, (e) penghitungan suara,
dan (f) penetapan pasangan
calon kepala daerah terpilih,
pengesahan dan pelantikan.13)

D. PILKADA  PASCA PUTUSAND. PILKADA  PASCA PUTUSAND. PILKADA  PASCA PUTUSAND. PILKADA  PASCA PUTUSAND. PILKADA  PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSIMAHKAMAH KONSTITUSIMAHKAMAH KONSTITUSIMAHKAMAH KONSTITUSIMAHKAMAH KONSTITUSI

Dengan berlakunya Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan
Daerah, banyak terjadi per-
debatan di antara para ahli baik
yang pro maupun yang kontra
dengan berbagai alasan ma-
sing-masing. Dalam pelaksa-
naannya ternyata banyak ken-
dala-kendala yang dihadapi,
yang pada akhirnya juga
membawa dampak yang kurang
baik terhadap pelaksanaan di
tataran masyarakat. Mengan-
tisipasi banyaknya kendala di
dalam pelaksanaannya, maka
kemudian timbul “political
will” dari pemerintah untuk
merevisi dan menggantikan

Undang-Undang Nomor 22 Ta-
hun 1999 dengan Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberlakuan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004
bukanlah menyelesaikan ma-
salah, malah menambah per-
masalahan lainnya, di  antara-
nya yang menyangkut pemili-
han kepala daerah. Berawal dari
perdebatan  norma-norma
yang dimuat dalam Undang-
Undang tersebut, sampai
akhirnya timbul berbagai per-
mohonan pengajuan judicial
review Undang-Undang Peme-
rintahan Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar. Dari
pengajuan permohonan ter-
sebut, telah dihasilkan dua
putusan MK yang menyangkut
pemerintahan daerah, khusus-
nya mengenai pilkada, yaitu
putusan MK Perkara Nomor:
072-073/PUU-II/2004, dan
putusan  MK  Perkara Nomor:
005/PUU-III/2005.

Dalam kasus pertama
pengajuan permohonan judi-
cial review Undang-Undang
Pemerintahan Daerah terhadap
UUD 1945 di atas, dapat di-
kemukakan beberapa permo-
honan Pemohon secara singkat
sebagai berikut.
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1 . Bahwa dalam Pasal 22E ayat
(1) UUD 1945 dinyatakan
bahwa,  pemilihan  umum
dilaksanakan secara lang-
sung, umum, bebas, raha-
sia, jujur  dan  adil  setiap
lima tahun sekali. Dan se-
lanjutnya Pasal 22E ayat (2)
menyatakan bahwa, pe-
milihan umum diseleng-
garakan untuk memilih
anggota DPR, DPD Presiden
dan Wakil Presiden, dan
DPRD. Dan dalam Pasal 22E
ayat (5) menyatakan bah-
wa, pemilihan umum dise-
lenggarakan oleh suatu ko-
misi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap dan
mandiri. Dengan demikian
mengenai pemilihan kepala
daerah harus merujuk pada
Pasal 22E (yang merupakan
Perubahan Ketiga dari UUD
1945). Sebagai konsekuensi
dari Pasal 22E, maka se-
sungguhnya dalam sistem
UUD 1945 tidak hanya pe-
nyelenggaraan pemilu yang
diharuskan independen,
melainkan juga ada be-
berapa pengaturan tentang
pilkada langsung yang ha-
rus disesuaikan dengan pe-
nafsiran tersebut. Salah
satu di antaranya mengenai

perselisihan mengenai hasil
pemilu diajukan ke Mah-
kamah Agung (Pasal 106
UU Pemerintahan Daerah).
Sedangkan UUD 1945 seca-
ra tegas menyatakan bahwa
hal tersebut merupakan
kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Dengan demi-
kian sudah seharusnya pa-
sal yang bertentangan de-
ngan UUD 1945 dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat, atau
dilakukan revisi terhadap
UU tersebut oleh DPR atau
pemerintah.

2. Bahwa Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah
dalam pertimbangan hu-
kumnya tidak mencantum-
kan Pasal 22E UUD 1945
sebagai landasan konsti-
tusional di dalamnya. Hal
ini merupakan pelanggaran
yang serius dari Undang–
Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah-
an Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah khususnya
dalam pelaksanaan pilkada
ternyata sama sekali tidak
menyebutkan produk hu-
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kum Keputusan KPU untuk
mengatur lebih lanjut atu-
ran mengenai pilkada lang-
sung dalam undang-undang
tersebut. Peraturan lebih
lanjut diserahkan kepada
pemerintah melalui produk
hukum Peraturan Peme-
rintah. Hal ini bertentangan
dengan prinsip indepen-
densi penyelenggaraan pe-
milu yang antara lain men-
syaratkan tidak ada cam-
pur tangan pemerintah (di
antaranya melalui produk
Peraturan Pemerintah).
Beberapa ketentuan dalam
UU Pemerintahan Daerah
yang mensyaratkan dike-
luarkannya Peraturan Pe-
merintah untuk penyeleng-
garaan pilkada, yaitu: Pasal
65 ayat (4): “Tata cara pe-
laksanaan masa persiapan
sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan tahap pelak-
sanaan sebagaimana di-
maksud ayat (3) diatur
KPUD dengan berpedoman
kepada Peraturan Peme-
rintah”, Pasal 89 ayat (3):
“Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian ban-
tuan kepada pemilih seba-
gaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur

dalam Peraturan Pemerin-
tah”, Pasal 94 ayat (2):
“Tanda khusus sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh KPUD de-
ngan berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah”,
Pasal 114 ayat (4): “Tata
cara untuk menjadi pe-
mantau pemilihan dan pe-
mantauan pemilihan serta
pencabutan hak sebagai
pemantau diatur dalam
Peraturan Pemerintah”.
Menurut pemohon, pasal-
pasal tersebut bertentang-
an dengan Pasal 22E ayat
(1) dan ayat (5) UUD 1945.

4. Selanjutnya mengenai pe-
nyelenggaraan pilkada, be-
berapa pasal dalam UU
Pemerintahan Daerah ini
bertentangan dengan UUD
1945, yaitu:

Pasal 1 angka 21: “Komisi
Pemilihan Umum Daerah
yang selanjutnya disebut
KPUD adalah KPU provinsi,
kabupaten/kota sebagai-
mana dimaksud dalam Un-
dang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 yang diberikan
wewenang khusus oleh UU
ini untuk menyelenggara-
kan pemilihan kepala dae-
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rah dan wakil kepala daerah
di setiap provinsi dan/atau
kabupaten/kota”;

Pasal 57 ayat (1): “Pemi-
lihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah dise-
lenggarakan oleh KPUD
yang bertanggung jawab
kepada DPRD”;

Pasal 66 ayat (3) e: “me-
minta pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas KPUD”;

Pasal 67 ayat (1) e: “Mem-
p e r t a n g g u n g j a w a b k a n
penggunaan anggaran ke-
pada DPRD”;

Pasal 82 ayat (2):
“Pasangan calon dan/atau
tim kampanye yang ter-
bukti melakukan pelang-
garan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berdasar-
kan putusan pengadilan
yang telah mempunyai ke-
kuatan hukum tetap dikenai
sanksi pembatalan sebagai
pasangan calon oleh DPRD”

Kelima ketentuan ter-
sebut menurut pemohon ber-
tentangan dengan ketentuan
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

yang menyatakan bahwa, pe-
milihan umum diselenggarakan
oleh suatu Komisi Pemilihan
Umum yang bersifat mandiri.
Dan menurut para pemohon,
bahwa kewenangan penyeleng-
garaan pilkada langsung hanya
oleh KPUD yang bertanggung
jawab kepada DPRD, adalah
mengingkari prinsip penye-
lenggaraan pemilu yang bersifat
nasional dan mandiri, karena
KPUD seharusnya hanyalah
merupakan bagian dari KPU.
Jadi kewenangan untuk menye-
lenggarakan pilkada langsung
seharusnya tetap berada di
tangan KPU sebagai penge-
jawantahan penyelenggaraan
pemilu “satu atap”, walaupun
dalam pelaksanaannya di la-
pangan KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota akan lebih
banyak berperan.

Putusan dari perkara No-
mor 072-073/PUU-II/2004
tersebut di atas telah dite-
tapkan oleh Mahkamah
Konstitusi, yaitu sebagai be-
rikut.

Mengabulkan permo-
honan para pemohon untuk
sebagian, yang menyangkut:

Pasal 57 ayat (1) se-
panjang anak kalimat: “...yang
bertanggung jawab kepada
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DPRD”;
Pasal 66 ayat (3) hu-

ruf e: “meminta pertanggung
jawaban pelaksanaan tugas
KPUD”;

Pasal 67 ayat (1) huruf
e sepanjang anak kalimat: “...
kepada DPRD”.

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tam-
bahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menyatakan
tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Dan menolak
permohonan para pemohon
untuk selebihnya. Serta meme-
rintahkan pemuatan putusan
ini dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia     sebagaima-
na mestinya.

Dan selanjutnya untuk
kasus yang kedua, yaitu Putu-
san Mahkamah Konstitusi Per-
kara Nomor 005/PUU-III/
2005. Perkara yang diajukan
adalah pengajuan pengujian
Undang-Undang Pemerintahan
Daerah, khususnya Pasal 59
ayat (1) dan ayat (2) serta

Penjelasan Pasal 59 ayat (1),
maka pemohon berpendapat
bahwa, penjelasan Pasal 59
ayat (1) tersebut telah me-
ngaburkan dan menghilangkan
substansi dari batang tubuh
Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2).
Bahwa substansi batang tubuh
Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2),
mengatur bahwa yang boleh
mengusulkan pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala
daerah adalah partai politik
atau gabungan partai politik
yang memiliki sekurang-ku-
rangnya 15% dari jumlah kursi
DPRD atau 15% dari akumulasi
pemilihan suara sah dalam pe-
milihan umum anggota DPRD di
daerah yang bersangkutan.
Apa yang diatur dalam batang
tubuh pasal tersebut sebenar-
nya sudah sangat jelas, ma-
salahnya timbul pada saat
membaca Penjelasan Pasal 59
ayat (1) yang menyatakan bah-
wa partai politik atau gabungan
partai politik yang dimaksud
dalam ketentuan ini adalah
partai politik atau gabungan
partai politik yang memiliki
kursi di DPRD.

Dengan adanya Penje-
lasan Pasal 59 ayat (1) tersebut,
berarti Pasal 59 ayat (2) yang
memberikan kesempatan pada
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gabungan partai politik yang
memiliki 15% akumulasi per-
olehan suara sah dalam pe-
milihan umum anggota DPRD di
daerah yang bersangkutan su-
dah dianulir. Hal ini disebabkan
karena yang dimungkinkan
untuk dijadikan pasangan calon
dengan adanya Penjelasan Pa-
sal 59 ayat (1) tersebut ha-
nyalah partai politik atau ga-
bungan partai politik yang
memperoleh 15% kursi dari
jumlah kursi DPRD.  Dengan
demikian antara Pasal 59 ayat
(1) dan ayat (2) kemudian di-
hadapkan dengan Penjelasan
Pasal 59 ayat (1), maka ter-
dapat contradictio in terminis,
sehingga dengan demikian
menjadikan Penjelasan Pasal 59
ayat (1) cacat hukum, karena
Penjelasan Pasal 59 ayat (1)
bukan hanya sekedar penje-
lasan tetapi merupakan suatu
regulasi baru yang seharusnya
diletakkan dalam batang tubuh
dan bukan dalam penjelasan.

Pasal 18 ayat (4) UUD
1945 mengamanatkan bahwa
pemilihan gubernur, bupati
dan walikota masing sebagai
kepala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis. Ha-
kikat dari “dipilih secara demo-

kratis”, bukan hanya pada pe-
laksanaan pemungutan suara
dan perhitungan suara yang
harus demokratis, tetapi juga
harus ada jaminan pada saat
penjaringan dan penetapan
calon. Masyarakat perlu men-
dapat akses yang luas pada
waktu berpartisipasi dalam
mengusung pasangan calon.
Oleh karena itu, pembatasan
sebagaimana dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 59 ayat (1)
sungguh-sungguh tidak men-
cerminkan asas demokrasi se-
bagaimana dimaksud Pasal 18
ayat (4) UUD 1945.

Dengan demikian, Pen-
jelasan Pasal 59 ayat (1) Un-
dang-Undang Pemerintahan
Daerah, jelas-jelas tidak mem-
berikan perlakuan yang sama
serta sederajat terhadap sesa-
ma partai politik, karena dibe-
dakan antara partai politk yang
memiliki kursi di DPRD dan
yang tidak memiliki kursi di
DPRD. Hal ini telah mencederai
keadilan yang didambakan oleh
masyarakat. Dan hal ini berarti
bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 yang mem-
berikan kesempatan kepada
setiap orang untuk menda-
patkan pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian
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hukum yang adil serta perla-
kuan yang sama dihadapan
hukum. Dapat dikatakan juga
bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat
(1) Undang-Undang Pemerin-
tahan Daerah, jelas-jelas telah
menghambat hak konstitusio-
nal para pemohon, baik secara
pribadi sebagai warga negara
Republik Indonesia maupun
sebagai badan hukum partai
politik untuk mencalonkan dan
dicalonkan dalam pemilihan
umum kepala daerah.  Sehing-
ga, seharusnya Penjelasan Pa-
sal 59 ayat (1) tersebut batal
demi hukum dan tidak mem-
punyai kekuatan mengikat.

Putusan hakim Mahka-
mah Konstitusi terhadap per-
kara tersebut di atas adalah
“mengabulkan permohonan
pemohon”. Dan menyatakan
bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah bertentangan
dengan UUD 1945, sehingga
tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Kemudian
Mahkamah konstitusi meme-
rintahkan agar putusan ini
dimuat dalam Berita Negara
dalam jangka waktu paling lama
30 hari.

E.  ULASANE.  ULASANE.  ULASANE.  ULASANE.  ULASAN
Pemilihan kepala daerah

secara langsung adalah meru-
pakan fenomena baru yang
perlu diantisipasi agar dapat
tercapai sesuai tujuan yang
telah ditetapkan oleh per-
aturan perundang-undangan.
Pemilihan kepala daerah se-
cara langsung sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 32
Tahun 2004 menawarkan se-
jumlah manfaat dan sekaligus
harapan bagi pertumbuhan,
pendalaman dan perluasan
demokrasi lokal. Pertama, sis-
tem demokrasi langsung me-
lalui pilkada langsung akan
membuka ruang partisipasi
yang lebih luas bagi warga
dalam proses demokrasi dan
menentukan kepemimpinan
partai politik di tingkat lokal
dibandingkan dengan sistem
demokrasi perwakilan yang
lebih banyak meletakkan ke-
kuasaan untuk rekruitmen po-
litik di tangan segelintir orang
di DPRD. Kedua, dari sisi kom-
petisi politik, pilkada langsung
memungkinkan munculnya se-
cara lebih besar preferensi
kandidat-kandidat yang ber-
saing serta memungkinkan ma-
sing-masing kandidat berkom-
petisi dalam ruang yang lebih
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terbuka dibandingkan keter-
tutupan yang sering terjadi
pada demokrasi perwakilan.
Ketiga, pilkada langsung mem-
beri peluang bagi warga untuk
mengaktualisasi hak-hak po-
litiknya secara lebih baik tanpa
harus direduksi oleh kepen-
tingan-kepentingan elit politik
seperti yang kasat mata kerap
muncul pada sistem demokrasi
perwakilan. Setidaknya, me-
lalui konsep demokrasi lang-
sung, masyarakat di daerah
akan mendapat kesempatan
untuk memperoleh semacam
pendidikan politik, training
kepemimpinan politik dan seka-
ligus mempunyai posisi yang
setara untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan poli-
tik. Keempat, pilkada langsung
memberikan harapan baru un-
tuk mendapatkan figur pemim-
pin yang aspiratif, kompeten
dan legitimate. Karena dengan
melalui pilkada langsung, ke-
pala daerah yang terpilih akan
lebih berorientasi kepada rak-
yat yang memilihnya. Kelima,
kepala daerah yang terpilih
melalui pilkada langsung akan
memiliki legitimasi politik yang
kuat, sehingga akan terbangun
perimbangan kekuatan di dae-
rah, antara kepala daerah de-

ngan DPRD. Perimbangan ke-
kuatan ini akan meminimalisasi
penyalah-gunaan kekuasaan.14)

Dengan pergantian sis-
tem dari demokrasi perwakilan
ke bentuk demokrasi langsung
dalam pemilihan kepala dae-
rah, maka akan berlangsung
proses politik yang sangat di-
namis di Indonesia pasca pe-
milu 2004. Seperti yang di-
beritakan secara luas bahwa,
saat ini pemilihan kepala dae-
rah secara langsung  sedang
berlangsung di seluruh daerah
di Indonesia. Dan pada ke-
nyataannya sebagaimana kita
ketahui, pelaksanaan pilkada
secara langsung tersebut ba-
nyak mengalami kendala di
lapangan, antara lain banyak
terjadi aksi yang menentang
pasangan calon yang diajukan,
pasangan calon yang terpilih,
penghitungan suara, penghen-
tian penghitungan suara, pem-
batalan hasil penghitungan
suara dan sebagainya. Kita
ambil contoh yang baru-baru
ini terjadi aksi protes terhadap
penghitungan suara yang dila-
kukan KPUD di daerah Poso,
Sulawesi Utara. Dan terjadinya
aksi mengepung gedung DPRD
di daerah Sukabumi yang me-
minta pembatalan hasil peng-
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hitungan suara yang dilakukan
oleh KPUD, karena disinyalir
adanya kecurangan dalam me-
lakukan penghitungan. Kemu-
dian terjadinya penolakan oleh
DPRD Jawa Timur untuk melan-
tik kepala daerah terpilih (sete-
lah penghitungan suara) yang
telah ditetapkan oleh KPUD.

Dan contoh kasus lain-
nya, yaitu KPUD Tana Toraja
membatalkan hasil penghi-
tungan suara yang telah selesai
dilaksanakan, sehingga hal ini
memancing berbagai protes di
masyarakat dan pemerintah
sendiri, serta dari calon ter-
pilihnya sendiri.15)

Kemudian di Kota Ban-
dar Lampung, empat dari enam
calon walikota Bandar Lam-
pung yang kalah dalam pilkada
27 Juni lalu, bersepakat meng-
gugat KPUD setempat melalui
jalur hukum. Hal ini diajukan
karena mereka memiliki bukti
yang kuat adanya pelanggaran
dan kecurangan yang dilaku-
kan KPUD menjelang dan pada
hari pencoblosan. Lain lagi
yang terjadi di Makasar, ribuan
massa yang mendukung tiga
pasangan calon Bupati Gowa
melakukan aksi penutupan ja-
lan pada hari Jumat tanggal 1
Juli dengan memalang tiga

buah truk dan membakar ban-
ban bekas di jalan-jalan utama.
Aksi ini mereka lakukan sebagai
bentuk kekecewaan atas kecu-
rangan hasil pilkada di Kabu-
paten Gowa walaupun belum
final, sehingga massa menuntut
penghitugan dihentikan se-
mentara. Hal yang hampir sama
juga terjadi di Surabaya, massa
meminta menunda penetapan
hasil penghitungan suara pe-
milihan daerah setempat, yang
dinilai sarat dengan berbagai
penyimpangan.16)

Di Kota Depok, kendati
mengalami kesulitan sebelum-
nya, rekapitulasi penghitungan
suara pilkada Depok berhasil
diselesaikan. Dan yang mem-
peroleh suara terbanyak ada-
lah pasangan calon Nur Mah-
mudi Ismail/Yuyun Wirasa-
putra, dari lima pasangan calon
yang ikut dalam pemilihan ter-
sebut. Selanjutnya, kejadian
yang terjadi di Seram bagian
Timur, panitia pengawas pil-
kada Kabupaten Seram Bagian
Timur, Maluku, menyurati
KPUD setempat, agar meng-
hentikan sementara tahapan
pelaksanaan pilkada. Dan hal ini
disetujui oleh KPUD setempat,
sehingga penghitungan dihen-
tikan sementara dan akan dilan-
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jutkan di DPRD Seram Bagian
Timur selesai melakukan kon-
sultasi dengan Pemerintah Pro-
vinsi Maluku.17 )

Itulah kendala-kendala
yang terjadi di lapangan dalam
pelaksanaan pemilihan kepala
daerah secara langsung. Dan
dari hal tersebut kita dapat
mengukur tingkat keberhasilan
pelaksanaan pilkada tersebut.
Sebenarnya kita dapat meng-
ukur keberhasilan pilkada ter-
sebut dengan beberapa param-
eter keberhasilan secara kua-
litatif dari segi proses, setidak-
nya dapat membantu kita un-
tuk memetakan beberapa pro-
blematika yang muncul dalam
periode pilkada 2005, antara
lain: (1) partisipasi politik dari
setiap warga negara, (2) kom-
petisi politik yang menyangkut
lembaga penyelenggara pemilu
yag kompeten dan kredibel,
netralitas birokrasi pemerin-
tah, pembiayaan pilkada, ke-
mandirian dan kompetensi
Mahkamah Agung, persamaan
kesempatan (poltical equity),
(3) kebebasan sipil, misalnya
ketakutan untuk memilih dan
dipilih, (4) kepemimpinan yang
akuntabel dan berorientasi
pada kebutuhan dan kepen-
tingan masyarakat.

Merujuk pada parameter
tingkat keberhasilan pilkada
tersebut, ada sejumlah LSM
yang menyatakan bahwa ter-
jadi penurunan partisipasi war-
ga dalam pilkada kali ini, yang
dipicu oleh kekacauan Daftar
Pemilih Tetap (DPT).  Banyak
ditemukan DPT yang kotor dan
amburadul, dimana seharusnya
warga yang tidak mempunyai
hak pilih (di bawah umur, su-
dah meninggal, tidak berdo-
misili di tempat pemilihan dan
sebagainya), dimasukkan da-
lam DPT. Namun, Depdagri
membantah hal tersebut, ka-
rena jika pendaftaran pemilih
dilaksanakan sesuai prosedur,
maka pasti pilkada yang di-
laksanakan akan berjalan de-
ngan lancar, tertib dan de-
mokratis. Misalnya saja, bahwa
sejak penerbitan Daftar Pen-
duduk Pemilih Potensial Pil-
kada (DP4) sampai dengan men-
jadi DPT dikontrol dengan ke-
pemilikan Nomor Induk Ke-
pendudukan (NIK) nasional,
jadi diharapkan tidak terjadi
kekacauan seperti yang diuta-
rakan di atas.

Itulah fenomena yang
terjadi pada pelaksanaan pil-
kada pasca putusan MK tentang
Pilkada terhadap pengujian
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Undang-Undang tentang Pe-
merintahan Daerah. Pasca putu-
san Mk tersebut, terdapat be-
berapa pasal dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pe-
merintahan Daerah, yang dica-
but dan tidak mempunyai ke-
kuatan hukum yang mengikat
lagi, yaitu:  Pasal 57 ayat (1),
Pasal 66 ayat (3) huruf e,  Pasal
67 ayat (1) huruf e,  Penjelasan
Pasal 59 ayat (1).

Ada beberapa hal yang
perlu mendapat ulasan khusus
di sini tentang permohonan
pasal-pasal yang diajukan ke
MK tersebut. Pertama, me-
ngenai pertanggungjawaban
KPUD kepada DPRD yang telah
dicabut memang kiranya sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, di
mana komisi pemilihan harus
bersifat mandiri dan indepen-
den. Jadi, bila KPUD harus
bertanggungjawab tentang pel-
aksanaan pilkada tersebut,
maka sifat kemandirian yang
disaratkan akan berkurang bah-
kan mungkin akan hilang, ka-
rena seolah-olah terjadi sub-
ordinasi antara DPRD dengan
KPUD yang harus bertanggung-
jawab kepada DPRD. Namun,
sekarang yang menjadi pe-
mikiran selanjutnya adalah,

bagaimana pertanggungjawab-
an yang harus diberikan oleh
KPUD, apakah cukup hanya
sebagaimana disebutkan dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004,
Pasal 83 ayat (7) dan Pasal 84
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6), yaitu:
a. Pasal 83 ayat (7): “KPUD

mengumumkan melalui
media  massa  laporan  sum-
bangan dana kampanye se-
tiap pasangan calon se-
bagaimana dimaksud  pada
ayat (6) kepada masyarakat
satu hari setelah menerima
laporan dari pasangan ca-
lon”;

b. Pasal 84 ayat (3): “KPUD
wajib menyerahkan lapo-
ran dana kampanye seba-
gaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada kantor
akuntan publik paling lam-
bat 2 hari setelah KPUD
menerima laporan dana
kampanye dari kantor pa-
sangan calon”;

c . Pasal 84 ayat (4): “Kantor
akuntan publik wajib me-
nyelesaikan audit paling
lambat 15 hari setelah dite-
rima laporan dana kampa-
nye dari KPUD”;

d. Pasal 84 ayat (5): “Hasil au-
dit sebagaimana dimaksud
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pada ayat (4) oleh KPUD
paling lambat 3 hari setelah
KPUD menerima laporan
hasil Audit dari kantor
akuntan publik”;

e. Pasal 84 ayat (6): “Laporan
dana kampanye yang diteri-
ma KPUD wajib dan terbuka
untuk umum”.

Dilihat dari pasal-pasal
tersebut, maka nampak me-
mang yang menyangkut masa-
lah dana kampanye sudah cu-
kup diatur. Namun, bagaimana
pertanggung jawaban yang me-
nyangkut prosedur pelaksa-
naan pilkada tersebut? Sehing-
ga kita lihat bahwa dalam pe-
laksanaannya pilkada sekarang
ini terdapat beberapa kendala
yang menyangkut prosedur
pelaksanaan pilkada, yang juga
merupakan salah satu para-
meter keberhasilan dari pelak-
sanaan pilkada tersebut.

Kedua, masalah Penje-
lasan Pasal 59 ayat (1) yang
sudah dicabut dan tidak mem-
punyai kekuatan hukum yang
mengikat lagi, juga kiranya
sudah tepat, mengingat bahwa
penjelasan tersebut memang
menciptakan norma hukum
yang baru dan justru berten-
tangan dengan pasal yang akan

dijelaskannya [Pasal 59 ayat
(1)]. Dilihat dari kacamata ilmu
perundang-undangan, maka
penjelasan itu dibutuhkan ma-
nakala pasal yang ada dianggap
memang masih memerlukan
penjelasan untuk menghindari
interpretasi yang berbeda da-
lam pelaksanaannya. Jadi bila
suatu pasal dianggap sudah
cukup jelas, maka tidak perlu
lagi dibuatkan penjelasan. Dan
syarat dari pembuatan pen-
jelasan tersebut, adalah tidak
boleh menambah atau meng-
ubah norma yang ada dalam
pasal yang dijelaskan itu sen-
diri. Dan bila ternyata penje-
lasan malah membuat rancu
pengertian yang ada dalam
pasalnya, maka yang diacu
adalah apa yang tercantum
dalam pasal tersebut, bukan
dari penjelasannya, yang tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat karena hanya meru-
pakan penjelasan belaka, bukan
norma pengaturan.

 Ketiga, masalah bebe-
rapa peraturan pemerintah
yang diwajibkan untuk diacu
dalam pelaksanaan pilkada
tersebut dan tidak dikabulkan
oleh MK, adalah memang sudah
tepat. Hal ini dapat dijelaskan
dengan mengacu pada tata
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urutan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di In-
donesia (berdasarkan UU No-
mor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Per-
undang-undangan) di mana
disebutkan bahwa tata urutan
di bawah UU adalah Peraturan
Pemerintah yang memang me-
rupakan peraturan pelaksana-
an dari suatu UU. Dan menurut
“teori Stufenbauw” dari Hans
Kelsen bahwa norma hukum itu
bertingkat-tingkat dan norma
hukum yang di bawahnya ter-
bentuk dan berlakunya ber-
dasarkan norma hukum tang
lebih tinggi (yang di atasnya).
Dengan demikian norma hu-
kum yang lebih rendah ini tidak
boleh bertentangan dengan
norma hukum yang lebih tinggi
atau yang berada di atasnya.19)

Oleh karena itu, untuk per-
aturan lebih lanjut dari suatu
UU diberikan kepada Peraturan
Pemerintah adalah memang
sudah tepat dan sesuai dengan
peraturan perundang-undang-
an yang berlaku. Kemudian bila
dikatakan bahwa dengan diacu-
nya Peraturan Pemerintah me-
nyebabkan bahwa kemandirian
dari KPUD menjadi bias, karena
pemerintah turut campur ta-
ngan. Tentunya hal ini harus

kita lihat tidak secara sektoral,
tetapi kita harus melihatnya
dalam kerangka berpikir yang
menyeluruh, bahwa Peraturan
Pemerintah adalah pengaturan
yang bersifat nasional yang
melaksanakan suatu UU. 

E n d n o t e sE n d n o t e sE n d n o t e sE n d n o t e sE n d n o t e s

1.  Indonesia, Putusan MK
Nomor:  072-073/PUU-II/2004
jo Putusan MK Nomor: 005/PUU-
III/2005.

2.  Safri Nugraha, et.all,
Hukum Administrasi Negara
(Jakarta: Badan Penerbit Fa-
kultas Hukum Universitas Indo-
nesia, 2005), hal.115 – 116.

3.   Op.cit.
4.  Lihat Pasal 1 angka 5

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah: Otonomi Daerah
adalah hak, wewenang dan kewa-
jiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan ke-
pentingan masyarakat setem-
pat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

5.   Ibid., Pasal  1 angka 7, 8
dan 9:  Desentralisasi adalah
penyerahan kewenangan peme-
rintahan oleh pemerintah kepa-
da daerah otonom untuk menga-
tur dan mengurus urusan peme-
rintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
Dekonsentrasi adalah pelim-
pahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Guber-
nur sebagai wakil pemerintah



62 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

dan/atau kepada instansi verti-
kal di wilayah tertentu; Mede-
bewin (tugas perbantuan) ada-
lah penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/atau desa
dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa
serta dari pemerintah kabu-
paten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

6.Indonesia, Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah,
(Bandung: Citra Umbara,
2004), Penjelasan Umum angka
4 .

7. Safri Nugraha, et.all,
Op.cit., hal. 116 – 117.

8. Indonesia, Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah, (Ban-
dung: Citra Umbara, 2004),
Penjelasan Umum angka 3.

9.  Indonesia, Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah, (Ban-
dung: Citra Umbara, 2004),
Pasal 66.

10.  Indonesia, Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah, (Ban-
dung: Citra Umbara, 2004) ,
Pasal 56 jo Pasal 57.

11.  Indonesia, Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah, (Ban-
dung: Citra Umbara, 2004),
Pasal 59.

12. Indonesia, Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah, (Ban-
dung: Citra Umbara, 2004),
Pasal 62 jo Pasal 63 jo Pasal 64.

13. Indonesia, Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 ten-

tang Pemerintahan Daerah,
(Bandung: Citra Umbara,
2004), Pasal 65.

14. G. N. Ari Dwipayana,
“Pilkada Langsung dan Otonomi
Daerah”, http://www.plod. ugm.
ac.id.

15.  Indonesia, RCTI, Siaran
Berita “Seputar Indonesia”, Sab-
tu tanggal 9 Juli 2005.

16.  Indonesia, Harian Repu-
blika, “Pilkada”,  2 Juli 2005,
ha l . 11 .

17. Indonesia, Harian Repu-
blika , “Pilkada”,  7 Juli 2005,
ha l . 11 .

18.  Maria Farida, Ilmu Per-
undang-undangan, Dasar-dasar
dan Pembentukannya. (Jakarta :
Sekretariat Konsorsium Ilmu
Hukum Universitas Indonesia,
1996), hal. 28. 

Bahan AcuanBahan AcuanBahan AcuanBahan AcuanBahan Acuan

Dwipayana, Ari, “Pilkada  Lang-
sung dan Otonomi Dae-
rah”, http://www. plod.
ac.id.

Hoessein, Bhenyamin, “Repo-
sisi Peran DPRD”, Jakarta:
Jurnal  PSPK, edisi II,
April, 2002.

http://www.hukumonline.
com/print.asp.id., “Prak-
tik  Politik   Uang  dalam
Pilkada”, 1 Juli, 2005.

Indrati, Maria Farida, Ilmu
Perundang-undangan,
Dasar-dasar dan Pem-
bentukkanya, cet. Per-



63������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

demen, Jakarta: Sekre-
tariat Jenderal MPR,
2003.

Indonesia,  Undang-Undang
Nomor 24 Tahun  2003
tentang  Mahkamah Kon-
stitusi, Jakarta: Sekre-
tariat Jenderal MK, 2003.

Indonesia,  Undang-Undang
Nomor 32  Tahun 2004
tentang  Pemerintahan
Daerah, Bandung: Citra
Umbara,  2004.

Putusan MK Nomor: 072–
073/PUU-II/2004 ten-
tang Pengujian Undang-
Undang Pemerintahan Da-
erah terhadap UUD 1945.

Putusan MK Nomor: 005/
PUU–III/2005 tentang
Pengujian Undang-Un-
dang Pemerintahan Daerah
terhadap UUD 1945.  

tama. Jakarta: Sekretariat
Konsorsium  Ilmu Hukum
Universitas Indonesia,
1996.

J. Piliang, Indra, “Cacat Politik
Arah   Revisi UU Nomor 22
Tahun 1999”, Jakarta: 28
Juli 2004.

Safri Nugraha, et all, Hukum
Administrasi  Negara,
Cet.  Pertama.  Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indo-
nesia, 2005.

Yamin ST, Muhammad, “Pil-
kada Sebuah Demokrasi
Kapitalis”, http://
www.indomedia.com.

Indonesia, Harian Republika,
“Pilkada”, Tanggal 2 Juli
dan 7 Juli 2005.

Indonesia, Undang-Undang
Dasar 1945 dalam Satu
Naskah Setelah Aman-



ISLAM DAN KONSTITUSIONALISME 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A. Pendahuluan 
Dalam pengertian 

formal istilah konstitusi negara 
adalah kumpulan aturan-aturan 
dan peraturan-peraturan yang 
menciptakan berbagai alat 
pemerintahan dan menentukan 
hubungan satu dengan yang 
lainnya, serta hubungan antara 
alat-alat itu dengan subjek 
pribadi manusia, baik dalam 
kapasitasnya sebagai individu 
maupun kolektif.1 Dalam 

                                                 

                                                     
1Herbert J. Spirio, “The True 

Constitution,” dalam M.P Magrath, 
Constitusionalism and Politics; 
Conflict and Consensus (Gkencoe; 
cott, Foresman, 1968), h. 4-12. Ben O. 
Nwabueze, Constitusinalismin the 
Emergent States (Rutherford, N.J: 

pengertian yang formalistik ini, 
Konstitusi didefinisikan sebagai 
hukum organik dan dasar suatu 
bangsa atau negara yang 
menetapkan sifat dan konsep 
pemerintahannya, 
mengorganisasikan 
pemerintahan, mengatur, 
membagi dan membatasi 
fungsi-fungsi departemen yang 
ada, serta menentukan cakupan 
dan cara menggunakan 
kekuasaan.2

 Konstitusionalisme 
merupakan teori atau prinsip 
pemerintahan konstitusional, 

 
Fairleigh Dickinson University Press, 
1973), h. 2-3.  

2Henry C. Black, Black’s Law 
Dictionary, Edisi V (St. Paul: West 
Publishing, 1979), h. 282.    
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atau menganut teori tersebut. 
Dalam alur yang sama, sumber 
yang lain mendefiniskan 
konstitusionalisme sebagai 
prinsip “bahwa otoritas publik 
harus digunakan menurut 
hukum; bahwa institusi negara 
dan masyarakat (civic), 
kekuasaan eksekutif dan 
legislatif, memiliki sumber di 
dalam konstitusi yang harus 
dipatuhi dan tidak menyimpang 
dari gerak pemerintahan saat 
itu. Singkatnya, 
konstitusionalisme adalah 
suatu pemerintahan oleh 
hukum (government by law), 
bukan pemerintahan oleh 
orang-orang (government by 
men).3    
 Pemerintahan 
konstitusional memiliki 
apresiasi atau orientasi kepada 
ketentuan-ketentuan hukum 
dan prinsip-prinsip umum yang 
mendasarinya. Orientasi ini 
tidak hanya tergantung kepada 
lembaga dan peranan yang 
sesuai, tetapi juga pada mitos 
yang diterima secara luas 
bahwa proses hukum itu 
mujarab dan bahwa prinsip-
prinsipnya berlaku abadi. 
 Secara historis, 
munculnya pemerintahan 
konstitusional senantiasa 

                                                 
3G.A. Forrest, “Constitution 

and Constitutional Law, dalam 
Encyclopedia Britannica, Vol VI 
(1967), h. 398.  

berhubungan dengan 
terbatasinya negara dan 
kekuasaan para pengelolanya. 
Karena itu, konstitusionalisme 
berarti paham “negara terbatas” 
di mana kekuasaan politik 
resmi dikelilingi oleh hukum 
yang jelas dan yang 
penerimaannya akan mengubah 
kekuasaan menjadi wewenang 
yang ditentukan secara hukum.  
 Dipahami dengan cara 
ini, maka konstitusionalisme, 
lebih merupakan masalah 
pembagian kekuasaan dan 
wewenang. Semua organisasi 
termasuk negara pada dasarnya 
bersifat memaksa dalam 
berbagai bentuknya dari 
tekanan halus dan persetujuan 
diam-diam sampai kepada 
kebrutalan terang-terangan dan 
penyerahan terpaksa. Makin 
besar kekuasaan mayarakat, 
makin besar kemungkinan 
munculnya semacam orde 
konstitusional.4 Makin besar 
kekuasaan negara, makin besar 
kemungkinan konstitusi 
diabaikan, kalaupun ada. 
Konstitusionalisme tidak akan 
punya makna tanpa adanya 
sumber-sumber kekuasaan 
dalam berbagai bentuknya, baik 
dalam rangka memperolehnya 
maupun mempertahankannya. 

 
4Daniel S. Lev, Hukum dan 

Politik di Indonesia Kesinambungan 
dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 
1990), h. 516.  
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 Faham konstitusi yang 
berkembang di semua negara 
baik negara maju maupun 
negara yang sedang 
berkembang, pada umumnya 
selalu muncul dari arus yang 
menghendaki pembentukan 
konstitusi didasari oleh faham 
kenegaraan pada satu sisi, dan 
faham keagamaan pada sisi 
yang lain. 
 Mencermati 
permasalahan konstitusi yang 
senantiasa muncul pada setiap 
negara, dapat menimbulkan 
berbagai perspektif yang 
melahirkan berbagai 
pemahaman pula. Dalam 
mengkaji Islam dan 
Konstitusionalisme dalam 
tulisan ini, penulis 
mengidentifikasinya dari 
perspektif Islam dan mendekati 
setiap konstitusi sejak masa 
kemerdekaan hingga konstitusi 
hasil amandemen UUD 1945 
dengan mengetahui 
sejauhmana kontribusi Islam 
dalam penyusunan UUD serta 
apa bentuk kontribusi yang 
diberikan sejak UUD masa 
kemerdekaan hingga 
amandemen UUD 1945.  

                                                

 
B. Tinjauan umum tentang 
Konstitusi 

Istilah konstitusi berasal 
dari bahasa Perancis 
(constituer) yang berarti 
membentuk. Pemakaian istilah 
konstitusi yang dimaksudkan 

ialah pembentukan suatu 
negara atau menyusun dan 
menyatakan suatu negara.5

Sedangkan istilah 
Undang-Undang Dasar 
merupakan terjemahan istilah 
yang dalam bahasa Belanda 
disebut gronwet, perktaan wet  
diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia undang-undang, dan 
grond  berarti tanah/dasar. 

Di negara-negara yang 
menggunakan bahasa Inggeris 
sebagai bahasa nasional dipakai 
istilah constitution dalam 
bahasa Indonesia disebut 
konstitusi.6 Pengertian 
konstitusi, dalam perkatek 
dapat berarti lebih luas dari 
pada pengertian Undang-
Undang Dasar, tetapi ada juga 
yang menyamakan dengan 
pengertian Undang-Undang 
Dasar. Bagi sarjana ilmu politik 
istilah constitution  merupakan 
sesuatu yang lebih luas yaitu 
keseluruhan dari peraturan-
peraturan baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis 
yang mengatur secara mengikat 
cara-cara bagaimana sesuatu 

 
5Wirjono Projodikoro, Asas-

Asas Hukum Tata Negara di Indonesia 
(Jakarta: Dian Rakyat, 1989), h. 10.  

6Sri Soemantri, Susunan 
Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 
dalam Ketatanegaraan Indonesia 
dalam Kehidupan Politik Indonesia, 
Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 29. 
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pemerintahan diselenggarakan 
dalam suatu masyarakat. 

Dalam bahasa Latin, 
kata konstitusi merupakan 
gabungan dari dua kata, yaitu 
cume  dan stature. Cume 
adalah sebuah preposisi yang 
berarti “bersama dengan”, 
sedangkan stature berasal dari 
kata sta  yang membentuk kata 
kerja pokok stare  yang berarti 
berdiri. Atas dasar itu,kata 
stature  mempunyai arti 
“membuat sesuatu agar berdiri 
atau mendirikan/menetapkan”. 
Dengan demikian bentuk 
tunggal (constitutio) berarti 
menetapkan sesuatu secara 
bersama-sama dan bentuk 
jamak (constitutiones) berarti 
segala sesuatu yang telah 
ditetapkan.7

Catatan sejarah 
munculnya negara konstitusi, 
sebenarnya merupakan proses 
sejarah yang panjang dan selalu 
menarik untuk dikaji. 
Konstitusi sebagai suatu 
kerangka kehidupan politik 
telah disusun melalui dan oleh 
hukum, yaitu sejak zaman 
sejarah Yunani, di mana 
mereka telah mengenal 
beberapa kumpulan hukum. 
Pada masa kejayaannya antara 
tahun 624 – 404 SM. Athena 

 
7Koerniarmanto 

Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian 
dan Perkembangannya, Pro Justitia, 
No. 2 Tahun V, Mei 1987, h. 28-29.  

pernah mempunyai tidak 
kurang 11 konstitusi. Koleksi 
Aristoteles sendiri berhasil 
terkumpul sebanyak 158 buah 
konstitusi dari berbagai negara. 

Pemerintahan yang 
konstitusional mencakup di 
dalamnya  empat factor sebagai 
ruang lingkup paham konstitusi 
(konstiusionalisme), yaitu; 
a. anatomi kekuasaan 

(kekuasaan politik) tunduk 
pada hukum 

b. jaminan dan perlindungan 
hak-hak asasi manusia  

c. peradilan yang bebas dan 
mandiri 

d. pertanggung jawaban 
kepada rakyat 
(akuntabilitas kepada 
rakyat) sebagi sendi utama 
dari asas kedaulatan 
rakyat. 

Menurut C.F. Strong, 
ada empat cara prosedur 
perubahan konstitusi, antara 
lain; 
1. Perubahan konstitusi 

yang dilakukan oleh 
pemegang kekuasaan 
legislative, akan tetapi 
menurut pembatasan-
pembatasan tertentu; 

2. Perubahan konstitusi 
yang dilakukan oleh 
rakyat melalui suatu 
referendum; 

3. Perubahan konstitusi 
yang dilakukan oleh 
sejumlah negara-negara 
bagian; 
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4. Perubahan kostitusi yang 
dilakukan dalam suatu 
konvensi atau dilakukan 
oleh suatu lembaga 
negara khusus yang 
dibentuk hanya untuk 
keperluan perubahan.   
Menurut K.C. Wheare ada 

empat sasaran yang hendak 
dituju dalam usaha 
mempertahankan konstitusi 
dengan jalan mempersulit 
perbahannya, yaitu; 
1. agar perubahan konstitusi 

dilakukan dengan 
pertimbangan yang masak, 
tidak secara serampangan 
dan dengan sadar 
(dikehendaki); 

2. agar rakyat mendapat 
kesempatan untuk 
menyampaikan 
pandangannya sebelum 
perubahan dilakukan; 

3. agar kekuasaan negara 
serikat dan kekuasaan 
negara-negara bagian tidak 
diubah semata-mata oleh 
perbuatan-perbuatan 
masing-masing pihak 
secara tersendiri; 

4. agar hak-hak perseorangan 
atau kelompok minoritas 
bahasa atau kelompok 
minoritas agama dan 
kebudayaan mendapat 
jaminan.8   

 
8K. C. Wheare, Modern 

Constitution (London: Oxford 
Unversity Press, 1975) h. 83.  

 
C. Konstitusionalisme di 
Indonesia: Kontribusi  
Islam dalam Penyusunan 
UUD 

Isu sentral yang menjadi 
perdebatan dalam konstitusi 
Indonesia mulai dari BPUPKI, 
PPKI hingga ke Majelis 
Konstituante, dan bahkan di era 
reformasi yang mengakibatkan 
krisis konstitusi adalah 
perdebatan antara kelompok 
yang menghendaki penerapan 
syari’at Islam dan 
mencantumkannya dalam 
konstitusi secara simbolistik-
formal dengan kelompok yang 
menginginkan penerapan 
syari’at Islam secara 
substantives.   

Secara sosio kultural 
dan sosio historis, konstitusi 
negara republik Indonesia 
menjadi perdebatan yang alot 
antara kelompok Islam yang 
menghendaki diberlakukannya 
syari’at Islam sebagai dasar 
negara dengan kelompok yang 
sebaliknya. Perdebatan tersebut 
merupakan perdebatan panjang 
yang berawal dari 
permasalahan tentang Islam 
dan negara.  

Dalam kerangka supra 
struktur politik Indonesia, 
panggung perbedaan ini 
mengambil tempat pada 
pengaturan ideologis dan 
konstitusional negara. Pada 
masanya dulu, perbedaan-
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perbedaan itu tercermin dari 
munculnya polarisasi ideologis 
dua kelompok besar yaitu 
golongan nasionalis dan 
golongan agama.9 Yang 
pertama menginginkan 
Indonesia tidak didasarkan atas 
paham keagamaan tertentu. 
Dengan Soekarno, Mohammad 
Yamin, Soepomo, Mohammad 
Hatta sebagai ujung tombak, 
kelompok ini mengusulkan agar 
Indonesia didasarkan atas 
paham yang kurang lebih dapat 
diterima oleh semua golongan. 
Dalam hal ini diusulkan adalah 
Pancasila. 
 Kelompok kedua 
menginginkan Islam sebagai 
dasar negara. Sekurang-
kurangnya ada dua alasan 
penting yang mendasari 
golongan ini. Pertama alasan 
kegamaan, yaitu bahwa Islam 

 

                                                

9Risalah Sidang Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 
Jakarta Sekretariat Negara RI pada 
1995. Untuk diskripsi dan analisis 
lihat Deliar Noer, Gerakan Moderen 
Islam di Indonesia 1900-1942 
(Jakarta: LP3ES, 1996). Ahmad Syafii 
Ma’arif, Islam as the Basis of  State: A 
Study of Islamic Political Ideas as 
Reflected in the Contituent Assembley 
Debates in Indonesia. Disertasi, The 
University of Chicago, 1983.    

merupakan agama yang 
memberi petunjuk bagi seluruh 
aspek kehidupan. Yang kedua 
alasan yang bersifat sosiologis. 
Ini dalam pengetian bahwa 
Indonesia hanya berjaya jika 
didasarkan atas nilai-nilai yang 
dianut oleh mayoritas 
masyarakat, karena Islam 
merupakan agama mayoritas di 
negeri ini, maka menurut juru 
bicara kalangan ini seperti 
Mohammad Natsir, Wahid 
Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, 
dan Sukiman, Indonesia sudah 
selayaknya didasarkan atas 
Islam.10

 Hingga kini, perdebatan 
di seputar ini pada dasarnya 
masih belum terselesaikan 
secara baik. Pernah suatu jalan 
tengah dihasilkan, yaitu dengan 
diterimanya Piagam Jakarta 
pada 22 Juni 1945. Jalan tengah 
itu mengakomodasikan 
kepentingan golongan Islam, 
dengan diterimanya prinsip 
‘Ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syari’at Islam bagi 
para pemeluknya’. Akan tetapi 
belum sempat terealisasikan 
dalam kenyataan, jalan tengah 
itu terpaksa dianulir sehari 
setelah kemerdekaan Indonesia 

 
10Nuansa perdebatan dapat 

dilihat dalam Risalah Sidang Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI)28 Mei 1945-22 Agustus 1945.   
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dideklarasikan, yakni pada 
tanggal 18 Agustus 1945, 
sebagai ganti dari Piagam 
Jakarta adalah disahkannya 
rumusan sila pertama dari 
Pancasila yaitu ‘Ketuhanan 
Yang Maha Esa’.11

 Kesepakatan 18 Agustus 
1945 itu tidak lantas 
menjadikan perdebatan di 
seputar masalah agama dan 
ideology politik kenegaraan 
berhenti. Di sepanjang tahun 
1956-1959, sejarah Indonesia 
didominasi oleh masalah-
masalah yang pada bulan-bulan 
menjelang kemerdekaan (1945) 
pernah diperdebatkan. Sidang 
Konstituante kembali membuka 
perdebatan tentang dasar 
negara, dan pada kesempatan 
ini pula Islam dihadapkan 
secara diametral dengan 
Pancasila untuk ditetapkan 
sebagai dasar negara. 
Absolutisme mewarnai 
perdebatan, untuk kemudian 
diakhiri dengan deadlock. 
Dilihat dari perspektif 
pertengahan 1940-an, 
perdebatan antara ‘golongan 

 
11Saefuddin Anshari, Piagam 

Jakarta (Bandung: Pustaka, 1980). 
Komentar panjang lebar dari 
Mohammad Hatta diungkapkan oleh 
Syafi’i Ma’arif dalam M. Syafi’i 
Anwar, Pemikian dan Aksi Islam 
Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1995), 
h. 200-202.  

agama’ dan ‘golongan 
nasionalis’ gagal menghasilkan 
kesepakatan-kesepakatan yang 
dinegoisasikan di dalam soal 
dasar negara. Negara tidak 
memiliki kemewahan untuk 
berlarut-larut di dalam 
perdebatan. Atas dasar itu, 
setidak-tidaknya demikianlah 
alasan yang dikemukakan 
Soekarno, Presiden dengan 
dukungan tentara, 
mengeluarkan dekrit kembali 
kepada UUD 1945. 

Islam telah melewati 
dua pengalaman sejarah dalam 
pergumulannya dengan 
konstitusionalisme di 
Indonesia. Dalam pergumulan 
pertama, juru bicaranya adalah 
figur-figur keluaran pesantren, 
sedang intelektual pendidikan 
umum tidak banyak bicara. 
Pergumulan kedua isu sentral 
tetap masalah dasar negara, 
dan Islam kali ini diwakili oleh 
kelompok santri dan 
pendidikan umum. Mereka 
sama-sama lantang 
memperjuangkan Islam sebagai 
dasar ideologi negara, sekalipun 
kenyataan menunjukkan bahwa 
suara mereka dalam Majelis 
Konstituante kurang 45%. 
Pergumulan itu berakhir 
dengan kegagalan Islam. 

Setelah 56 tahun 
merdeka, ternyata kita masih 
belum mempunyai sebuah 
konstitusi yang dapat 
digunakan sebagai pemecah 
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masalah (problem solving) bagi 
lemahnya sistem kenegaraan 
kita. Ketidaksempurnaan suatu 
konstitusi pada umumnya 
disebabkan oleh dua hal;  

Pertama, konstitusi 
merupakan hasil karya yang 
bersifat kompromistis. Hal ini 
bisa kita lihat dalam pembuatan 
UUD 1945 pada sidang 
BPUPKI. Pertentangan terjadi 
antara pihak Islam dan 
nasionalis mengenai masalah 
hubungan agama dengan 
negara. Perdebatan yang cukup 
alot ini akhirnya bisa 
diselesaikan dengan adanya 
kompromi dari kedua pihak.  

Kedua, keterbatasan 
kemampuan para penyusun 
berakibat pada kurun waktu 
tertentu suatu konstitusi 
dianggap sempurna, tetapi pada 
waktu lain dirasakan sudah 
tidak memadai lagi sehingga 
perlu dilakukan perubahan 
(amandemen). 

Selanjutnya, tujuan 
menggali pengaruh Islam 
dalam pembentukan Undang-
Undang Dasar yang pernah ada 
di Indonesia sejak UUD 1945, 
Konstitusi RIS 1949, UUDS 
1950, Konsep UUD 
Konstituante hingga pada 
Amandemen UUD 1945 di era 
refromasi, untuk memahami 
kontribusi Islam dan 
perjuangan kelompok Islam 
nasionalis yang berhadapan 
dengan kelompok nasionalis 

sekuler. Kedua kelompok 
tersebut sepanjang sejarah 
pembentukan dan penyusunan 
Undang-Undang Dasar negara 
Indonesia tidak pernah luput 
dari perdebatan tentang dasar 
negara, antara keinginan pada 
satu sisi menjadikan Islam 
sebagai dasar negara dan tidak 
menjadikan Islam sebagai dasar 
negara pada sisi lain. Dapat 
diprediksikan bahwa bukan 
hanya sebatas sejarah masa lalu 
terjadi perdebatan, bahkan hal 
tersebut akan terjadi sepanjang 
sejarah bangsa Indonesia. 
 Pada dasarnya 
munculnya pedebatan dalam 
setiap penyusunan UUD mulai 
masa kemerdekaan hingga 
amandemen UUD 1945 di era 
reformasi, disebabkan oleh 
asumsi yang seolah-olah 
menganggap Islam 
menghambat pembentukan 
setiap konstitusi, karena adanya 
keinginan keras dari Islam 
untuk selalu memasukkan 
Islam secara formal dalam 
UUD, dengan demikian 
kelompok minoritas merasa 
diabaikan. Namun 
kenyataannya, Islam (Islam 
substansialistik) memberikan 
kontribusi yang besar bagi 
pertumbuhan dan 
perkembangan konstitusi di 
Indonesia. 
 Kontribusi yang 
diberikan Islam yakni 
menerima perubahan Piagam 
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Jakarta, ketika sidang-sidang 
PPKI berlangsung, wakil 
golongan Islam bersikap pasif, 
tidak memberikan tanggapan 
sedikitpun, apalagi memprotes, 
karena tiga alasan; 
 Pertama, golongan 
Islam12 yang menerima 
penghapusan tujuh kata 
tersebut atas loby Bung Hatta 
dalam pembicaraan mereka 
pada pagi harinya tanggal 18 
Agustus 1945 menganggap 
menerimanya jika itu untuk 
keperluan persatuan bangsa, 
lagi pula kata “ketuhanan” 
ditambahkan dengan “Yang 
Maha Esa”. Menurut  
interpretasi golongan Islam, 
“Ketuhanan Yang Maha Esa” 
adalah nama lain dari tauhid 
dalam Islam, sebab hanya 

 

                                                

12Yang hadir dalam 
pembicaraan pagi tersebut adalah Ki 
Bagus Hadikusumo, K.H.Wahid 
Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan 
Teuku Mohammad Hatta. Moh Hatta 
sendiri memperoleh informasi dari 
seorang Jepang pada sore hari tanggal 
17 Agustus 1945 bahwa bila tujuh kata 
tersebut tidak dihapuskan, maka 
beberapa daerah di bagian timur 
Indonesia akan memisahkan diri. 
Deliat Noer, Mohammad Hatta, 
Biografi Politik (Jakarta: LP3ES, 
1990), h. 253-259.     

Islamlah yang mengenal 
Keesaan Tuhan (tauhid).13  

Kedua, alasan lainnya 
suhu politik sangat tinggi, 
sehari setelah proklamasi di 
Jakarta. Mereka tidak 
bermaksud untuk menciptakan 
suasana ketidaktenteraman lagi 
hanya karena perdebatan-
perdebatan yang 
berkepanjangan, yang menyita 
waktu. Padahal negara yang 
baru lahir tersebut butuh 
konstitusi.14 Sikap diam yang 
diambil wakil-wakil umat Islam 
disebabkan karena 
meningkatnya suhu suasana 
masyarakat Indonesia di 
Jakarta, terutama mereka yang 
sadar politik. Sehubungan 
dengan kemerdekaan yang baru 
diproklamasikan. Rakyat 
umumnya penuh harapan 
bahwa kemerdekaan akan 
membawa kedamaian, 
ketenangan, ketertiban, dan 
kemakmuran. Tetapi mereka 
juga sadar akan situasi 
abnormal yang dihadapi 
sebagai akibat perang serta 
proklamasi, yang sebenarnya 
merupakan suatu perebutan 
kekuasaan dari pihak Jepang 
maupun Sekutu. Oleh sebab itu, 

 
13Deliar Noer, Partai Islam 

diPentas Nasional Kisah dan Analisis 
Perkembangan Politik Indonesia 
1945-1965 (Bandung: Mizan, 2000),  
h. 41.  

14Ibid., h. 42.  
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segenap nasionalis Indonesia 
termasuk kalangan Islam, tidak 
dapat membayangkan dengan 
tepat apa sebenarnya yang akan 
hadapi. Mereka yakin bahwa 
Belanda ingin dan akan 
berusaha kembali menjajah 
Indonesia. Mereka tentu akan 
mempertahankan kemerdekaan 
yang telah diperoleh, dengan 
kesediaan menerima akibat-
akibatnya. Mereka bersedia 
mati dan memanglah ucapan 
kata yang tenar saat itu ialah 
Merdeka atau Mati.15 Suasana 
memang panas, serba tidak 

 

                                                

15Walaupun tidak semua 
orang Indonesia termasuk golongan 
elitnya, berpihak kepada proklamasi 
kemerdekaan (seperti terbukti dengan 
adanya orang-orang yang 
menyeberang ke pihak Belanda), 
semboyang Merdeka atau Mati benar-
benar dihayati, dan bukan hanya 
disuarakan saja. John R. W. Smail, 
Bandung in Early Revolution 1945-
1946: A Study in the Social History of 
the Indonesian Revolution (Ithaca 
N.Y.: Modern Indonesia Project, 
Cornell Universty, 1964). Sungguhpun 
pada umumnya banyak di antara 
rakyat yang tidak sadar benar akan arti 
dan implikasi merdeka, mereka 
menyokongnya, dan mempercayakan 
segala sesuatu kepada para pemimpin 
terutama Soekarno dan Hatta. Dengan 
ini kekuatan pun dapat dtergalang. 
Deliar Noer, Partai Islam… op. cit., h. 
45.     

menentu dan para pemimpin 
Islam tidak mau menambah 
ketidakpastian suasana.     

Ketiga, golongan Islam 
berharap bahwa enam bulan 
setelah proklamasi akan 
diadakan pemilihan umum, 
dimana mereka akan ikut serta. 
Kalangan Islam pada saat itu 
sangat optimis bahwa 
proklamasi akan diikuti oleh 
stabilitas di mana pemilu akan 
segera dilangsungkan. 
Optimisme semua kalangan 
saat itu sangat tinggi, mereka 
membayangkan ketenangan 
dan ketertiban, dan gangguan 
terhadap kemerdekaan dapat 
segera dihapus. Dengan 
pemilihan umum suatu 
konstitusi baru akan disusun, 
seperti yang ditetapkan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945.16

Atas dasar optimisme 
inilah, Kasman berhasil 
mendesak Ki Bagus agar 
menerima saran Hatta. Sebab 
Ki Bagus, walau diam dari 
biasa, tidak puas sama sekali 
atas saran Hatta. Dalam hatinya 
ia menolak saran ini, dan hal ini 
ia kemukakan kepada Kasman, 
orang kepercayaannya. Tetapi 
ia juga tidak mau dituduh 
menyemai perpecahan. Untuk 
menyalurkan rasa tidak puas 
dan amarahnya yang tertekan 
itu, Ki Bagus segera mengirim 

 
16Deliar Noer, Partai Islam… 

ibid.  
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kawat kepada Majelis Tanwir 
Muhammadiyah yang 
kebetulan sedang bersidang di 
Yogyakarta, meminta agar 
penutupan sidang ditunda 
sampai ia kembali dari 
Jakarta.17 Dan ketika ia sudah 
berhadapan dengan sidang 
Majelis Tanwir, ia pun 
mengemukakan 
ketidakpuasannya tentang apa 
yang terjadi dengan pengesahan 
UUD 1945. Ia mengecam 
kalangan nasionalis serta 
Panitia Persiapan. Ia pun 
mengingatkan Majelis, dan 
secara tidak langsung umat 
Islam Indonesia, bahwa 
perjuangan belum selesai, 
bahwa umat Islam masih perlu 
terus bersiap-siap menghadapi 
masa-masa berikutnya.18             

Selain optimisme 
tersebut, mereka juga yakin 

 

                                                

17Majelis Tanwir merupakan 
badan tertinggi dalam Muhammadiyah 
sesudah kongres.  

18Kemarahan dan 
ketidakpuasan Ki Bagus juga 
dirasakan oleh banyak kalangan Islam 
kemudian, bila mereka teringat kepada 
Piagam Jakarta atau membicarakan 
hal-hal yang bersangkutan dengannya. 
Bahwa Kasman mendesak Ki Bagus 
untuk menerima saran Hatta, 
diceritakan Kasman kepada Deliar 
Noer dalam wawancara tanggal 17 
Desember 1974. Lihat Deliar Noer, 
Partai Islam … ibid.   

akan memenangkannya 
mengingat jumlah penduduk 
Indonesia mayoritas yang 
beragama Islam. Soekarno 
sendiri mengatakan, “Nanti … 
dalam suasana yang lebih 
tenteram, kita tentu … dapat 
membuat Undang-Undang 
Dasar yang lebih lengkap, lebih 
sempurna.” 

Sehingga dapatlah 
dimengerti mengapa mereka 
menerima perubahan itu. 
Golongan Islam tidak 
mempersoalkan lagi kebenaran 
informasi yang diterima oleh 
pelaut Jepang tersebut. Juga 
tidak mempersoalkan apakah 
memang Bung Hatta menerima 
informasi itu. Pada saat itu, 
Bung Hatta termasuk 
pemimpin yang sangat 
dihormati oleh golongan Islam. 
atau mengungkit-ungkit lagi 
penerimaan golongan Kristen 
dalam Panitia Sembilan yang 
diwakili oleh A. A. Maramis 
terhadap Piagam Jakarta. Kalau 
golongan Islam ngotot 
mempertahankan tujuh kata 
tersebut, niscaya Bung Hatta 
tidak punya argumentasi yang 
kuat untuk menolaknya.19

 
19Berdasarkan hal inilah, 

tidak berlebihan jika Alamsyah 
Ratuperwiranegara mengatakan bahwa 
“Pancasila adalah hadiah terbesar umat 
Islam pada Republik ini. Ada tiga 
‘hadiah’ umat Islam; 1. Piagam 
Jakarta; 2. Perubahan Piagam Jakarta 
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Sementara dalam 
perdebatan Majelis 
Konstituante dengan tegas 
Moh. Natsir memperingatkan 
umat Islam bahwa bilamana 
berpindah dari Islam ke 
Pancasila, samalah artinya 
melompat dari bumi tempat 
berpijak, ke ruang hampa tak 
berhawa.20 Pernyataan puitis 
Natsir ini disambut Mononutu 
dengan berucap; Dari ideology 
Pancasila ke negara Indonesia 
berdasar agama Islam, bagi 
umat Kristen adalah ibarat, 
melompat dari bumi yang 
tenang dan sentosa untuk 
menjalankan agamanya sebagai 
manusia Indonesia ke ruang 
kosong tak berhawa. 

Perdebatan tentang 
dasar ideology dasar negara 
dalam majelis berlangsung 
sampai sidangnya yang terakhir 
2 Juni 1959 tanpa tercapaianya 
suatu keputusan. Dengan 
kenyataan ini pembuatan suatu 

 

                                                

tanggal 18 Agustus 1945, dan 3. Umat 
Islam tidak pernah menampilkan 
konsepsi negara Islam secara konkret. 
Alamsyah Ratu Perwiranegara, Islam 
dan Pembangunan Politik di 
Indonesia (Jakarta: Depag RI., 1982), 
h. 11.         

20Mohammad Natsir, Islam 
sebagai Dasar Negara (Bandung: 
Pimpinan Fraksi Msyumi dalam 
Konstituante, 1957), h. 28.   

UUD yang permanen menjadi 
terbengkalai, sekalipun 
sebenarnya sudah 90 % dari 
acara kerja majelis 
terselesaikan.21 Kemudian 
situasi setengah macet ini 
diatasi Soekarno dengan 
mengeluarkan Dekrit  Presiden 
tanggal 5 Juli 1959 dengan 
membubarkan Konstituante 
serta menetapkan kembali 
berlakunya Undang-Undang 
Dasar 1945. ini artinya 
Pancasila dinobatkan melalui 
dekrit menjadi dasar negara 
yang permanen, tapi dengan 
tetap mempertimbangkan 
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 
dan merupakan suatu 
rangkaian kesatuan dengan 
Undang-Undang Dasar 
tersebut. 

Dalam amandemen 
UUD 1945 di era reformasi, 
ormas Islam juga menyuarakan 
eksistensi Piagam Jakarta. 
Muhammadiyah, salah satu 
ormas Islam terbesar di 
Indonesia juga mempunyai 
sikap untuk mempertahankan 
Pasal 29 UUD 1945 seperti yang 
ada sekarang ini. Dalam 
pertemuan dengan PAH I BP 
MPR, tanggal 6 Pebruari 2002 

 
21Adnan Buyung Nasution, 

Apirasi Pemerintahan Konstitusional 
di Indonesia: Studi Sosio Legal atas 
Konstituante 1956-1959 (Jakarta: 
Pustaka Utama Grafit, 2000),  h. 409.  
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di Jakarta. PP Muhammadiyah 
antara lain diwakili Ahmad 
Syafi’i Ma’arif, Ismail Sunny, 
dan A. Watik Pratiknya. Ketua 
PP Muhammadiyah Ahmad 
Syafi’i Ma’arif menyatakan 
rumusan Pasal 29 UUD 1945 
sudah mencerminkan tauhid 
bagi semua agama. Jika ada 
yang ingin memperjuangkan 
syari’at Islam masuk dalam 
pasal itu, sebaiknya jangan asal 
berjuang. Sebab menurutnya, 
kekuatan kelompok Islam yang 
menginginkan hal itu 
diperkirakan hanya 10% dari 
jumlah umat Islam Indonesia. 
Jika perjuangan tersebut tak 
menemui hasil, dampak 
politiknya sangat besar, 
kekuatan Islam politik akan 
dicap kalah.22

Nahdatul Ulama (NU), 
salah satu ormas Islam terbesar 
di Indonesia, juga menolak 
perubahan Pasal 29 UUD 1945. 
Sikap itu terungkap dalam 
pertemuan organisasi ini 
dengan PAH I BP MPR yang 
menyerap aspirasi masyarakat 
tanggal 13 Pebruari 2002. 
Ketua PBNU Ir. Salahuddin 
Wahid mengatakan walaupun 
belum menjadi sikap resmi NU, 
tetapi NU tampaknya 

                                                 
22Wawancara dengan Ahmad 

Syafi’i Ma’arif 24 September 2003 di 
Jakarta  lihat juga Koran TEMPO, 
Kamis 7 Pebruari 2002.  

menginginkan Pasal 29 UUD 
1945 tetap seperti yang selama 
ini telah baku. Salahuddin 
Wahid mengutarakan, pada 
prinsipnya PBNU menerima 
syari’at Islam bila hal itu secara 
budaya dan politik memang 
bisa diterima, dan dalam 
merumuskannya harus juga 
melalui lembaga atau forum 
MPR.23 Salahuddin Wahid 
menambahkan, NU menolak 
formalisme Islam dalam UUD, 
tetapi bisa menerima 
pelaksanaan syari’at Islam 
dalam peraturan di bawah UUD 
1945 selama prosedurnya tidak 
dipaksakan dan disepakati 
rakyat melalui lembaga 
legislasi, seperti yang 
diterapkan di Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD).24

Pada kesempatan itu 
pula, Wakil Katib Aam PBNU, 
Drs. Masdar F. Mas’udi 
menegaskan PBNU 
memandang tujuh kata dalam 
Piagam Jakarta tidak perlu 
dimasukkan ke dalam Pasal 29 
ayat (1) UUD 1945. NU 
khawatir dengan masuknya 
tujuh kata itu justeru 
menimbulkan masalah baru. 
Selain itu negara tidak berhak 
campur tangan dalam 

 
23Republika Kamis 14 

Pebruari 2002.  
24Kompas Kamis 14 Pebruari 

2002.  
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penegakan syari’at yang bersifat 
publik. Secara ideal memang 
umat Islam menginginkannya 
ditegakkannya syari’at Islam. 
Masalahnya apakah dalam 
urusa penegakan syari’at itu 
negara harus ikut campur 
tangan. Menurutnya, dalam 
syari’at itu ada yang bersifat 
publik dan ada yang privat. 
Namun ketika kata-kata syari’at 
Islam itu dimasukkan ke dalam 
pasal itu, nantinya akan 
menjadi masalah. Sebab dengan 
masuknya kata syari’at berarti 
semuanya akan diatur negara, 
baik yang bersifat publik 
maupun privat. Ia 
menyebutkan di negara-negara 
Islam moderen pun, bagaimana 
negara masuk dalam persoalan 
agama masih diperdebatkan. 
Apalagi dalam hal yang 
menyangkut mazhab dan fiqh 
agama. Ia mempertanyakan 
bagaimana negara mau 
mengatur berapa rakaat orang 
itu menunaikan salat dan 
sebagainya.25

Madar F. Mas’udi 
mengatakan penambahan tujuh 
kata dalam Piagam Jakarta ke 
dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 
1945 tidak perlu dilakukan 
karena tiga alasan; Pertama, 

                                                 
25Wawancara dengan Masdar 

F. Ma’udi 11 Nopember 2003 di 
Jakarta, lihat juga Harian TEMPO 
Kamis 14 Pebruari 2002.  

dimaksudkan atau tidak 
penambahan tujuh kata 
tersebut mendiskriminasikan 
agama lain karena hanya Islam 
yang disebut. Kedua, 
pelaksanaan syari’at Islam tidak 
membutuhkan otoritas negara 
untuk menegakannya karena 
bergantung pada keikhlasan 
dan kesadaran penganutnya. 
Ketiga, pencantuman tujuh 
kata ini akan menyulitkan 
negara mengawasi 
pelaksanaannya. Kalau negara 
dipaksakan terlibat pada 
masalah fiqh maka akan 
menimbulkan malapetaka.26

Jika perlu perubahan, 
Masdar F. Mas’udi 
mengusulkan, nilai agama 
sebagai prinsip etika dan moral 
yang bersifat mempersatukan, 
yang belum tercakup dalam 
Pasal 29 UUD 1945. Hal ini 
telah diusulkan dalam rapat 
PAH  I  BP  MPR  dengan 
kalimat rumusan “Negara 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
etika dan moral yang diajarkan 
oleh agama-agama”.27

 
D. Kesimpulan 
 Dari perjalanan panjang 
sejarah konstitusi Indonesia 
mulai konstitusi masa 

 
26Kompas Kamis 14 Pebruari 

2002. 
27Koran TEMPO Kamis 14 

Pebruari 2002. 
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kemerdekaan dan revolusi 
(UUD 1945, Konstitsi RIS 1949, 
dan UUDS 1950), konsep UUD 
dalam Konstituante dan 
amandemen UUD 1945, 
menyebutkan dengan tegas 
bahwa demokrasi merupakan 
salah satu asas negara yang 
fundamental, tetapi dalam 
kenyataannya tidak semua 
konstitusi melahirkan sistem 
yang demokratis. Bahkan 
konstitusi yang sama bisa 
melahirkan sistem politik yang 
berbeda yakni demokrasi dan 
otoriter pada periode yang 
berbeda. 

Konstitusi RIS 1949 dan 
UUDS 1950 serta UUD 1945 
pada awal Orde Baru dapat 
melahirkan konfigurasi politik 
yang sama yakni demokratis, 
tetapi UUD 1945 yang berlaku 
pada periode yang berbeda 
melahirkan konfigurasi politik 
yang berbeda pula. 

Reformasi konstitusi 
atau amandemen UUD berarti 
perubahan yang dalam 
prakteknya dapat mengubah 
redaksi, menyisipi kata-kata, 
atau menambah kalimat baru, 
dan bukan membuat lampiran 
tersendiri bagi setiap pasal yang 
diubah. Dalam 
mengamandemen UUD 1945 
sistem tersebut yang dapat 
dilakukan untuk menghindari 
tampilnya pemerintahan yang 
otoriter.  

Pemerintahan yang 
konstitusional berdasarkan atas 
konstitusi yang memfasilitasi 
tampilnya konfigurasi politik 
dan pemerintahan yang 
demokratis, demikian di antara 
jiwa konstitusi yang terbuka 
untuk menerima perubahan 
berdasarkan tuntutan 
masyarakat. 

UUD 1945 yang telah 
diamandemen sebanyak empat 
kali dapat mengakomodasi 
berbagai perkembangan yang 
terjadi dalam masyarakat. 
Namun tidak menutup 
kemungkinan hasil amandemen 
UUD 1945 dapat ditinjau 
kembali bila muncul tuntutan 
yang lebih mendesak dan perlu 
disesuaikan dengan 
perkembangan kehidupan 
kebangsaan yang lebih 
demokratis. 
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KRITIK ATAS KUHAP:
PERSPEKTIF TEORI HUKUM

KUHAP dikenali sebagai aturan yang memasukkan HAM secara
terbatas yaitu perlindungan atas tersangka. Dari lintasan
kesejarahannya, KUHAP merupakan gerak maju dari bantuan
hukum model HIR yang hanya memberikan bantuan hukum untuk
terpidana mati. Kritik terhadap KUHAP telah bermunculan yang
sentralisasinya terletak pada proseduralisme HAM, semisal pra-
peradilan, penyiksaan, dan seterusnya. Dalam tulisan ini, kritik
atas KUHAP didasarkan pada Teori Hukum sebagai cabang Ilmu
Hukum yang mempunyai obyek studi berupa pemikiran hukum.
Pemikiran hukum yang diperkirakan penting bagi KUHAP
disusun dalam bentuk isu strategis. Isu strategis tersebut terdiri
dari 2 (dua) hal yaitu bantuan hukum terhadap saksi, korban
dan tersangka/terdakwa; serta penghapusan koneksitas atas
dasar pemikiran hubungan militer-sipil yang seringkali dikenal
dengan supremasi sipil. Ujung dari penjelajahan kritik-teoritik
tersebut adalah mengubah sebagian pasal dalam KUHAP melalui
rapat-rapat DPR atau melakukan pengujian berdasarkan UUD
1945, yang dipahami dalam suatu konstruksi Teori Hukum yang
kritis, praxis, dan dogmatik.

Oleh ANOM SURYA PUTRA, S.H
Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPR-RI
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LATAR DEPAN:LATAR DEPAN:LATAR DEPAN:LATAR DEPAN:LATAR DEPAN:
TEORI SELALU BERJALANTEORI SELALU BERJALANTEORI SELALU BERJALANTEORI SELALU BERJALANTEORI SELALU BERJALAN
T E R B A L I KT E R B A L I KT E R B A L I KT E R B A L I KT E R B A L I K

Redaksi Jurnal Konsti-
tusi menyediakan ruang bagi
suatu pembahasan yang “be-
rat” yaitu melakukan kritik atas
substansi Undang-Undang No.
8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana selanjutnya di-
sebut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
berdasarkan Pasal 285 dan pen-
jelasan UU tersebut yang men-
jelaskan tujuan kodifikasi dan
unifikasi hukum acara pidana.
Setelah menerima rancangan
pemikiran yang diajukan re-
daksi jurnal ini, secara tidak
sengaja saya melihat tayangan
proses penangkapan penjahat
di televisi-keluarga. Simak saja
misalnya acara Buser (Buru
Sergap) dan acara serupa yang
ditayangkan seiring dengan
jadwal makan-nasi orang Indo-
nesia, yaitu pagi, siang dan
malam. Siluet lain yang ber-
kelibat di benak saya adalah
makan siang di kota Ternate
(pasca-konflik, tahun 2003 dan
2004) bersama dengan seo-
rang pejabat BAPPENAS. Kami
makan di rumah makan seder-
hana, sambil disuguhi acara
Buser dengan istilah-istilah

“penangkapan”. Istilah “pe-
nangkapan” tersebut dilengkapi
dengan adegan “tersangka di-
tembak karena  berusaha me-
larikan diri”.

Dalam perenungan so-
siologi hukum, peristiwa sosial-
kemasyarakatan semacam ini
menandakan suatu kontinuitas
bahwa kampanye sadar-hukum
telah masuk betul-betul ke da-
lam kesadaran masyarakat.
Jalan untuk mengenalkan kam-
panye sadar-hukum ini tidak
memerlukan lagi dana program
pemerintah sebagai sumber
utama —baik PAD (Pendapatan
Asli Daerah), grant (dana hibah
luar negeri) ataupun loan (hu-
tang luar negeri). Kampanye
sadar hukum tersebut telah
menempuh jalannya sendiri
yaitu komodifikasi atas
KUHAP. Targetnya jelas dituju-
kan untuk meraih simpati pe-
mirsa-keluarga, dan didukung
lewat permodalan dari kala-
ngan non-pemerintah. Dalam
konteks komodifikasi, ilmu
hukum acara pidana ditayang-
kan dengan menggunakan pen-
dekatan sosiologi keluarga,
agar keluarga mendukung rat-
ing suatu program televisi.
Keluarga menjadi sasaran kam-
panye sadar hukum melalui
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suatu transformasi bentuk
kampanye: dari bentuk orasi-
retorik ala Orde Baru, menjadi
bentuk visual yang diulang
terus menerus oleh jaringan
televisi.

Keluarga yang telah
menjadi obyek dari kampanye
ilmu hukum acara pidana itu,
bukanlah keluarga konvensio-
nal yang sebagaimana kita ke-
nal dalam bentuk keluarga be-
sar. Keluarga besar itu telah
terpecah-pecah menjadi ke-
luarga inti (ayah-ibu-anak)
dengan sebuah situasi yang
diikat oleh pekerjaan dan gaji.
Menurut analisis Bernhard Kie-
ser, 1 keluarga tidak lagi dengan
sendirinya menyediakan mean-
ing (makna hidup). Sebaliknya,
orang memberikan meaning
kalau ia mempunyai waktu
untuk berkeluarga, selain wak-
tu untuk bekerja. Realitasnya,
anggota keluarga tidak punya
waktu untuk keluarga dan su-
dah terbalik sisi kebudaya-
annya, seperti kata Arlie
Hochschild yang dikutip Kie-
ser: when work becomes home
and home becomes work.
Situasi sosiologis semacam ini
menghilangkan daya analitik
dalam proses komunikatif di
dalam keluarga, sehingga prak-

tek KUHAP yang ditayangkan
di televisi diterima langsung
tanpa reserve yang analitik.
Akibatnya, sejumlah pasal da-
lam teks/naskah KUHAP ber-
seberangan dengan tayangan-
nya di televisi melalui acara
serupa Buser. Dalam istilah
Emmanuel Subangun,2 suatu
teori dalam dunia akademik
selalu berjalan terbalik:

“Dan hal itu artinya kita
harus dapat keluar dari sikap
hanya menerima fakta sebagai
fakta yang disebut empirisme,
yang hukum pokoknya ber-
bunyi adequatio rei et intellec-
tus, dimana otak dibayangkan
sebagai cermin yang selalu
akan mampu merekam kenya-
taan secara memadai (adequa-
tio) atau sebaliknya kita juga
harus keluar dari kesulitan yang
mengatakan bahwa karena in-
dera selalu bergerak maka pe-
ngetahuan itu tidak ada yang
“benar”, karena hanya kesan
saja. Dengan jalan berpikir
paradoks, pengertian hanya
akan lahir di ujung penjela-
jahan. Dan hal ini diperlukan
untuk memahami keadaan kita,
karena semua model cara ber-
pikir dan bertindak yang dapat
berjalan wajar ditempat lain -
disebut teori dalam dunia aka-
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demik- tiba-tiba saja, entah
mengapa, di sini segalanya
selalu berjalan terbalik!”

Tulisan ini bermaksud
mendudukkan model analisis
yang dapat menjalin keterkait-
an antara fakta-fakta di atas,
norma-norma dan kerangka
teoritik yang ada dalam Ilmu
Hukum. Suatu kerangka teori
yang benar-benar dimiliki oleh
Ilmu Hukum adalah Teori Hu-
kum. Dalam bagian tulisan be-
rikut ini, saya akan mengurai-
kan: Teori Hukum sebagai per-
spektif yang kritis dan praxis
dan isu-isu strategis tentang
KUHAP.

TEORI HUKUM:TEORI HUKUM:TEORI HUKUM:TEORI HUKUM:TEORI HUKUM:
PEWARIS OPOSISI BINERPEWARIS OPOSISI BINERPEWARIS OPOSISI BINERPEWARIS OPOSISI BINERPEWARIS OPOSISI BINER

Tulisan yang berbasis
Ilmu Hukum di Indonesia ma-
sih relatif jarang menyebut
perkembangan Teori Hukum
sebagai disiplin yang mandiri.
Disiplin keilmuan Hukum yang
sering disebut-sebut adalah
Filsafat Hukum dan Dogmatik
Hukum. Penjelasan tentang
Teori Hukum seolah-olah di-
konstruksi oleh Filsafat Hukum,
seperti ditulis oleh Budiono
Kusumohamidjojo berikut ini:3

“Di samping usaha un-
tuk memahami hukum

sebagai gejala, di antara
para pemikir hukum juga
terdapat mereka yang
berusaha untuk mengaju-
kan suatu konstruksi teo-
ritis mengenai hukum.
Ada kalanya langkah itu
berlangsung sejalan de-
ngan perkembangan me-
ngenai pemahaman me-
ngenai filsafat hukum da-
lam suatu babak sejarah
tertentu.”

Selanjutnya, Budiono
menjelaskan tentang posisi
teori hukum murni yang juga
masih dibayangi pemikiran
filsafat hukum:

“...Mazhab teori hu-
kum murni misalnya su-
kar untuk dipisahkan dari
perkembangan pemikiran
mengenai hukum yang
berlangsung dalam zaman
Aufklärung. Meskipun de-
mikian, filsafat hukum
dapat sungguh berbeda
dari teori hukum. Jika
teori hukum mengajukan
dalil mengenai hakikat
hukum, filsafat hukum
melakukan refleksi yang
spekulatif serta observasi
yang empiris mengenai
kenyataan hukum mau-
pun dalil (teori) tentang
hukum.”

Tulisan seperti ini mudah
dipahami oleh pemikir hukum
yang mempunyai kecakapan
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dalam berfilsafat. Namun, tuli-
san seperti itu menambah be-
ban tersendiri bagi pemikir
hukum karena teori hukum
harus menangani hal yang mi-
rip dengan filsafat hukum yaitu
hakikat. Hakikat merupakan
obyek pembahasan Ontologi
yaitu suatu cabang dari filsafat
ilmu yang mempelajari tentang
“Ada” dan meng-Ada. Hakikat
hukum bertujuan membawa
aturan yang “Ada” di masya-
rakat agar adil bagi masyarakat
(rapport du droit; inbreng van
recht). Sedangkan di sisi lain,
praktek hukum yang modalnya
adalah Dogmatika Hukum lebih
berbicara mengenai solusi atas
kasus-kasus tertentu.

Dalam istilah filsafat il-
mu, kondisi yang demikian
telah meletakkan suatu logika
oposisi-biner antara Filsafat
dan Teori Hukum vis à vis Dog-
matika Hukum. Logika oposisi-
biner ini mungkin dapat men-
jelaskan masalah/kasus hukum
sesuai dengan ruang kajiannya
masing-masing. Namun logika
oposisi-biner semacam itu ku-
rang komunikatif dalam mem-
berikan suatu kerangka norma-
tivitas yang mampu berfungsi
secara kritis, praxis dan dog-
matik.

Secara virtual, dapat di-
bayangkan bahwa dalam Ilmu
Hukum terjadi hubungan asi-
metris (tidak seimbang) antara
dunia Filsafat dan Teori Hukum
yang berwilayah “pengemba-
ngan” teori, dengan dunia Dog-
matika Hukum yang berwilayah
“pengembangan” praktek hu-
kum. Dalam perkembangan
kefilsafatan, kedua bidang itu
sempat terkategorikan sebagai
sesuatu yang rasional/irasional
dan logik/a-logikal, seperti
nampak pada penjelasan be-
rikut ini.

Theo Huijbers memberi-
kan analisis filsafat hukum ten-
tang Ilmu Hukum dan praktek
hukum. Ia mengkritik Hans
Kelsen (1881-1973) bahwa
hukum harus dipandang lepas
dari segi-segi psikologis, sosio-
logis, politik, etis dan lain-lain,
dengan argumentasi sebagai
berikut:5

“Teori Kelsen tentang
ilmu hukum murni dito-
lak sebab tidak benar,
bahwa tidak terdapat ra-
sionalitas dan universali-
tas dalam praktek hukum
...Praktek hukum dipan-
dang oleh Kelsen sebagai
bersifat irasional berd-
asarkan keyakinan ten-
tang suatu pemisahan
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yang radikal antara bi-
dang ada, yakni undang-
undang (sebagai rasional)
dan bidang harus, yakni
praktek hidup (sebagai
irasional). Akan tetapi
keyakinan ini tidak dapat
dibenarkan. Undang-un-
dang selalu tergabung de-
ngan praktek hidup. Ber-
kat penggabungan itu
praktek hidup dipandang
dalam terang undang-
undang, sehingga men-
dapat rasionalitas juga...”

Logika oposisi biner itu
masih berlanjut dengan istilah
lain yaitu Ilmu Hukum vis à vis
Praktek Hukum, dan ditandai
dengan penilaian rasional vis à
vis irasional. Hanya saja, Huij-
bers menolak penilaian Kelsen
bahwa praktek hukum itu ira-
sional atau praktek hukum itu
tidak punya logika yuridis.
Menurut Huijbers,6 “...telah
ditetapkan bahwa hukum ti-
dak dapat dipelajari tanpa
referensi pada praktek hu-
kum...” Pernyataan ini kritis
bagi pengembanan Ilmu Hu-
kum dan Praktek Hukum, na-
mun masih berada dalam wila-
yah kajian Filsafat Hukum yang
abstrak.

Sebagai catatan, Huij-
bers memaknai karya Hans
Kelsen yaitu reine rechtslehre

sebagai “ilmu hukum murni”.7

Memang dalam buku Hans Kel-
sen berjudul The Pure Theory
of Law,8 terdapat tulisan yang
menunjukkan kesan bahwa ba-
sis Ilmu Hukum itu adalah
“teori hukum murni” atau “ilmu
hukum murni”, yaitu:

“The Pure Theory of
Law is a theory of positive
law. It is a theory of positive
law in general, not of a
specific legal order. It is a
general theory of law; not
an interpretation of specific
national or international
legal norms; but it offers a
theory of interpretation...As
a theory, its exclusive pur-
pose is to know and to
describe its object. The
theory attempts to answer
the question what and how
the law is, not how it ought
to be. It is science of law
(jurisprudence), not legal
politics.”

Model terjemahan di
atas membentuk kesan yang
membingungkan bagi pemikir
hukum. Mengapa? Karena isti-
lah Teori Hukum Murni didefi-
nisikan sebagai teori hukum
positif. Tidak mungkin kiranya
suatu teori didefinisikan se-
bagai teori juga, bukan? Apabila
kita lihat edisi asalnya maka
akan terpaparkan dengan jelas
perbedaan antara “teori” (The



87������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

Pure Theory of Law) dan “aja-
ran” (Die Reine Rechtslehre),
seperti dikutip di bawah ini,
yaitu:9

“Die Reine Rechtslehre
ist eine Theorie des positiv-
en Rechts; des positiven
Rechts schlechthin, nicht
einer speziellen Rechtsord-
nung. Sie ist allgemeine
Rechtslehre, nicht Inter-
pretation besonderer natio-
naler oder internationaler
Rechtsnormen. Aber sie gibt
eine Theorie der Interpre-
tation...Als Theorie will sie
ausschlieâlich und allein
ihren Gegenstand erken-
nen. Sie versucht, die Frage
zu beantworten, was und
wie das Recht ist, nicht aber
die Frage, wie es sein oder
gemacht werden soll. Sie ist
Rechtswissenschaft, nicht
aber Rechtspolitik.”

Tampak dalam kutipan di
atas bahwa Ajaran Hukum Mur-
ni adalah Teori Hukum positif
yang tidak tertuju pada tatanan
hukum secara khusus. Ajaran
Hukum Murni ini sekaligus me-
miliki kecenderungan sebagai
Teori Interpretasi. Interpretasi
tersebut ditujukan kepada Hu-
kum sebagaimana saat ini ber-
laku dan bukannya Hukum da-
lam konteks seharusnya. Ka-
rena Hukum sebagaimana ber-
konteks seharusnya, dapat

dikatakan bukanlah tugas Ilmu
Hukum (Rechtswissenschaft)
tapi Politik Hukum (Rechts-
politik).

Sejak awal, Hans Kelsen
meletakkan logika oposisi biner
antara Ilmu Hukum dan Politik
Hukum. Dalam mengembang-
kan Ilmu Hukum, Hans Kelsen
menggunakan Ajaran Hukum
Murni yang memisahkan Ilmu
Hukum dari ilmu sosial lainnya.
Hasilnya adalah Teori Hukum
positif (Theorie des positiven
Rechts). Dalam salah satu bab
bukunya yang tenar itu, Hans
Kelsen menulis tentang Hukum
dan Ilmu Pengetahuan (Recht
und Wissenschaft).10 Ilmu Hu-
kum ala Hans Kelsen mempu-
nyai obyek yaitu norma-norma
hukum. Lantas, apakah fungsi
dari Teori Hukum positif itu?

Hans Kelsen memilah an-
tara Teori Hukum Statis dan
Teori Hukum Dinamis. Ukuran
dari pembedaan itu adalah
“perilaku manusia (telah) di-
atur oleh norma atau norma
yang (sedang) mengatur peri-
laku manusia.” Dalam hal ini,
Teori Hukum Statis mempe-
lajari hukum sebagai sebuah
sistem norma yang bersifat sta-
tik. Yang dimaksud dengan
aspek statik itu adalah (a) san-
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ksi, (b) kewajiban dan tanggung
jawab, (c) hak dan kewenangan,
(d) hubungan hukum dan (e)
subyek hukum. Nantinya, da-
lam situasi pekerjaan seorang
sarjana hukum, Teori Hukum
semacam ini berguna untuk
menyusun legal draft atau leg-
islation draft.

Sedangkan Teori Hukum
Dinamis mempelajari hukum
sebagai proses. Sebagai pasa-
ngan binernya adalah aspek
dinamik yang mempelajari ten-
tang Grundnorm (norma dasar
/tertinggi) sebagai dasar bagi
validitas norma dan struktur
hirarki dari tatanan hukum.
Uniknya, mayoritas pemikir
hukum di Indonesia terkesan
menempatkan studi tentang
Grundnorm dan hirarki aturan
perundang-undangan sebagai
sesuatu yang kaku atau statis.
Inilah suatu multi-tafsir yang
terbalik-balik dan lepas konteks
dari karya asal Hans Kelsen.

Dinamisasi dan progres-
ifitas Ilmu Hukum di Indonesia
saat ini masih dinilai dari pe-
nyusunan PROLEGNAS (Pro-
gram Legislasi Nasional) yang
diharapkan terbuka bagi kala-
ngan LSM. Padahal, gerak dari
penyusunan ini merupakan
kategori “statis” dari Hans

Kelsen. Sebaliknya, tertib uru-
tan peraturan perundang-un-
dangan, yang dalam “kesan
teoritik” seolah-olah bersifat
pasif atau statis, dalam per-
spektif Hans Kelsen merupakan
pekerjaan yang “dinamis”. Se-
lain mempertaruhkan Panca-
sila sebagai Grundnorm di atas
ratusan lebih peraturan per-
undang-undangan dalam pro-
ses pengujiannya, juga mem-
perhatikan seluruh warga ne-
gara yang mengalami langsung
efek-efek dari hukum yang
berada dalam konteks per-
ubahan geraknya (das Recht in
seiner Bewegung).

Salah satu materi dari
hirarki peraturan perundang-
undangan atau Der Stufenbau
der Rechtsordnung adalah Hu-
kum Materiil dan Hukum For-
mil (Materielles und Formelles
Recht).11 Hukum Formil adalah
norma-norma umum yang
mengatur lembaga dan pro-
sedur dari peradilan dan kewe-
nangan-kewenangan adminis-
tratif, seperti proses adminis-
tratif, pidana dan perdata.
Sedangkan Hukum Materiil
adalah norma-norma umum
yang menentukan isi dari tin-
dakan-tindakan administratif
dan peradilan, seperti yang
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terlihat sebagai hukum per-
data, hukum pidana, dan hu-
kum administrasi. Hubungan
antar norma-norma hukum
umum dan penerapannya da-
lam lembaga administasi atau
peradilan sama halnya dengan
hubungan antara konstitusi dan
pembentukan norma hukum
yang ditentukan oleh konstitusi
itu sendiri. Pembentukan nor-
ma tersebut merupakan pene-
rapan konstitusi dan itu berarti
Hukum Formil adalah pene-
rapan dari norma-norma yang
bersifat “statis” dalam Hukum
Materiil.

Pemikiran yang disis-
tematisasi dari Hans Kelsen
juga diikuti oleh Bellefroid
dalam menjelaskan sumber
hukum positif (De Bronnen van
Het Stellige Recht) yaitu sum-
ber hukum materiil dan formil
(materieele en formeele rechts-
bronnen).12 Sumber hukum for-
mil menekankan pada aspek
kinerja lembaga dalam men-
jalankan aturan hukum positif.
Penjelasan berikutnya dari
Bellefroid adalah pembedaan
hukum yang membagi hukum
menjadi publik-privat, hukum
tata negara dan hukum admi-
nistrasi, hukum pidana dan
hukum acara pidana, 13 hukum

perdata dan hukum dagang,
hukum acara perdata, dan sete-
rusnya.

Dalam aspek dinamik
menurut Kelsen di atas, apabila
penerapan hukum materiil oleh
lembaga-lembaga itu tidak se-
suai dengan Grundnorm, maka
dipastikan akan terjadi konflik
norma yang melemahkan hu-
kum formil karena hukum for-
mil tersebut tidak punya legi-
timasi, efektivitas dan validitas.
Begitupula dengan Hukum Aca-
ra Pidana. Dalam konteks Teori
Hukum positif ala Hans Kelsen,
KUHAP dapat dinilai berdasar-
kan legitimasi, efektivitas dan
validitas dalam kerangka logika
hukum normatif yang berujung
pada Grundnorm.

Di level epistemologis,
Paul Scholten mengkritik po-
sitivisme Hans Kelsen yang
terkesan menyatakan Ilmu Hu-
kum itu adalah pengolahan
logis dari suatu bahan-bahan
hukum yang sebenarnya adalah
alogikal. Paul Scholten juga
menyatakan:14

“...Selama kita men-
cari sifat sistematis hanya
dalam material positif
yang terdiri dari putusan-
putusan yang ditetapkan
dengan kekuasaan ten-
tang apa yang akan men-
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jadi hukum, Undang-Un-
dang dan vonis-vonis, ma-
ka sistem hukum positif
tertentu ini berbeda dari
dan tidak dapat dibandin-
gkan dengan sistem-sistem
hukum lain yang berlaku
di tempat lain dan pada
waktu yang berbeda. Jika
memang “kesatuan” da-
lam hukum adalah unsur
yang mutlak dalam kehi-
dupan kejiwaan manusia
maka diperlukan suatu
ilmu yang mengungkap-
kan kesatuan itu dan
menjadikan pemikiran
hukum itu sendiri men-
jadi obyek penelitiannya.”

Selanjutnya, Paul Schol-
ten memberikan tawaran ten-
tang Teori Hukum yang ber-
beda dengan Hans Kelsen de-
ngan menggunakan basis Ilmu
Bahasa (linguistik) ala Ferdi-
nand de Saussure, yaitu:

“...Teori Hukum me-
miliki bangunan dari pe-
mikiran hukum itu sendiri
sebagai objek telaahnya —
objek Ilmu Hukum adalah
hukum dari suatu rakyat
tertentu yang berlaku
pada suatu waktu ter-
tentu. Juga Teori Hukum
hanya dapat menemukan
bahannya di dalam hu-
kum positif ini, meskipun
dari banyak rakyat dan
waktu yang berlainan.
Perbedaannya terletak di
sini, bahwa ia tidak me-

ngambil sebagai objeknya
isinya melainkan ben-
tuknya dari hukum ini—
yang khas yang menye-
babkannya menjadi hu-
kum. Jika kita masih bo-
leh menggunakan analogi
dengan Ilmu Bahasa, bu-
kan bahasa-bahasa me-
lainkan bahasa (niet talen
maar de taal). Kita seyogy-
anya mengatakan hu-
kum, bukan hukum-hu-
kum (hak-hak, rechten).
Teori Hukum tidak mem-
persoalkan hal yang ba-
nyak (keberagaman, veel-
vuldigheid) melainkan ke-
satuan (eenheid), walau-
pun ia hanya dapat me-
ngetahui kesatuan itu di
dalam yang banyak. Teori
Hukum meneliti suatu
bagian dari jiwa manusia,
yakni di dalam ungkapan-
ungkapan historikalnya,
namun tidak demi ung-
kapan-ungkapan itu pada
dirinya sendiri, melain-
kan demi kesatuan yang
menjadi cirinya (yang
menengarainya), ia demi
jiwa itu sendirilah yang
menjadi urusannya. Teori
Hukum menanyakan apa
hukum itu, Ilmu Hukum
apa yang berlaku sebagai
hukum. Hal itu tidak ber-
arti bahwa hanya sekedar
bentuk tanpa isi pada diri-
nya sendiri dapat dike-
tahui atau bahwa isinya
dapat bermacam-macam
tanpa batas —Teori Hu-
kum akan dapat menun-
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jukkan batas-batas pada
kemungkinan itu— me-
lainkan berarti bahwa ke-
khususan dari isinya ada-
lah tidak penting. Ilmu
Hukum mencari sistema-
tika dari suatu hukum
tertentu —misalnya Hu-
kum Tata Negara Belanda
pada masa kini— Teori
Hukum berhadapan de-
ngan pertanyaan apa arti
keberadaan sebagai sistem
(keber-sistem-an) terse-
but. Ilmu Hukum tidak
dapat ada tanpa pengan-
daian logikal dari Teori
Hukum —Teori Hukum
memperoleh bahannya
dari Ilmu Hukum. Kita
dapat meneruskan peng-
urutan pertentangan ini,
namun apa yang saya
katakan sudah cukup un-
tuk membuat hubungan
tersebut menjadi jelas.
Hanya tinggal ini: Teori
Hukum tidak membentuk
hukum— Ilmu Hukum
melakukannya secara ter-
atur.”

Inilah suatu fase yang
cukup menjelaskan peminat
Teori Hukum bahwa sesung-
guhnya pemikiran hukum me-
rupakan obyek dari Teori Hu-
kum. Konsekuensinya, Teori
Hukum positif (ala Hans Kel-
sen) merupakan Teori Hukum
dalam arti sempit yang mem-
pelajari norma-norma hukum

umum. Sedangkan Teori Hu-
kum (dalam arti luas) meru-
pakan pengembangan teoritik
yang inter-disipliner atau
menggunakan seluruh cabang
ilmu hukum yang ada untuk
menelaah pemikiran hukum.
Rumusan Jan Gijssels dan Mark
van Hoecke cukup tepat meng-
gambarkan definisi Teori Hu-
kum dalam arti luas itu:15

“Rechtsteorie is de tak
van de rechtswetenschap
die de diverse aspekten van
het rechtsverschijnsel af-
zonderlijk en in hun geheel,
zowel in hun teoretische
konceptie als in hun prak-
tische uitwerking, kritisch
analyseert in een inter-
disciplinair perspektief, met
het oog op een beter inzicht
in, en een duidelijke ver-
klaring van deze juridische
gegevens.”

Teori Hukum adalah ca-
bang dari Ilmu Hukum, meng-
analisa secara kritis dalam
suatu perspektif interdisiplin-
er, terhadap berbagai aspek
dari masing-masing gejala hu-
kum secara tersendiri dan da-
lam kaitan keseluruhannya,
baik dalam konsepsi-teoretis
maupun dalam elaborasi prak-
teknya, dengan mengarah pada
suatu pemahaman yang lebih
baik dalam, dan suatu pen-
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jelasan yang jernih atas bahan-
bahan yuridikal yang tersedia.

Dalam kerangka Gijssels-
Hoecke,16 Teori Hukum dalam
arti luas maupun sempit dapat
bersifat kritis-praxis apabila
memenuhi beberapa hal seba-
gai berikut:
(1) Teori Hukum berfungsi kri-

tis terhadap Praktek Hu-
kum dan Dogmatika Hu-
kum.

(2) Penelitian dalam bidang
Teori Hukum dapat melaku-
kan kritik terhadap kon-
struksi-konstruksi dalam
Dogmatika Hukum tertentu
atau argumentasi-argu-
mentasi dalam putusan dari
lembaga peradilan.

(3) Teori Hukum itu kritis da-
lam level mengkonfrontasi
yuris-praktek atau ilmuwan
hukum, khususnya terha-
dap teori dan perilaku me-
reka yang tidak dapat di-
pertahankan secara ilmiah.

(4) Teori Hukum itu kritis da-
lam level memberikan sya-
rat-syarat apa yang harus
dipenuhi agar hasil-hasil
praktek tertentu dapat di-
capai, seperti misalnya
perundang-undangan yang
lebih efisien.

Konstruksi Teori Hukum

sebagai disiplin ilmu hukum
yang mandiri ini selanjutnya
menjadi dasar bagi “interpre-
tasi” terhadap pemikiran-pemi-
kiran yang berkembang dalam
Praktek Hukum atau Dogmatika
Hukum berdasarkan KUHAP.
Disini pula, dapat dipertegas
bahwa KUHAP bukanlah Teori
Hukum. KUHAP adalah obyek
dari Teori Hukum dan menem-
patkan KUHAP sebagai produk
dari pembedaan hukum “ma-
teriil-formil”17. Oleh karena itu,
kritik atas “substansi” KUHAP
lebih komunikatif apabila terfo-
kus pada fungsi kritik-praxis
dari Teori Hukum. Apabila kita
pahami istilah “substansi” da-
lam bahasa keseharian maka
istilah “substansi hukum” di-
asosiasikan dengan isi dari
sebuah peraturan dan perlu
dilengkapi analisanya dengan
struktur dan budaya hukum.
Dalam kerangka analisis, istilah
substansi dapat mengembali-
kan argumentasi hukum senan-
tiasa pada oposisi-biner semisal
karya Fletcher,18 khususnya
tentang substance vs proce-
dure sebagai hasil dari olahan
reflektif Filsafat Hukum. Pers-
pektif John Rawls dipergunakan
Fletcher untuk menafsirkan
istilah “substansi” dalam kon-
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teks keadilan substansial. Se-
hingga istilah substansi kurang
tepat bila dirangkai dalam ka-
limat “kritik atas substansi
KUHAP”, karena KUHAP ma-
suk dalam “kategori” proce-
dure sebagaimana dimaksud-
kan oleh Fletcher. Di sisi lain,
perbincangan mengenai “subs-
tansi” sendiri sudah kedaluar-
sa, seperti dikutip dalam kritik
atas nalar politik berikut ini:19

“Pemisahan kekuasaan
negara dalam tiga lembaga
yang secara lumrah dijalankan
dengan seluruh kegiatannya itu
untuk menjalankan demokrasi
sesungguhnya adalah wujud
prosesual dari substansi ke-
daulatan yang dipersoalkan
oleh kaum liberal dan kontrak
sosial. Padahal paham kedau-
latan dalam tradisi kita yang
berbentuk cacah, wangsa
dan tlatah sepenuhnya mele-
takkan kedaulatan bukan pada
kedua wawasan barat itu, yang
liberal dan kontrak sosial, te-
tapi pada inti negara pada
wangsa dan dinasti. Kedaulatan
tidak terletak pada pengertian
dan pergulatan hukum serta
politik, tetapi tetap tinggal
pada garis darah yang meme-
gang kekuasaan, dan wangsa
atau dinasti ini adalah pemilik,

penguasa dan berdaulat penuh
pada cacah atau warga, pada
tlatah atau wilayah. Naluri
wangsa inilah yang dalam po-
litik sehari-hari muncul sejenis
darah biru di panggung politik
nasional sekarang, dimana anak
Soeharto meneruskan wangsa-
nya, anak Soekarno merebut
kembali cacah warisan bapak-
nya.

Dan sejarah mencatat
dengan baik bahwa dalam seja-
rah Jawa, perang suksesi selalu
dapat diselesaikan hanya jika
campur tangan Belanda itu
disertakan dalam konflik dinas-
ti. Wangsa di Jawa tidak pernah
wangsa yang berdaulat sebagai
inti negara, tetapi dia berdaulat
atas warga dan wilayah yang
keamanannya secara militer
dan ekonomi dijamin oleh pen-
jajah. Artinya, bagi kaum ber-
kuasa di Jawa kolonialisme
adalah darah mati hidupnya,
sedangkan bagi para hamba
sahaya, kolonialisme adalah
proses pemiskinan mereka te-
rus menerus tanpa henti. Me-
lalui sewa tanah dan pemba-
ngunan benteng Belanda kea-
manan ekonomi dan keten-
traman umum dijaga, sebuah
proses simbiosis mutualis;
sedangkan rakyat harus ber-
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simbah peluh dalam upeti dan
kerja paksa yang disebut seba-
gai exploitation de l’homme
par l’homme.”

ISU-ISU STRATEGISISU-ISU STRATEGISISU-ISU STRATEGISISU-ISU STRATEGISISU-ISU STRATEGIS
Terbersit suatu perta-

nyaan yang lebih didasarkan
kesan yaitu: mengapa keke-
rasan tetap hadir dalam pene-
gakkan KUHAP? Mengapa pe-
nyiksaan dirasa jauh lebih ba-
nyak terjadi ketimbang HIR
(Herziene Inlands Reglement)?
Dengan menggunakan kritik
nalar politik yang terdapat di
paragraf terakhir di atas, ter-
lihat bahwa penjajah itu sesung-
guhnya menjadi “penjamin”
bagi kekerasan. Secara kritik-
ideologi maka HIR dapat dika-
takan merupakan produk untuk
mengamankan kolonialisme
dan merkantilisme VOC. Penja-
jah dapat menyulut dan sekali-
gus menengahi kekerasan yang
merajalela di masyarakat ber-
dasarkan HIR demi melang-
gengkan pembedaan strata ma-
syarakat kolonial.

Sebagai langkah awal un-
tuk membuka ruang bagi kritik
atas KUHAP, saya mengguna-
kan “isu-isu strategis” sebagai
medium untuk menghilangkan
disinformasi antara Teori Hu-

kum dan “pemaknaan KUHAP”
dalam kehidupan sehari-hari.
Targetnya adalah Ilmu Hukum
menjadi komunikatif,20 ber-
kembang pesat dan dapat pula
menumbuhkan daya kritis pa-
da tiap individu atau komu-
nalitas yang berada pada warga
negara Indonesia.

Resiko dari watak “ko-
munikatif sebuah ilmu” adalah
hilangnya keajegan yang diha-
rapkan berulang-ulang seba-
gaimana dalam positivisme
hukum, yang senantiasa ingin
membentuk “teori untuk sega-
la sesuatu”, baik untuk alam
semesta atau manusia. Nafsu
teoritik semacam ini sudah
tidak mungkin dilaksanakan se-
cara general karena tidak mem-
buat Teori Hukum dapat ber-
kembang memenuhi kebutuh-
an alam dan manusia. Ibarat rel
kereta api, isu-isu strategis dan
Teori Hukum merupakan satu
“rel” yang sejajar. Apabila ke-
duanya kuat maka lokomotif
dan beban apapun yang me-
nimpa rel tersebut, tidak men-
jadi beban berkepanjangan.

Berikut ini terdapat 2
(dua) isu strategis yang akan
dibahas pada paragraf berikut-
nya, yaitu:
a. Bantuan Hukum terhadap
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Saksi, Korban dan Tersang-
ka/Terdakwa; dan

b. Pencabutan Koneksitas
berdasarkan Perspektif Hu-
bungan Militer-Sipil.

Isu SIsu SIsu SIsu SIsu Strtrtrtrtratatatatategis Pegis Pegis Pegis Pegis Pererererer tttttama:ama:ama:ama:ama:
Bantuan Hukum SebagaiBantuan Hukum SebagaiBantuan Hukum SebagaiBantuan Hukum SebagaiBantuan Hukum Sebagai
Konsep KUHAPKonsep KUHAPKonsep KUHAPKonsep KUHAPKonsep KUHAP

Bantuan hukum hanya
sekedar praktek tanpa konsep-
teoritik yuridis. Lebih tepat-
nya, bantuan hukum diletakkan
sebagai salah satu bagian dari
praktek hukum. Namun, hal ini
belum menempatkan bantuan
hukum sebagai konsep-teoritik
yang menjamin hak konstitusi-
onal warga negara. Seperti
tercatat dalam sejarah hu-
kum,21 kerangka pemikiran
bantuan hukum dinyatakan
dalam HIR terbatas pada orang
yang diancam hukuman mati.
Terjemahan atas Pasal 250 ayat
(5) dan ayat (6) HIR menyata-
kan:22

“Bila si tertuduh diperin-
tahkan dibawa ke muka penga-
dilan karena suatu kejahatan,
yang boleh menyebabkan huku-
man mati, dan si tertuduh itu,
baik dalam pemeriksaan oleh
opsir justisi yang ditetapkan
dalam ayat enam pasal 83h,
baik kemudian, menyatakan

kehendaknya supaya ia pada
waktu persidangan dibantu
oleh seorang sarjana hukum
atau seorang ahli hukum, maka
untuk memberi bantuan itu
ketua menunjukkan dalam su-
rat penetapan seorang anggota
pengadilan negeri yang ahli
hukum, atau seorang pegawai
sarjana hukum atau yang ahli
hukum lain yang menyatakan
bersedia melakukan pekerjaan
itu. Selama pemeriksaan pada
persidangan belum selesai,
maka jika yang demikian itu
dikehendaki oleh si tertuduh
pada masa itu penunjukkan
pembela itu masih boleh juga
dilakukan dengan surat pene-
tapan yang terasing. Akan teta-
pi penunjukan pembela itu
tidak akan dilakukan bila pada
pengadilan negeri tidak ada
anggotanya yang ahli hukum,
atau tidak ada pegawai sarjana
hukum atau ahli hukum lain
yang bersedia memberi ban-
tuan itu. (ayat 5)

Sarjana hukum atau ahli
hukum yang ditunjukkan me-
nurut ayat yang lalu wajib
dengan percuma memberikan
bantuannya itu. (ayat 6)”

Interpretasi terhadap
Pasal 250 ayat (5) dan ayat (6)
HIR adalah adanya norma hu-
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kum yang bersifat kewajiban.
Norma kewajiban tersebut dija-
lankan oleh adanya otoritas
pengadilan. Namun, kondisi
ekonomi-politik merkantilis-
me-kolonialisme saat itu me-
mungkinkan bagi pembela, sar-
jana hukum atau ahli hukum
yang dimaksud dalam pasal
tersebut amat rentan dicabut
kewenangannya apabila ber-
tentangan dengan kehendak
ekonomi-politik penguasa. Di
sinilah kiranya, dilakukan pem-
batasan terhadap model “ban-
tuan hukum” di masa itu yaitu,
khusus diterapkan bagi ter-
sangka atau terdakwa yang
diancam hukuman mati. Ana-
lisa yang tepat-konteks dapat
kita temui pada Soepomo yang
memberikan analisis tentang
sistem hukum di Indonesia
sebelum Perang Dunia II, bah-
wa terdakwa tidak berhak atas
bantuan hukum seorang ahli:23

“Perbedaan yang pen-
ting dengan acara pidana
Eropa ialah, bahwa me-
nurut sistem Inlands Re-
glement dan Rechtsregle-
ment Buitengewesten ter-
dakwa tidak mempunyai
hak atas bantuan seorang
penasihat....Pasal 254 I.R.
ada menentukan, bahwa
tiap-tiap terdakwa dapat

minta bantuan kepada
siapa pun juga. Penasihat
yang dipilih tidak usah
seorang advokat. Akan
tetapi terdakwa tidak da-
pat memohon kepada ha-
kim supaya mendapat
bantuan seorang penasi-
hat kecuali dalam hal ia
menghadap pengadilan
oleh sebab kejahatan, yang
diancam hukuman mati
(pasal 250 ayat 4 dan 5
I.R.).”

Praktek bantuan hukum
yang terbatas pada hukuman
mati tersebut telah dikritik
melalui rumusan tentang pena-
sihat hukum dalam Pasal 1
angka 13 KUHAP. Dalam Pasal
1 angka 13 dinyatakan bahwa
penasihat hukum adalah se-
orang yang memenuhi syarat
yang ditentukan oleh atau
berdasar Undang-Undang un-
tuk memberi bantuan hukum.
Namun, dalam ketentuan
umum tersebut, Undang-Un-
dang ini tidak mendefinisikan
apa yang dimaksud dengan
bantuan hukum itu sendiri.
Definisi bantuan hukum yang
dimaksud juga “tidak pasti”
apakah mengikuti IR, HIR atau
konsepsi lain yang berkembang
dalam pembentukan KUHAP?

Interpretasi terhadap
ketentuan umum dalam KU
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HAP ini seterusnya dapat kita
teruskan bahwa istilah “ban-
tuan hukum” tersebut memang
belum mempunyai konsep-
teoritiknya. Dalam konteks
pembentukan peraturan per-
undang-undangan, istilah yang
tidak dicantumkan dalam ba-
gian ketentuan umum, jelaslah
bukan merupakan titik sentral
dalam peraturan itu sendiri.
Bilamana kita periksa dan cer-
mati, istilah bantuan hukum
dirumuskan kurang lebih dalam
10 (sepuluh) pasal saja.

Oleh karena itu, “ban-
tuan hukum” yang dimaksud-
kan dalam KUHAP, khususnya
dalam Bab VII tentang Bantuan
Hukum, hanya merumuskan
hak dan kewajiban penasihat
hukum dalam semua tingkat
pemeriksaan. Arahnya jelas
yaitu perlindungan terhadap
hak tersangka atau terdakwa.
Teori Hukum yang menopang
bantuan hukum ini kuranglah
berperan secara kritis sehingga
relasi yang sudah terbangun
sejak HIR terulang secara ajeg
di dalam KUHAP yaitu relasi
Penasihat Hukum-Tertuduh
menjadi Penasihat Hukum-
Tersangka/Terdakwa. Bebe-
rapa tahun setelah itu, barulah
disusun UU Advokat sebagai

bahan hukum yang relasional
dengan KUHAP dimana pera-
turan tersebut memberikan
muatan etika profesional dalam
memberikan bantuan hukum.

Relasi Penasihat Hukum-
Tersangka/Terdakwa terlihat
jelas dalam rumusan hak dan
kewajiban penasihat hukum
yang berkelindan dengan ru-
musan hak dan kewajiban
tersangka atau terdakwa. Pasal
54 jo 55 UU Hukum Acara
Pidana menekankan hak yang
melekat pada tersangka atau
terdakwa. Sedangkan Pasal 56
UU Hukum Acara Pidana ayat
(1) dan ayat (2) rumusannya
mirip dengan Pasal 250 ayat (5)
dan ayat (6) HIR. Pasal 56
tersebut menekankan kewa-
jiban yang melekat pada ter-
sangka atau terdakwa, namun
berbeda dengan HIR yang me-
letakkannya sebagai satu-satu-
nya opsi.

Akibat bantuan hukum
yang tidak konseptual-teoritik,
sejumlah unsur lain yaitu saksi
dan korban, tidaklah masuk
dalam kerangka ini. Seperti kita
lihat dalam Bab VII tentang
Bantuan Hukum, saksi dan kor-
ban tidak dijamin hak dan kewa-
jibannya. Dibandingkan de-
ngan situasi dalam praktek
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hukum, secara sosiologis, stra-
ta terbawah dari masyarakat
pasti merasa menjadi “ter-
sangka” bila dipanggil menjadi
saksi. Dalam hal ini asas pra-
duga tak bersalah cenderung
tidak berguna dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari. Bila-
mana dibayangkan pula maka
orang miskin yang tidak mem-
peroleh perlindungan sebagai
saksi dapat dipastikan tidak
mampu memberikan keterang-
an yang sejujur-jujurnya.

Saksi memegang peran-
an penting dan amat menen-
tukan hasil akhir dari berbagai
kasus pidana. Keterangan saksi
yang diberikan di hadapan
aparat peradilan, merupakan
salah satu bukti penting yang
menjadi pertimbangan hakim
dalam memutus sebuah per-
kara. Dalam Pasal 184 dan 185
KUHAP keterangan saksi me-
rupakan urutan pertama untuk
menjamin tegaknya keadilan-
prosedural dan kepastian hu-
kum-materiil.

Banyaknya kasus di pe-
ngadilan yang tidak terungkap
karena minimnya pihak yang
bersedia memberikan kesak-
siannya menjadi permasalahan
yang sangat signifikan. Karena-
nya, kebutuhan atas RUU per-

lindungan terhadap saksi dan
korban sangat penting untuk
segera diprioritaskan dalam
Prolegnas melalui rapat-rapat
DPR. Namun, proses penyu-
sunan RUU perlindungan saksi
atau korban melalui mekanis-
me rapat-rapat DPR amatlah
lama. Misalnya, diperlukan
suatu inisiatif dari fraksi-fraksi
dan dibacakan dalam suatu
rapat paripurna, rapat Badan
Legislasi (Baleg) yang menen-
tukan prioritas RUU, rapat
komisi atau rapat gabungan
komisi bila dipandang perlu
dalam membahas RUU (baik in-
ternal maupun melibatkan
pihak eksternal), hingga rapat
paripurna untuk memperkuat
validitas dan legitimasi suatu
RUU menjadi Undang-Undang.
Mekanisme ini bukanlah biro-
kratisasi terhadap penyusunan
RUU namun harus dibaca se-
bagai proses politik pemben-
tukan peraturan perundang-
undangan (rechtsvorming)
yang perlu disepakati oleh
seluruh wakil rakyat dari dae-
rah pemilihan. Dengan demi-
kian, masyarakat di suatu dae-
rah pemilihan dapat menuntut
kejelasan sejarah UU (baca:
memorie van toelicting) ke-
pada Anggota DPR yang mewa-
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kili daerahnya.
Oleh karena itu, sebagai

jalan pembentukan hukum
yang realistis adalah melakukan
perubahan terhadap beberapa
pasal yang strategis. Tujuannya
adalah memperkuat perlin-
dungan terhadap saksi, korban
dan tersangka atau terdakwa
berdasarkan konsep-teoritik
bantuan hukum dalam KUHAP.
Sejumlah pasal perlu diubah
atau ditambah sehingga teru-
muskan sebagai berikut.
a. Pasal 1 ditambahkan de-

finisi tentang Bantuan
Hukum yaitu tindakan
yang wajib dilakukan oleh
pemerintah dan penasihat
hukum sebagaimana di-
maksudkan oleh peraturan
perundang-undangan,
yang dimaksudkan untuk
melindungi tersangka, ter-
dakwa, saksi dan korban
dari ancaman fisik dan
mental berupa ancaman,
gangguan, teror, dan keke-
rasan dari pihak manapun,
dalam semua tingkat pe-
meriksaan maupun sete-
lah didapatkannya putu-
san pengadilan yang ber-
kekuatan hukum tetap.

b. Pasal 7 ayat (3): Dalam
melakukan tugasnya se-

bagaimana dimaksud pa-
da ayat (1) dan ayat (2),
penyidik wajib menyata-
kan adanya bantuan hu-
kum.

c. Pasal 14 ayat (2): Dalam
melakukan tugasnya se-
bagaimana dimaksud pa-
da ayat (1), penuntut
umum wajib memperhati-
kan adanya bantuan hu-
kum.

d. Pasal 17 ayat (2): Perintah
penangakapan sebagai-
mana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan
memperhatikan adanya
bantuan hukum.

e. Pasal 20 ayat (4): Dalam
melaksanakan kewenang-
an sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),(2) dan (3)
wajib mempertimbangkan
adanya bantuan hukum.

f. Pasal 75 ayat (3): Berita
acara tersebut selain di-
tandatangani oleh pejabat
tersebut pada ayat (2) di-
tandatangani pula oleh
semua pihak yang terlibat
dalam tindakan tersebut
pada ayat (1), dan wajib
mempertimbangkan ada-
nya bantuan hukum.

g. Pasal 95A: Saksi atau kor-
ban yang tidak mempero-
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leh bantuan hukum berhak
menuntut ganti kerugian.

h. Pasal 112 ayat (3): Dalam
hal menyebutkan alasan
pemanggilan, Penyidik
wajib menyertakan jamin-
an adanya bantuan hu-
kum.

i. Pasal 116 ayat (4): Dalam
hal sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (3) penyi-
dik wajib memanggil dan
memeriksa saksi tersebut
dengan jaminan adanya
bantuan hukum.

j. Pasal 118: Keterangan ter-
sangka dan atau saksi di-
catat dalam berita acara
yang ditandatangani oleh
penyidik dan oleh yang
memberi keterangan itu
setelah mereka menyetujui
isinya, dengan jaminan
adanya bantuan hukum.

k. Pasal 119: Dalam hal ter-
sangka dan atau saksi yang
harus didengar ketera-
ngannya berdiam atau
bertempat tinggal di luar
daerah hukum penyidik
yang menjalankan penyi-
dikan, pemeriksaan ter-
hadap tersangka dan atau
saksi dapat dibebankan
kepada penyidik di tempat
kediaman atau tempat

tinggal tersangka dan atau
saksi tersebut, dengan ja-
minan adanya bantuan
hukum.

l. Pasal 121A: Saksi atau kor-
ban dapat mengajukan ke-
beratan untuk didengar
keterangannya apabila
tidak ada jaminan bantuan
hukum.

m. Pasal 159 ayat (2): Dalam
hal saksi tidak hadir, mes-
kipun telah dipanggil de-
ngan sah dan hakim ketua
sidang mempunyai cukup
alasan untuk menyangka
bahwa saksi itu tidak akan
mau hadir, maka hakim
ketua sidang memerintah-
kan supaya saksi tersebut
dihadapkan ke persidang-
an dengan jaminan ban-
tuan hukum.

Konsepsi-teoritik ten-
tang bantuan hukum di atas,
perlu dirinci dalam penjelasan
KUHAP, khususnya tentang
bentuk-bentuk perlindungan
yang progresif, yang antara lain
sebagai berikut:
a. perlindungan atas keaman-

an pribadi korban, saksi
atau kerabat dekatnya dari
ancaman fisik dan mental
dengan memberikan penga-
walan cuma-cuma selama
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24 (duapuluh empat) jam
dari aparat kepolisian.

b. merahasiakan identitas
korban atau saksi bila di-
pandang perlu.

c . relokasi dan identitas baru
bagi korban atau saksi.

d. pemberian keterangan pa-
da saat pemeriksaan di si-
dang pengadilan tanpa ber-
tatap muka dengan ter-
sangka

e. pemberian sanksi adminis-
tratif terhadap instansi pe-
merintah c.q. Kepolisian
yang tidak melaksanakan
bantuan hukum terhadap
saksi dan korban.

Isu Strategis Kedua:Isu Strategis Kedua:Isu Strategis Kedua:Isu Strategis Kedua:Isu Strategis Kedua:
Hubungan Militer-SipilHubungan Militer-SipilHubungan Militer-SipilHubungan Militer-SipilHubungan Militer-Sipil
dan Koneksitasdan Koneksitasdan Koneksitasdan Koneksitasdan Koneksitas

Reformasi sektor perta-
hanan dan keamanan sudah
ditetapkan dalam Pasal 30 UUD
1945.24 Dalam Pasal 30 ayat (3)
TNI terdiri atas Angkatan Da-
rat, Angkatan Laut, dan Ang-
katan udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan,
melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan ne-
gara. Sedangkan dalam Pasal 30
ayat (4) Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai alat
negara yang menjaga keaman-

an dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, meng-
ayomi, melayani masyarakat
serta menegakkan hukum.

Berpegang kepada nor-
ma Pasal 30 UUD 1945 ter-
sebut, dapat ditafsirkan bahwa
kewenangan dalam bidang hu-
kum di tengah masyarakat me-
rupakan kewenangan kepolisi-
an. Konsekuensi yang tak ter-
hindarkan adalah prosedur
hukum beracara pidana yang
sepenuhnya dipegang kepo-
lisian. Hukum Militer dalam
perspektif UU No. 34 Tahun
2004 tentang TNI lebih meng-
arah pada kepentingan penye-
lenggaraan pertahanan negara.
Apabila masih terdapat ko-
neksitas di dalam KUHAP, maka
dipastikan di lapangan hal ini
akan berjalan terbalik-balik dan
tidak terarah.

Hukum Militer dapat di-
kembangkan dalam kerangka
fungsi TNI sebagai kekuatan
pencegah, penindak dan pemu-
lih. Sedangkan wujudnya bisa
dilaksanakan dalam bentuk
OMP (Operasi Militer Perang)
dan OMSP (Operasi Militer Se-
lain Perang), sebagaimana di-
maksudkan UU TNI, sehingga
tindakan pidana yang dilakukan
oleh prajurit dapat dilihat da-
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lam konteks operasi militer
atau tidak. Kewenangan untuk
melakukan penyelidikan atau-
pun penyidikan perkara pi-
dana, diserahkan pada aparat
yang khusus berada dalam
lingkungan Peradilan Militer.

Dalam Bab XI KUHAP
tentang Koneksitas, ketika ber-
ada dalam praktek hukum, ja-
rang sekali ketentuan konek-
sitas dijalankan karena prose-
durnya yang rumit. Sehingga
bila terjadi perkara maka pe-
laku yang berstatus anggota
militer diadili oleh sistem per-
adilan militer. Demikian pula
pelaku yang bukan anggota
militer diadili oleh pengadilan
negeri. Konsekuensinya, per-
buatan pidana yang dimak-
sudkan dalam KUHP dan per-
aturan perundang-undangan
lain menjadi tidak jelas arah ke
depannya.

Sekedar contoh: Farid
Faqih (sipil) dipukul seorang
kapten karena dicurigai men-
curi bantuan untuk korban ben-
cana alam. Adapun perbuatan
“mencuri” dan “pemukulan”
sama-sama diatur dalam
KUHP.   Farid diadili pada peng-
adilan negeri sedangkan sang
kapten diadili pada peradilan
militer. Apabila kita mencoba

untuk menafsirkan UU TNI dan
KUHAP maka patut dinilai apa-
kah pemukulan dan pencurian
itu merupakan perbuatan pi-
dana yang merugikan barang-
barang untuk kepentingan ope-
rasi militer? Bukankah dalam
Pasal 7 UU TNI diatur tentang
OMSP yang salah satunya ada-
lah memberi tugas TNI pada
peristiwa bencana alam? Bila
demikian halnya, pembuktian
tentang pencurian dan pemu-
kulan tersebut, semestinya
diproses dalam suatu peradilan
militer, lengkap dengan pro-
sedur bantuan hukum sesuai
dengan pemikiran hukum da-
lam UU Advokat, bukan?

Pertanyaan-pertanyaan
di atas bermaksud untuk me-
nempatkan perbuatan pidana
sebagai ukuran utama. Seorang
prajurit yang melakukan tindak
pidana semisal mencuri dan
memukul di luar OMP dan OM
SP, sepatutnya diserahkan ke-
wenangannya pada peradilan
negeri. Konsistensi seperti ini
tidak dimiliki oleh “koneksitas”
dalam KUHAP. Argumentasi
yuridik juga sulit dipertang-
gungjawabkan secara ilmiah
bila kita memahami koneksitas
dalam kerangka Pasal 30 UUD
1945. TNI yang sudah berubah
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menjadi sepenuhnya alat
pertahanan, maka aturan
hukum militernya pun mesti
tersistematisasi untuk kepen-
tingan pertahanan negara. Da-
lam kasus Farid, dapatlah dipa-
hami bahwa bantuan logistik
merupakan bahan-bahan OM
SP sehingga perbuatan pidana
tersebut merupakan kewe-
nangan Peradilan Militer untuk
memutuskannya. Efek-efek se-
lanjutnya yang menyertai pe-
mikiran seperti ini adalah pen-
jara mana yang akan ditempati
terdakwa yang telah mendapat-
kan putusan pengadilan ber-
kekuatan hukum tetap? Apakah
sistem penjara di Indonesia
tetap terpisah antara “penjara
militer” dan “penjara sipil”?
Bila demikian halnya, siapakah
yang dapat mengontrol upaya
penegakkan HAM pada kedua
model penjara tersebut?

Kesulitan dalam melak-
sanakan reformasi pertahanan,
keamanan dan hukum seperti
yang muncul di atas terkait erat
dengan isu strategis struktural-
organisatoris yaitu penem-
patan struktur Mabes TNI di
bawah DEPHAN. Dalam Pasal
89, jabatan Menteri Pertaha-
nan dan Keamanan masih
membayangi rumusan koneksi-

tas dan hal ini sudah tidak tepat
berdasarkan Pasal 30 UUD
1945 yang memisahkan TNI
(Pertahanan) dan Kepolisian
(aspek Keamanan).

Begitupula ukuran “titik
berat kerugian” dalam Pasal 91
masih menggunakan istilah
“kepentingan umum” dan “ke-
pentingan militer”. Apakah
kepentingan umum identik de-
ngan kepentingan sipil tanpa
melibatkan kepentingan mili-
ter? Jelas tidak mungkin ke-
pentingan militer mempunyai
eksklusifitas dan dilepaskan
dari kepentingan umum. Pun,
apakah kepentingan militer
yang dimaksud dalam Pasal 91
itu adalah kepentingan per-
tahanan negara? Bila demikian
halnya, tindak pidana yang
merugikan “kepentingan mili-
ter dalam pertahanan negara”
sebaiknya diadili dalam sistem
peradilan militer.

Pendek kata, interpretasi
terhadap Bab Koneksitas dalam
KUHAP secara logis-yuridis
terkait erat dengan UU TNI.
Bahasa kepentingan umum
yang dilawankan dengan ke-
pentingan militer memper-
lihatkan adanya dikotomi sipil-
militer dan bukannya hubu-
ngan militer-sipil. Akibatnya
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muncullah praktek-praktek
hukum yang irasional. Sebagai
rekomendasi untuk menjaga
konsistensi logis tersebut, Pasal
89 hingga Pasal 94 KUHAP
sebaiknya dicabut. Hukum Mili-
ter semestinya berkembang
pesat berdasarkan UU TNI dan
diatur lebih konseptual-teoritik
dalam RUU Peradilan Militer.
Prinsip-prinsip reformasi TNI
adalah perubahan terhadap UU
Peradilan Militer, UU Hukum
Pidana Militer dan UU Hukum
Disiplin Prajurit yang berpijak
pada seluruh dokumen kebi-
jakan pertahanan negara se-
perti Buku Putih DEPHAN, UU
Pertahanan Negara dan UU TNI,
serta mempertimbangkan usu-
lan dari pemerintah berupa
RUU Pertahanan dan Keaman-
an.

Dalam hal hukum acara
pidana pada Peradilan Militer
juga perlu dilakukan peru-
bahan. Sistematika perubahan
yang ada sebaiknya mengikuti
KUHAP. Selama ini KUHAP
dipergunakan sebagai peleng-
kap dari peraturan perundang-
undangan yang mengatur hu-
kum acara pidana pada Per-
adilan Militer. Perlahan-lahan
sistem hukum acara militer
dapat diletakkan sebagai pe-

lengkap dari KUHAP. Dengan
demikian, KUHAP menempati
posisi tertinggi dan lebih pro-
gresif dalam mendukung pelak-
sanaan reformasi sektor per-
tahanan dan keamanan.

Di sisi lain, pemisahan
TNI dan Polri yang ditetapkan
berdasarkan Tap MPR No.VI/
MPR 2000 dan Tap MPR No.
VII/MPR/2000, dalam pelak-
sanaannya masih ditemukan
berbagai kendala. Disahkannya
Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan
Undang-undang Nomor 3 Ta-
hun 2002 tentang Pertahanan
Negara, dalam pelaksanaannya
seringkali masih ditemukan
benturan kepentingan di antara
institusi TNI dan Polri sebagai
akibat kurang mantapnya ske-
ma hubungan, arogansi korps,
ego kesatuan, atau sebagai
akibat perbedaan pemahaman
terhadap konsep Keamanan
Nasional. Dalam hal ini, kon-
sentrasi yang perlu dilakukan
untuk mendukung kekuatan
hukum acara pidana adalah
menghadapkan KUHAP pada
persoalan globalisasi yaitu
terorisme. Polri harus diting-
katkan kemampuannya dalam
melakukan penyelidikan, pe-
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nyidikan dan lain sebagainya
berdasarkan kemampuan pro-
fesionalisme intelejen. Kemam-
puan intelejen Polri harus di-
perkuat dengan ciri khasnya
yang berbeda dengan intelejen
pertahanan.25

Kegiatan pokok yang
perlu disusun sebagai agenda
pemerkuatan kemampuan inte-
lijen Polri antara lain:
1 . Melaksanakan kegiatan dan

operasi intelijen Polri me-
lalui:
(a) kegiatan dan operasi

intelijen Polri di luar
negeri dan dalam negeri
dengan membangun ja-
ringan intelijen di per-
wakilan RI di luar ne-
geri, provinsi, Kabu-
paten/Kota;

(b) pengamanan, pengga-
langan, penanggulang-
an transnational crime
dan uang palsu/kertas
berharga;

(c) kegiatan dan operasi
intelijen Polri dalam
rangka kontra-teroris-
me di dalam dan luar
negeri.

2. Mengkoordinasikan selu-
ruh badan-badan intelijen
Polri di pusat dan daerah
dalam pelaksanaan operasi

intelijen.
3. Melaksanakan pengkajian,

analisis intelijen perkem-
bangan lingkungan strate-
gis, pengolahan dan penyu-
sunan produk intelijen Pol-
ri.

4. Melaksanakan pendidikan
dan pelatihan dalam rangka
meningkatkan kemampuan
profesionalisme insan in-
telijen melalui pendidikan
teknis dan fungsional in-
telijen Polri.

5. Membangun sarana dan
prasarana untuk pendidi-
kan dan peningkatan ke-
mampuan profesionalisme
intelijen Polri.

6. Memperkuat kerjasama
pertukaran informasi dan
intelijen yang meliputi per-
temuan bilateral tingkat
pimpinan dan staf serta
multilateral ASEAN.

7 . Mengadakan peralatan ja-
ringan Sistem Informasi
Intelijen Polri.

Pasal 188 KUHAP perlu
dipertegas apakah yang dimak-
sud dengan surat adalah infor-
masi resmi dari intelejen Polri,
intelejen BIN atau intelejen
pertahanan? Situasi global yang
membuahkan terorisme sudah
semestinya mengarah pada
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perluasan otoritas intelejen
dalam menghadapi ancaman
global. Pengamatan pro-aktif,
pre-emptif dan preventif  hanya
bisa dilakukan melalui kegiatan
dan/atau operasi intelejen. Be-
gitupula pentingnya perluasan
otoritas intelejen dalam men-
dayagunakan sumberdaya na-
sional. Profesi intelijen ber-
tumpu pada pencarian infor-
masi yang bersifat intelijen
dengan dukungan teknologi.
Oleh karena itu, Pasal 188 ayat
(2) huruf b KUHAP ditambah-
kan bahwa surat yang khusus
dibuat oleh pejabat intelijen
berwenang, merupakan salah
satu petunjuk.

Dengan demikian, Pasal
184 ayat (1) huruf c  jo Pasal
187 huruf b KUHAP memaknai
surat yang dimaksudkan seba-
gai alat bukti, salah satunya
adalah, surat yang dibuat oleh
pejabat intelejen berdasarkan
peraturan perundang-undang-
an seperti UU Intelijen. Oleh
karena itu, intelijen negara
tidak cukup diatur melalui
Inpres atau Perpres melainkan
Undang-Undang yang khusus
mengatur intelijen di Indone-
sia di mana intelijen Polri ma-
suk sebagai salah satu bagian-
nya.

Pekerjaan polisi yang
besar tanggung jawab, kewe-
nangan dan resikonya tersebut
perlu mendapatkan apresiasi.
Dalam kehidupan sehari-hari,
kesejahteraan polisi masih di
bawah standar kemakmuran.
Oleh karena itu, sekiranya me-
narik dan strategis untuk di-
usulkan, yaitu KUHAP dan
KUHP diharmonisasikan untuk
mengatur tindak pidana apa
yang cukup ditempuh melalui
upaya damai. Irasional bila
publik membebani tugas polisi
dalam kontra-terorisme tetapi
masih sibuk mengurusi tindak
pidana yang semestinya bisa
diselesaikan oleh masyarakat.
Itulah kiranya perlu sebuah
sistem community policing
yang membuka ruang komu-
nikasi antara polisi dan masya-
rakat di tingkat desa hingga
kabupaten/kota.

KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN
Isu-isu tentang peruba-

han terhadap KUHAP masih
banyak semisal gugatan per-
adilan dan problem penerapan
HAM di setiap tingkat peme-
riksaan. Hal ini sudah seringkali
diungkapkan oleh peneliti dan
praktisi hukum. Namun, ada
suatu hambatan struktural (so-
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cial constraint) mengapa kri-
tik-kritik tersebut tidak men-
dapatkan ruang yang layak.

Pertama, kritik terhadap
KUHAP tidak berlandaskan
suatu kerangka Teori Hukum
dan hanya Praktek Hukum.
Sehingga belum terdapat siste-
matisasi pemikiran hukum
yang dapat dipahami akademisi
maupun masyarakat awam hu-
kum. Praktek hukum hanya
dipahami seseorang yang per-
nah mengalami proses peme-
riksaan atau pengamat hukum
acara pidana.

Kedua, kritik terhadap
KUHAP terbentur pada per-
soalan yang sensitif namun
strategis yaitu hubungan mili-
ter-sipil. Hubungan militer-
sipil dalam KUHAP secara jelas
terdapat dalam hal koneksitas
yang merumitkan sistem hu-
kum acara di Indonesia. Di sisi
lain, hubungan militer-sipil
juga semakin membuka perlu-
nya restorasi intelijen26 untuk
menafsirkan alat bukti “surat”
sebagaimana dimaksud dalam
KUHAP di tengah ancaman
terorisme-global.

Ketiga, proses perubah-
an KUHAP yang sejalan dengan
arus keilmuan hukum tata ne-
gara adalah pengujian KUHAP

terhadap UUD NRI 1945. Nor-
ma-norma yang dapat menjadi
dasar berargumentasi yuridik
tersebut adalah:
· Pasal 28A: Setiap orang

berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.

· Pasal 28D ayat (1): Setiap
orang berhak atas penga-
kuan, jaminan, perlindung-
an, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hu-
kum.

· Pasal 28G ayat (1): Setiap
orang berhak atas per-
lindungan diri pribadi, ke-
luarga, kehormatan, mar-
tabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaan-
nya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang me-
rupakan hak asasi.

· Pasal 28G ayat (2): Setiap
orang berhak untuk bebas
dari penyiksaan atau per-
lakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia
dan berhak memperoleh
suaka politik dari negara
lain.

· Pasal 28I ayat (1): Hak un-
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tuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak un-
tuk diakui sebagai pribadi
di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi ma-
nusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan
apa pun.

· Pasal 28I ayat (2): Setiap
orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak men-
dapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.

· Pasal 28J ayat (1): Setiap
orang wajib menghormati
hak asasi manusia orang
lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbang-
sa, dan bernegara.

Keempat, jalan alternatif
melalui penyusunan RUU
KUHAP yang komprehensif
tidaklah mungkin dibahas da-
lam waktu cepat. Mekanisme
pembahasan usulan RUU yang
diatur dalam Peraturan Tata
Tertib DPR-RI membuat pem-
bahasan tersebut berjalan lama

karena tingkat pembicaraan
dalam rapat-rapat DPR mem-
punyai prosedur politik ter-
sendiri. Jalan alternatifnya
adalah hanya mengajukan per-
ubahan peraturan perundang-
undangan yang dilakukan de-
ngan menyisipkan atau me-
nambah materi, dan meng-
hapus atau mengganti sebagian
materi KUHAP.

Jalan alternatif tersebut
juga akan berliku-liku. Bila di
kemudian hari muncul UU Per-
ubahan KUHAP, maka perde-
batan selanjutnya dalam masa
20-30 tahun adalah perubah-
an-perubahan yang bersifat
parsial-efisien. Kecuali, ter-
dapat pemohon yang meng-
ajukan KUHAP untuk diuji di
hadapan Mahkamah Konstitusi
dan didapatkan suatu putusan
dari Hakim yang sekaligus
mampu mengubah perspektif,
kesan dan konstruksi Teori
Hukum Acara Pidana di masya-
rakat. 
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Sistem Pemerintahan In-
donesia adalah ciptaan
para Penyusun UUD 1945

PROFIL FOUNDING FATHERS
DAN KAITANNYA DENGAN SISTEM

PEMERINTAHAN INDONESIA

Profil Tokoh Penyusun UUD
Secara singkat, gamba-

ran profil dari Penyusun UUD
1945 dapat diwakili dari tokoh-
tokohnya. Beliau-beliau itu
adalah orang yang cemerlang,
baik menurut ukuran Indone-
sia sekarang ini maupun me-
nurut ukuran negara maju.

Contohnya antara lain
adalah Dr. Radjiman, beliau
mulai sekolah tanpa mengenal
sepatah katapun dalam bahasa
Belanda. Akan tetapi, pada
umur 14 tahun beliau telah
tamat dari Europeesche Lagere
School (ELS), sekolah elite
untuk anak-anak Belanda. Se-

(founding fathers), hasil
pemikiran dan pembahasan
yang dilakukan dengan cermat
di sidang Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PP
KI). Tulisan ini mencoba men-
jawab bagaimana profil dari
Penyusun UUD 1945 dan apa-
kah hasil karyanya menggu-
nakan prinsip demokratis atau
mungkin justru menggunakan
prinsip otoriter.
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telah itu, beliau melanjutkan
pendidikannya ke sekolah
“Dokter Jawa” dan sekolah
STOVIA (Sekolah “Dokter Hin-
dia”) dengan hasil yang cemer-
lang. Beliau termasuk salah
seorang dokter yang dikirim
oleh Dr. F. Roll, Direktur
STOVIA, ke Belanda untuk
membuktikan bahwa tamatan
STOVIA cukup tinggi mutunya
dan bahwa orang Bumiputera
bukanlah “ras inferior” seba-
gaimana anggapan kebanyakan
dokter Belanda.  Beliau menye-
lesaikan pelajarannya pada
tahun 1910 dengan mendapat
gelar Arts (“Dokter Eropa”)
yang diselesaikannya lebih
cepat dari waktu yang ditetap-
kan dengan hasil sangat bagus
(“met schitterend resultaat”).1

Kemudian beliau mengambil
spesialisasi di Berlin dan Paris.
Dr.Radjiman juga punya pe-
ngalaman di bidang politik
sebagai anggota Volksraad (ba-
dan legislatif) mewakili Boedi
Oetomo. Di samping itu, beliau
juga mendalami Sastra, Filsafat
Jawa dan Filsafat pada umum-
nya. Ahli Filsafat yang disu-
kainya adalah Bergson.2

Selain Dr. Radjiman, ang-
gota BPUPK yang menunjukkan
kecemerlangannya di Eropa

adalah Dr. Hoesein Djaja-
diningrat yang mendapat gelar
doktor bidang Sastra dengan
predikat Cum Laude. Kemudian
ada Mr. Dr. Soepomo3 yang
menyelesaikan gelar Meester
inde Rechten (Magister Hukum)
dan gelar doktornya dalam
waktu hanya 3 tahun dengan
predikat Cum Laude. Selain itu
Mr. Dr. Koesoema Atmadja
untuk bidang hukum, Dr. Boen-
taran dan Dr. Asikin dibidang
Kedokteran serta Dr. Samsi di
bidang Ekonomi dan Dr. G.S.
S.J. Ratulangi untuk bidang
matematika.

Kecemerlangan Penyu-
sun UUD 1945 bukan hanya
terbatas pada orang yang men-
capai gelar doktor, tetapi tokoh
seperti Ir. Soekarno, Drs. M.
Hatta, Mr. M. Yamin bahkan
Haji Agus Salim yang “hanya
tamatan HBS”, K.H. Kahar Moe-
zakkir dan K.H. Sanoesi adalah
intelektual yang cemerlang.

K.H. Sanoesi tidak per-
nah sekolah Belanda, beliau
belajar di “Pesantren” di Me-
kah, tetapi pengetahuannya
tentang agama Islam jarang
tandingannya, beliau telah
menulis buku agama lebih dari
100 judul buku. K.H. Kahar
Moezakkir adalah satu-satunya
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anggota BPUPK tamatan Al-
Azhar, beliau adalah pendiri
Perguruan Tinggi Agama Islam
yang kemudian menjadi Ins-
titut Agama Islam Negeri. Haji
Agus Salim adalah tamatan
Hoogere Burger School, Seko-
lah Menengah Atas elit. Pada
akhir abad 19 hanya 4 orang
lulusan HBS.4 Pada tahun 1903,
ketika Agus Salim tamat, belum
ada Perguruan Tinggi di Hindia
Belanda sebab itu beliau tidak
dapat melanjutkan pelajaran-
nya karena kekurangan biaya.
Tetapi tidak ada seorangpun
yang meragukan kemampuan
intelektualnya. Beliau kemu-
dian menjadi Staf di Konsulat
Belanda di Jeddah dan setelah
terjun ke politik beliau menjadi
wakil Sarekat Islam di Volks-
raad.

Mr. M. Yamin memang
kurang disukai oleh kebanya-
kan tokoh Pergerakan Kemer-
dekaan karena beliau mele-
paskan prinsip “Non Koope-
rator” menjadi “Kooperator”
demi kursi di Volksraad. Te-
tapi, tidak ada seorangpun yang
meragukan kecemerlangannya
seperti terlihat di pidato-pida-
tonya di BPUPK.

Mengenai Ir. Soekarno
dan Drs. M. Hatta kiranya tidak

perlu dijelaskan lagi kecer-
merlangannya. Tulisan Bung
Karno di Fikiran Ra’jat dan
Soeloeh Indonesia, Pembelaan
yang berjudul “Indonesia
Menggugat” di Pengadilan Ban-
dung pada waktu beliau masih
berumur 27 tahun dan pidato
beliau di sidang BPUPK dan
PPKI semuanya itu menunjuk-
kan kematangan pikiran seo-
rang pemimpin. Bung Karno
adalah seorang insinyur tetapi
beliau juga mendalami Ilmu
Politik, beliau mengetahui pen-
dapat Bagehot tentang peranan
Kepala Negara.5 Demikian pula
mengenai Bung Hatta. Tulisan
beliau di Daulat Ra’jat menun-
jukkan konsep yang jelas me-
ngenai asas kedaulatan rakyat
dan asas ekonomi yang harus
dianut di negara Indonesia
yang akan dibentuk.

Profil keanggotaan BPUPK
dan PPKI

Mengenai anggota BPU
PK dan PPKI dapat dikemu-
kakan sebagai berikut.

Selama ini para Penyu-
sun UUD 1945 hanya dibagi
menjadi dua golongan, yakni
golongan “Kebangsaan” atau
“Nasionalis Religius” dan golo-
ngan “Islam” atau “Nasionalis
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Islam”. Penggolongan itu ku-
rang menggambarkan hal yang
sesungguhnya karena dari golo-
ngan “Kebangsaan” ada yang
ingin agar Syariah Islam dija-
lankan dengan ketat, yakni R.
Abdoelrahim Pratalykrama6

dan dari golongan Islam ada
yang berpendapat bahwa da-
lam urusan kenegaraan Syariah
Islam tidak perlu diberlakukan
secara ketat, yakni Haji Agus
Salim.7

Bila kita menganalisa
daftar nama anggota BPUPK
dan PPKI, maka akan terlihat
bahwa Jepang membagi para
anggota menjadi tujuh kelom-
pok8, yakni, kelompok “Perge-
rakan Kemerdekaan”9, “Kelom-
pok Islam”10, Pangreh Praja11,
Wakil Daerah Kerajaan12, Biro-
krat13, “Golongan Bersenjata”14

dan “Non Bumiputera15”.

Prinsip demokrasi atau
otoritarian pada hasil karya
para penyusun UUD 1945

Sebagaimana diketahui,
pada umumnya para pakar
konstitusi sepakat bahwa prin-
sip dasar atau idee dasar agar
terselenggara  pemerintahan
yang demokratis adalah :
1 . Bahwa kekuasaan peme-

rintah itu berasal dari rak-

yat yang diperintah (gov-
ernment by consent of the
governed).

2. Bahwa kekuasaan peme-
rintah itu harus dibatasi
(limited government).

3. Bahwa harus ada persa-
maan dihadapan hukum
(equality before the law).

4. Bahwa pemerintah men-
jamin Hak Asasi Manusia
(guarantee of human
rights).

5. Bahwa Pemilihan Umum
harus dilaksanakan dengan
jujur, langsung, bebas dan
rahasia.

6. Bahwa jabatan pemerin-
tahan harus terbuka untuk
semua warganegara.

7 . Bahwa kekuasaan pemerin-
tah itu harus dapat dilaksa-
nakan dengan efektif, atau
dengan kata lain, peme-
rintah harus punya sove-
reignty atau kedaulatan.

Di samping prinsip dasar
tersebut, para pakar di Ame-
rika Serikat menganggap perlu
adanya beberapa prinsip dasar
lainnya yakni: (i) perlu adanya
separation of powers16 di Indo-
nesia dikenal sebagai Trias
Politika yang memisahkan ke-
kuasaan Eksekutif, Legislatif
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dan Yudikatif17; (ii) adanya
Checks and Balances; dan (iii)
adanya penegasan bahwa pe-
merintahan yang demokratis
itu harus dilakukan oleh golo-
ngan mayoritas, dikenal seba-
gai majoritarianism (people
must accept the principle of
majority rule), tetapi harus
menjamin haknya golongan
minoritas (the political rights
of minorities must be pro-
tected).

Para Penyusun Konsti-
tusi Amerika Serikat, terutama
John Adams18 dan James Madi-
son mengetahui bahwa separa-
tion of powers (Trias Politika)
akan menimbulkan pemerin-
tahan yang terbelah, divided
government, dan menyebab-
kan gridlock. Sebab itu mereka
mencoba menghilangkan kele-
mahan ajaran separation of
powers dengan memodifika-
sikan menjadi checks and bal-
ances agar pemerintahan dapat
berjalan dengan baik.

Ajaran Montesquieu19

yang memberikan hak semata-
mata kepada Badan Legislatif
untuk menjadi Badan Pembuat
Undang-undang (Legislature),
hak kepada Presiden untuk
melaksanakan Undang-Undang
(Executive) dan hak untuk me-

ngurus Pengadilan kepada Su-
preme Court (Judicial), tidak
dapat dijalankan atau tidak
pernah terselenggara kalau
tidak dimodifikasi agar setiap
cabang pemerintahan mem-
punyai kekuasaan dari cabang
lainnya.20

Checks and Balances da-
pat digambarkan sebagai be-
rikut:
· Congress, selain mempu-

nyai kekuasaan Legislatif/
membuat Undang-Undang
juga mempunyai kekuasaan
eksekutif yakni dapat me-
nolak pengangkatan pe-
jabat penting yang diusul-
kan Presiden dan menolak
meratifikasi perjanjian de-
ngan negara lain yang se-
sungguhnya menjadi ke-
kuasaan Presiden. Congress
dapat membatalkan veto
Presiden bila disetujui oleh
dua pertiga anggotanya. Di
bidang yudisial, Congress
mempunyai kekuasaan un-
tuk menghapus atau me-
nyetujui pembentukan Pe-
ngadilan Federal di bawah
Mahkamah Agung dan da-
pat mengangkat dan men-
dakwa (impeach) dan me-
ngadili para Hakim.

· Presiden mempunyai ke-



119������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

kuasaan legislatif yang ber-
bentuk penolakan terhadap
rancangan Undang-Un-
dang yang diajukan oleh
Congress. Presiden juga
dapat mengajukan reko-
mendasi tentang Undang-
Undang apa yang perlu
dibentuk pada tahun itu.
Dalam kaitannya dengan
bidang Yudisial, Presiden
mempunyai kekuasaan un-
tuk memberi pengampu-
nan, amnesti dan rehabil-
itasi serta menunjuk dan
menetapkan anggota Mah-
kamah Agung.

· Mahkamah Agung dalam
kaitannya dengan bidang
eksekutif mempunyai ke-
kuasaan untuk menyatakan
kebijakan Presiden tidak
konstitusional. Di bidang
legislatif Mahkamah Agung
dapat menyatakan bahwa
suatu Undang-undang tidak
konstitusional.

Sebagaimana dikemu-
kakan diatas, pengorganisasian
pemerintahan di Amerika Seri-
kat, yakni sistem presidensiil
mengadopsi prinsip trias po-
litika. Sebaliknya, sistem Ing-
gris biasa juga disebut sistem
Westminster, bertentangan
dengan sistem Amerika, me-

makai Fusion of Powers (peng-
gabungan kekuasaan Eksekutif,
Legislatif dan Yudisial), bukan
Trias Politika.

W. Bagehot, penulis buku
The English Constitutions pada
tahun 186721 menyatakan bah-
wa trias politika akan menim-
bulkan devided government22

dan kemacetan bila hubungan
Presiden dan DPR kurang sera-
si, jadi kurang efisien. Menurut
Bagehot, sebaiknya eksekutif
dan legislatif disatukan, dalam
arti bahwa anggota eksekutif
terutama Perdana Menteri dan
Menteri yang penting harus
berasal dari anggota Parle-
men.23 Pendapat Bagehot itu
sampai sekarang tetap diper-
tahankan.

Kekuatan dan kelemahan
sistem presidensiil di Amerika
Serikat dan sistem parlementer
di Inggris dipelajari dengan
cermat oleh para penyusun
UUD 1945. Oleh sebab itu, para
penyusun UUD berusaha  me-
nyusun sistem pemerin-
tahan sendiri dengan ber-
usaha mengambil kekuatan
yang ada di sistem presidensiil
Amerika dan sistem parlemen-
ter Inggris serta menghilang-
kan kelemahan yang ada di
kedua sistem tersebut.
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Prof. Supomo yang me-
mimpin Panitia Kecil Penyusun
UUD, pada tanggal 15 Juli 1945,
mengemukakan rancangan
UUD 1945 yang didasarkan
pada Preambule atau Mu-
kadimmah yang kemudian di-
namakan Piagam Jakarta24 bu-
kan berdasarkan idee Negara
Integralistik. Hal ini dikemuka-
kannya pada tanggal 31 Mei
1945.25

Ciri Sistem Pemerintahan
Demokratis

Kalau kita menganalisa
Preambule, Batang Tubuh dan
Penjelasan UUD 1945, maka
akan terlihat bahwa semua ciri-
ciri pemerintahan yang demo-
kratis ada di UUD 1945.
- Ciri pertama, bahwa kekua-

saan itu berasal dari rakyat
yang diperintah, dirumus-
kan oleh penyusun Pem-
bukaan dan UUD 1945 de-
ngan istilah kedaulatan rak-
yat, bukan kedaulatan tuan-
ku.26 Untuk jelasnya, di
Pembukaan dirumuskan
sebagai berikut: “— maka
disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu UUD Negara
Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan nega-

ra Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat de-
ngan berdasar kepada: Ke-
tuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indo-
nesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh kebijakan
dalam permusyawaratan–
perwakilan,27 serta dengan
mewujudkan suatu keadil-
an sosial bagi seluruh rak-
yat Indonesia. Pada UUD
1945 asas itu dirumuskan di
Pasal 1 ayat (2) yang ber-
bunyi: Kedaulatan adalah di
tangan rakyat, dan dilaku-
kan sepenuhnya oleh MPR.
28

- Ciri kedua bahwa kekuasaan
itu harus dibatasi, dikemu-
kakan oleh Prof. Supomo
pada tanggal 15 Juli 1945
dengan menyatakan bahwa
1 . Aliran pikiran dalam

UUD ini (dengan sen-
dirinya) menghendaki
supremasi daripada
Hukum, artinya meng-
hendaki negara yang
berdasar atas recht
(Rechtsstaat), tidak
menghendaki negara
yang berdasar atas ke-
kuasaan (Machtstaat).

2. Sistem pemerintahan
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yang diusulkan oleh
Panitia ini menghen-
daki sisitem constitu-
tioneel, artinya bukan
pemerintahan yang
berdasar atas absolut-
isme, tetapi yang ber-
dasar konstitusi.29

Ciri kedua ini tercantum
juga di Penjelasan tentang
Sistem Pemerintahan Ne-
gara, dan di masa Orde Baru
terkenal sebagai kunci po-
kok I, Indonesia ialah ne-
gara yang berdasar atas
Hukum (Rechtsstaat) dan
kunci pokok II, Sistem
konstitusionil.

- Ciri ketiga bahwa harus ada
persamaan dihadapan hu-
kum, tercantum di Pasal 27
UUD 1945 yang berbunyi:
“Segala warganegara ber-
samaan kedudukannya di
dalam hukum dan peme-
rintahan dan wajib men-
junjung hukum dan peme-
rintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.”

- Ciri keempat bahwa peme-
rintah menjamin Hak Asasi
Manusia, juga tercantum
dalam Pasal 27, 28 (hak
Berserikat dan Berkumpul,
menyatakan pendapat seca-
ra lisan dan tulisan), Pasal

29 (kebebasan memeluk
agama), Pasal 30 (hak  un-
tuk ikut serta dalam pem-
belaan negara), Pasal 31
(hak untuk mendapat hak
pendidikan), Pasal 32 (hak
budaya, hak untuk me-
ngembangkan bahasa da-
erah), Pasal 33 ( hak untuk
mendapatkan kesejahte-
raan, termasuk kese-
hatan)30, Pasal 34 (hak fakir
miskin dan anak terlantar
agar dipelihara oleh ne-
gara).31

- Ciri kelima bahwa pemi-
lihan umum dilaksanakan
dengan jujur, langsung,
bebas dan rahasia tidak
jelas tercantum di UUD
1945. Tetapi bila kita mem-
baca dengan cermat risalah
BPUPK dan PPKI, maka
akan terlihat bahwa niat
(intensi) dari penyusun
UUD 1945 menyatakan
bahwa MPR dan DPR itu
harus dipilih secara lang-
sung.32

- Ciri keenam bahwa jabatan
pemerintahan harus ter-
buka untuk semua warga
negara. Hal ini tidak diatur
dalam UUD 1945.33 Prinsip
ini biasanya tidak menjadi
muatan UUD.
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- Ciri ketujuh bahwa keku-
asaan itu harus dapat di-
laksanakan secara efektif,
atau dengan kata lain, pe-
merintah harus punya so-
vereignty atau kedaulatan.
Prinsip ini juga bukan mu-
atan UUD. Prinsip ini ber-
hubungan dengan cara
pembagian/distribusi/alo-
kasi kekuasaan yang ter-
cermin di sistem presi-
densiel, sistem parlemen-
ter atau sistem semi pre-
sidensiil. 34Keberhasilan
prinsip ini biasanya dida-
sarkan pada sejarah dan
budaya setempat. Menurut
penelitian Riggs dan Lij-
phart, Negara Berkembang
yang memakai trias politika
lebih banyak yang kacau
dibanding yang tidak me-
makai Trias Politika.35

Seperti dikemukakan di
atas, para penyusun UUD 1945
sangat memahami sistem pe-
merintahan yang dipakai di
Amerika Serikat, Inggris, Be-
landa, Perancis, Jerman, Rusia,
Jepang, Filipina dan beberapa
negara lainnya.36 Hal itu terlihat
pada penjelasan Prof. Supomo
tanggal 15 Juli 1945 yang
mengemukakan hal sebagai

berikut:

“Sepanjang pengeta-
huan saya, dalam susu-
nan pemerintahan ber-
dasar konstitusi, yang
sekarang ada, terkecuali
sistem yang ada di Dai
Nippon Teikoku, ialah
sistem yang memusatkan
semua kedaulatan di ta-
ngan Yang Maha Mulia37,
maka di negara Barat ada
sistem yang dinamakan
Presiden-sistem, yaitu
sistem yang dipakai di
Amerika dan juga di Pi-
lipina, karena Pilipina
sekarang memakai sistem
Amerika; dan sistem
Amerika dipakai pula oleh
banyak negeri-negeri di
Amerika Selatan. Lagi
pula ada sistem kabinet,
yaitu yang dipakai di
Inggris dan Perancis.38

Menurut Presiden-sistem
seperti di Amerika dan
Pilipina Menteri-menteri
diangkat dan dilepas oleh
Presiden, dan menjadi
pembantu belaka dari
presiden, artinya tidak
tunduk39 kepada votum
dari Badan Perwakilan
Rakyat. Akan tetapi Pre-
siden-sistem di Amerika
berlainan sekali dengan
sistem Inggris dan Pe-
rancis, oleh karena Ame-
rika memakai Trias Poli-
tica40, yaitu sistem, bahwa
ada badan yang mem-
bikin undang-undang,
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badan yang menyeleng-
garakan Pemerintahan
dan yang menyelengga-
rakan kehakiman. Itu
memang dapat dijalan-
kan dengan segala konse-
kuensi, artinya Presiden
tidak mempunyai kekua-
saan membikin undang-
undang tetapi hanya me-
makai veto, (presiden)
bukan orgaan (pembuat)
undang-undang, dan or-
gaan itu dalam hukum
dasar ditetapkan; itulah
kekuasaan Presiden. Akan
tetapi kekuasaan itu tidak
tak terbatas.

Sedangkan dalam sis-
tem di Inggris dan Pe-
rancis tidak ada perpi-
sahan yang principieel41

antara badan-badan pe-
nyelenggara pemerintah
tadi. Jadi pada dasarnya
Pemerintah dapat ber-
tindak dengan semau-
nya,dengan tidak terba-
tas, akan tetapi harus
tunduk kepada votum dari
Parlemen,42 artinya kalau
Parlemen itu sudah tidak
percaya lagi kepada Peme-
rintah, Pemerintah akan
jatuh. Akan tetapi kita
harus mengingat juga,
bahwa dalam negara-ne-
gara itu, seperti di Inggris,
ada sistem partai, jadi
kalau pemerintah diso-
kong oleh partai yang
terbesar di parlemen, se-
betulnya pemerintah itu
mempunyai kekuasaan

yang besar sekali. Oleh
karena itu juga orang
sering kali mengatakan
bahwa di Inggris itu ada
dictatoriaal-stelsel dari
pada menteri, terutama
dictatuur dari perdana
menteri.

Kita memakai sis-
tem sendiri, seperti dika-
takan tuan Sukiman; sis-
tim itu ialah bahwa Ke-
pala Negara tidak ber-
tanggung jawab kepada
Badan Perwakilan Rak-
yat, akan tetapi ia ber-
tanggung jawab sepenuh-
penuhnya kepada MPR
yang tiap-tiap 5 tahun
bersidang, dan pada wak-
tu itu sudah tentu akan
terang apakah haluan
yang dijalankan oleh Pe-
merintah disetujui atau
tidak oleh MPR.43 Menteri-
menteri hanya tunduk
kepada Kepala Negara44

Jadi apakah ciri dan mo-
difikasi yang telah dibuat oleh
para Penyusun UUD 1945 ber-
arti telah membuat “sistem
pemerintahan sendiri”? Semua
anggota BPUPK yang menge-
mukakan komentarnya  me-
lihat adanya ciri-ciri yang ber-
beda dengan sistem di Amerika
Serikat dan sistem Inggris.

Sebagaimana diketa-
hui, struktur pemerintahan di
Amerika Serikat terdiri dari
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Presiden, Kongres dan Mah-
kamah Agung. Tidak ada lem-
baga tertinggi45. Lembaga ke-
presidenan, lembaga pembuat
undang-undang dan Mahkamah
Agung berdaulat di masing-
masing bidangnya. Perbedaan
yang jelas dengan sistem peme-
rintahan di Amerika Serikat
adalah di lembaga pembuat
undang-undang dan adanya
Lembaga Tertinggi. Di Amerika
Serikat, Badan Pembuat Un-
dang-undang adalah Congress
yang terdiri dari House of Rep-
resentative dan Senate. Dua
Badan tersebut saling melaku-
kan Checks and Balances sete-
lah menerima masukan me-
ngenai undang-undang apa
yang perlu dibuat pada tahun
itu yang dikemukakan oleh
Presiden pada waktu State of
the Union Address46. Presiden
dan Congress juga melakukan
Checks and Balances. Presiden
berhak menolak, mem-veto,
rancangan Undang-Undang,
tetapi Congress berhak mem-
batalkan veto Presiden bila
disetujui oleh dua pertiga ang-
gota Congress (two third rule).
Di Amerika Serikat, lembaga
kepresidenan dianggap “Lead-
ership Branch”47, lembaga
yang memimpin. Hal itu terlihat

dari suara seorang Presiden
yang setara dengan sepertiga
suara anggota Congress, suara
Presiden plus sepertiga ang-
gota Congress sama dengan dua
pertiga anggota Congress, arti-
nya Congress baru bisa menga-
lahkan Presiden bila dua pertiga
anggotanya menolak veto Pre-
siden. Kalau hanya seperdua
plus satu, veto Presiden ber-
laku. Lembaga kepresidenan
sebagai Leadership Branch juga
terlihat di Senat. Wakil Presiden
menurut Konstitusi menjabat
sebagai Ketua Senat tanpa hak
suara48, tetapi bila suara seim-
bang, wakil Presiden mendapat
hak suara untuk menentukan
pilihannya. Dengan sendirinya
suara wakil Presiden akan jatuh
pada pemerintah. Di Amerika
Serikat, Konstitusi dibuat oleh
Badan Khusus dan bukan oleh
Congress. Amendemen bisa
dilakukan oleh Congress tetapi
tidak bisa dilakukan sendirian,
harus mendapat persetujuan
dari negara-negara bagian.
Biasanya memakan waktu be-
berapa tahun.

Perbedaan sistem Ame-
rika dan sistem Indonesia an-
tara lain sebagai berikut:
a. Indonesia tidak menganut

trias politika. Indonesia
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mempunyai Lembaga ter-
tinggi, yakni MPR, yang
berfungsi sebagai lembaga
legislatif tertinggi, tempat
kedaulatan berada (locus of
souvereignity).

b. Di Amerika hanya ada satu
lembaga Legislatif sedang-
kan di Indonesia ada dua
lembaga legislatif, yakni
MPR serta DPR dan Pre-
siden. Kedudukan MPR mi-
rip dengan Parlemen di
Inggris yakni Lembaga Ter-
tinggi yang mempunyai Su-
premacy of Parliament. Di
Indonesia, Badan Pembuat
Undang-Undang yang ber-
ada dibawah MPR terdiri
dari Pemerintah dan DPR.

Di sidang BPUPK dan di
sidang PPKI tanggal 18 Agustus
1945, Prof. Supomo menya-
takan bahwa: “DPR itu dapat
disebut badan yang bersama-
sama dengan Presiden, berse-
tujuan dengan Presiden, mem-
bentuk undang-undang, jadi
suatu badan “legislative”. Kete-
guhan Perancang UUD kita bah-
wa Badan Legislatif itu harus
terdiri dari Pemerintah dan
DPR terlihat juga di Konstitusi
RIS dan UUD 1950. Pada sis-
tematika UUD 1950, Bab II
mengenai Alat-alat perleng-

kapan negara terdiri dari Ba-
gian I tentang Pemerintah,
Bagian II tentang Dewan Per-
wakilan Rakyat, Bagian III ten-
tang Mahkamah Agung dan
Bagian IV tentang Dewan Peng-
awas Keuangan. Tetapi, Bab III
mengenai Tugas alat-alat per-
lengkapan negara, terbagi men-
jadi bagian I tentang Peme-
rintahan, Bagian II tentang
Perundang-undangan, Bab
III tentang Pengadilan, Bab IV
tentang Keuangan, Bab V ten-
tang Hubungan Luar Negeri,
Bab VI tentang Pertahanan
Negara dan Keamanan Umum.

Di Bagian II, Pasal 89
dinyatakan bahwa “Kecuali apa
yang ditentukan dalam pasal
140 maka kekuasaan per-
undang-undangan, sesuai de-
ngan ketentuan-ketentuan ba-
gian ini, dilakukan oleh Pe-
merintah bersama-sama
dengan DPR.” Pada UUD
1945 dan UUD 1950, tugas
utama untuk membentuk un-
dang-undang jatuh pada Pe-
merintah sedangkan DPR ber-
hak mengajukan usul undang-
undang pada Pemerintah. Prin-
sip yang tercantum di UUD
1945 dan di UUD 1950 bahwa
Badan Legislatif terdiri dari
Pemerintah dan DPR tidak
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diubah oleh anggota MPR yang
mengamandemen UUD 1945.
Yang berubah hanyalah teka-
nannya. Semula tugas utama
jatuh kepada Pemerintah, se-
telah amendemen jatuh kepada
DPR, tetapi prinsipnya tetap
sama, bahwa “harus mendapat
persetujuan bersama”.

Sebagaimana diketahui,
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi; “Presiden meme-
gang kekuasaan membentuk
undang-undang dengan per-
setujuan DPR” diamendemen
menjadi  “Presiden berhak
mengajukan rancangan un-
dang-undang kepada DPR”.
Dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
yang semula berbunyi “Tiap-
tiap undang-undang meng-
hendaki persetujuan DPR” di-
amendemen menjadi “DPR me-
megang kekuasaan membentuk
undang-undang” yang tersebut
di ayat (1). Dan ayat (2) ber-
bunyi “Setiap rancangan un-
dang-undang dibahas oleh DPR
dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama”. Aman-
demen itu tidak menyebabkan
kita beralih ke prinsip trias
politika, karena, pembuatan
undang-undang tetap dilaku-
kan bersama oleh Badan Ekse-
kutif dan Badan Legislatif; se-

dangkan menurut Trias Politika
pembuatan rancangan undang-
undang dilakukan oleh Con-
gress saja.

Amendemen Pasal 5 dan
Pasal 20 tersebut diatas dapat
menyebabkan deadlock mes-
kipun ada Pasal 20 ayat (5)
yang berbunyi: “Dalam hal
rancangan yang telah disetujui
besama tersebut tidak disahkan
oleh Presiden dalam waktu tiga
puluh hari semenjak rancangan
tersebut disetujui, rancangan
undang-undang tersebut sah
menjadi undang-undang dan
wajib diundangkan”. Pasal 20
ayat (5) dimaksudkan untuk
“pengesahan formil”, yakni
“setelah terdapat persetujuan
bersama”. Tetapi, deadlock
dapat terjadi bila persetujuan
bersama yang merupakan “pe-
ngesahan materiel”, tidak ter-
capai disebabkan DPR dan Pre-
siden masing-masing teguh
pada pendiriannya. Setelah
Presiden dipilih secara lang-
sung, legitimasi Presiden sama
besar dengan DPR sebab itu
mekanisme yang sekarang ber-
jalan bahwa persetujuan ber-
sama itu dilakukan oleh Komisi
di DPR dengan Menteri yang
bersangkutan harus diubah
karena tidak sesuai dengan
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sistem Presidensiel maupun
sistem Semi-Presidensiel. Di
sistem Presidensiel, Secretary/
Menteri tidak punya wewenang
untuk berunding dengan ang-
gota Congress; Menteri di-
larang untuk berada diruang
perundingan Congress pada
waktu pembahasan rancangan
undang-undang. Di sistem Pre-
sidensiil Amerika Serikat, Sec-
retary hanyalah penasehat
Presiden. Kebijakan Presiden
diambil setelah mendapat “na-
sehat” tertulis dari Secretary,
artinya kebijakan dilakukan
oleh Presiden, bukan oleh Sec-
retary.

Di “Sistem Pemerintahan
Sendiri”, Pasal 17 ayat (1) dan
(2) UUD 1945 tentang Kemen-
terian Negara harus diinterpre-
tasikan bahwa yang menga-
dakan perundingan adalah Pre-
siden dan DPR sesuai dengan
niat para penyusun UUD 1945
yang tercantum di risalah BPU
PK dan PPKI. Jadi, para men-
teri yang berunding hanyalah
mewakili presiden tanpa hak
untuk memutuskan sehingga
persetujuan bersama harus
ditandatangani oleh Presiden.
Mekanisme yang sekarang ber-
laku yakni adanya anggapan
bahwa suatu rancangan un-

dang-undang telah mendapat
pesetujuan bersama bila telah
dibahas di sidang pleno yang
dihadiri oleh menteri yang
tidak membawa persetujuan
tertulis dari Presiden perlu
dikaji kebenarannya. Di Indo-
nesia pernah terjadi kasus di
mana suatu rancangan undang-
undang yang dianggap sudah
mendapat persetujuan ber-
sama tetapi tidak disahkan oleh
Presiden.

Suatu sistem pemerin-
tahan seyogyanya mempunyai
mekanisme agar tidak terjadi
deadlock, tidak terjadi kebun-
tuan atau kemacetan. Sistem
presidensiel Amerika Serikat
dapat memecahkan hal itu de-
ngan hak veto presiden yang
dapat dibatalkan kembali bila
dua pertiga suara anggota Con-
gress menghendakinya. Sistem
Pemerintahan kita dapat juga
mengadakan ketentuan bahwa
bila terjadi kebuntuan maka
anggota Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD) harus dilibatkan.
Usulan pemecahannya adalah
bila lebih dari dua pertiga ga-
bungan suara DPR dan DPD
menyetujui usul rancangan
DPR maka rancangan undang-
undang harus diundangkan.
Bila kurang dari dua pertiga
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maka usul rancangan Peme-
rintah yang harus diundangkan.

Perbedaan sistem Indo-
nesia dan sistem Westminster
bahwa di Indonesia ada dua
lembaga legislatif. Lembaga
Tertinggi menghasilkan “Su-
preme law of the land” sedang-
kan lembaga legislatif yang
terdiri dari DPR dan Presiden,
menghasilkan undang-undang
biasa. Sistem Westminster ha-
nya punya satu lembaga legis-
latif, yakni Parlemen yang su-
preme yang menghasilkan  su-
preme law of the land.

Dari paparan tersebut di
atas, kiranya dapat disimpul-
kan bahwa kita masih memakai
sistem  semi presidensiil, kita
tidak beralih ke sistem presi-
densiil yang berdasar Trias
Politika. 

Endnotes

1 Lihat Harry A.Poeze, In Het
Land Van De Overheerser, 1986:
70-71 .

2 Ibid.
3 Soepomo dikenal sebagai

pakar Hukum Adat, tetapi buat
orang cemerlang seperti Soepomo
tidak membutuhkan waktu lama
untuk menjadi pakar Hukum
Tata Negara. Pada tahun 1940
beliau diangkat menjadi anggota

Komisi Visman yang ditugasi
untuk memahami keinginan
para pemimpin Indonesia untuk
memperbaharui susunan ketata-
negaraan Hindia Belanda/Indis-
che Staatregeling(I.S.), “UUD”
Hindia Belanda. Pada tahun
1942, beliau bersama Mr.A.
Maramis dan Mr. A. Soebardjo
telah merancang dua Undang-
Undang Indonesia Merdeka. Li-
hat Yamin,1959:761-793 dan
Kusuma,2004:551-578. Lihat
juga kesaksian wakil Ketua
BPUPK, Ichibangase Yosio, yang
menyatakan bahwa Prof. Soe-
pomo yang menyusun ranca-
ngan UUD 1945 dan Mr.M.Yamin
menyusun rancangan diluar
sidang.

4 Pangeran Koesoemo Yoe-
dho, Pangeran Ahmad Djajadi-
ningrat, R.M.P. Sosrokartono
(Saudara R.A.Kartini) dan R.A.A.
Koesoemo Oetojo, yang sempat
menjadi Ketua Cuoo Sangi In.

5 To be consulted, to encour-
age and to warn.  Lihat Lambert
Giebels, Soekarno, Nederlands
Onderdaan, 1999.

6 R.A.Pratalykrama adalah
Wakil Residen Kediri yang meng-
usulkan agar “Presiden harus
orang Indonesia asli yang ber-
agama Islam. Lihat Yamin, 1959;
Risalah, 1995 ; Kusuma, 2004.

7 Haji Agus Salim adalah
tokoh Islam yang menyatakan
tidak setuju bila Pasal 6 berbunyi
“Presiden adalah orang Indone-
sia asli yang beragama Islam”.
Lihat Yamin, 1959; Risalah,
1995; Kusuma, 2004.
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8 Pembagian ini terlihat jelas
di keanggotaan PPKI. Dari 68
orang anggota BPUPK, hanya 13
orang yang diangkat menjadi
anggota PPKI, yakni, dari ke-
lompok Pergerakan 3 orang (Ir.
Soekarno, Drs. M. Hatta dan
Dr.Radjiman); 2 orang dari ke-
lompok Islam (Ki Hadikoesoemo
dan K.H.Wachid Hasim; 2 orang
dari Pangreh Praja (M.Soetardjo
dan RMTA Soerjo); 2 orang dari
Kooti/Kerajaan (Pangeran Soer-
johamidjojo dan Pangeran Poe-
roebojo), 2 orang dari Birokrasi
(Prof.DR.Mr. Soepomo dan Otto
Iskandardinata), 1 orang dari
“Golongan Bersenjata/Peta”
(Abdul Kadir) dan 1 orang Non
Bumiputera, yakni Drs. Yap
Tjwan Bing.

9 Kelompok ini terdiri dari
tokoh Pergerakan yang tidak
pernah menjadi pegawai Be-
landa/Non Kooperator  seperti
Ir.Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr.
Soebardjo, Mr. M.Yamin, Mr.
Maramis, Mr. Iwa Koesoema-
soemantri dan sebagainya.

10 Kelompok ini terdiri dari
tokoh “Perkumpulan Islam yang
tidak berpolitik” dan “Perkum-
pulan Islam yang berpolitik”.
Dari “Perkumpulan Islam yang
tidak berpolitik” adalah Ki Bagoes
Hadikoesoemo dan K.H. Kahar
Muzakkir dari Muhammadiyah;
K.H.Wachid Hasjim, K.H.Mas
Mansjoer dan K.H. Masjkoer dari
Nahdlatul Ulama dan K.H. Sano-
esi, K.H. Halim dan K.H.A.Fatah
dari Jawa Barat. Sedangkan dari
“Perkumpulan Islam yang ber-
politik adalah Haji Agus Salim,

R. Abikoesno Tjokrosoejoso, Dr.
Soekiman dan Ny. Soekaptinah.

11 Setelah Proklamasi Kemer-
dekaan, istilah “Pangreh Praja”
berubah menjadi “Pamong Pra-
ja” karena terjadi perubahan
paradigma, dari “ngereh“ (me-
merintah) menjadi “ngemong“.
Anggota kelompok ini antara lain
adalah    M. Soetardjo Kartohadi-
koesoemo, Patih Gresik yang
menjadi anggota Volksraad, ke-
mudian menjadi Syuuco/Residen
Jakarta, R.M.A. Soerjo, Bupati
Magetan/Residen Bojonegoro,
R.A.A. Kolopaking, Bupati Ban-
jarnegara, Mr.Susanto Tirto-
prodjo, Walikota Madiun dan
sebagainya.

12 Daerah Kerajaan diwakili
oleh R.A.A. Sosrodiningrat,
KRMTA Woerjaningrat dan BKPA
Soerjohamidjojo dari Kasunanan
Surakarta. Kasultanan Yogya-
karta diwakili oleh BPH Poeroe-
bojo dan BPH Bintoro. Mangku-
negaran dan Pakualaman tidak
mempunyai wakil di BPUPK.

13 Kelompok Birokrat terdiri
dari pimpinan Kantor/Depar-
temen/Biro. Anggota kelompok
ini antara lain adalah Prof.Dr.
Djajadiningrat, Prof. Dr. Soe-
pomo, Dr.Boentaran, Mr. Dr.Koe-
soema Atmadja dan sebagainya.

14 Yang mewakili kelompok
ini adalah Abdul Kadir dan Mr.
Kasman Singodimedjo dari Pem-
bela Tanah Air (Peta), Asikin
Natanegara dari Kepolisian dan
Abdul Kaffar dari “Barisan Ma-
dura”.

15 Anggota Kelompok Non
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Bumiputera (Vreemde Ooster-
lingen) antara lain adalah Lim
Koen Hian, A.F.Dahler, A.R. Bas-
wedan dan sebagainya. Pada
jaman Hindia Belanda, mereka
adalah Nederlands Onderdaan
(Kawula Belanda), tetapi oleh
Pemerintah Jepang mereka
diharuskan membayar pajak
sebagai warga negara Asing

16Istilah yang digunakan di
Indonesia biasanya salah kaprah,
separation of powers diberi arti
sebagai pembagian kekuasaan
secara ketat, sedangkan division
of powers diartikan sebagai
pembagian kekuasaan yang ti-
dak ketat. Kesalahan itu berasal
dari buku “Dasar-dasar Ilmu Po-
litik” karangan Miriam Budi-
ardjo M.A., di mana terdapat
kalimat yang menyatakan bah-
wa Amerika memakai separation
of powers sedangkan Indonesia
memakai division of powers (h.
155); katanya diambil dari buku
C.J. Friedrich, Constitutional Gov-
ernment and Democracy, Chapter
X. Istilah itu tidak tepat karena
sistem pemerintahan di Amerika
memakai separation of powers
maupun division of powers. Di
buku Friedrich tersebut separa-
tion of powers diartikan sebagai
pembagian kekuasaan secara
fungsional atau horisontal (Ch.X,
173-188) dan division of powers
diartikan sebagai pembagian
kekuasaan secara territorial/
vertikal atau federalism (Ch. XI,
189-220). Istilah yang sama
dipakai antara lain oleh L.H.
Tribe, The Constitutional Structure
of American Government (Separa-

tion and Division of Powers),1978;
L.Berman, Approaching Democ-
racy, 1999: 66-70 dan Burns/
Peltason/Cronin, Government By
The People, 1987). Di Inggris,
istilah pembagian kekuasaan
secara ketat disebut pure separa-
tion of powers sedangkan yang
tidak ketat disebut partial sepa-
ration of powers. Inggris me-
makai sistem fusion of powers,
penggabungan kekuasaan an-
tara eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Selain Menteri harus
merangkap menjadi anggota
Parlemen, ada orang yang ber-
ada di tiga cabang pemerin-
tahan, yakni Lord Chancellor,
yang menjadi Speaker of the
House of Lords, a member of  the
Cabinet, and entitled to sit in in the
Appelate Committee of the Lords
as a judge. (Lihat E. Barend, In-
troduction to Constitutional
Law,1998:36).

17 Istilah legislatif dan yudi-
katif sebetulnya kurang tepat.
Badan Pembuat Undang-undang
dan Badan Pengadilan dalam
bahasa Inggris disebut Legislature
dan Judicature. Legislative ar-
tinya membuat undang-undang,
akar katanya   legislate. Dalam
bahasa Inggris kata judicative
tidak dikenal, yang ada adalah
kata judicial, judicatory, judica-
ture, judiciary, judicious. Dalam
bahasa Belanda, kata legislatief
dan legislatuur, yang berasal dari
bahasa Perancis, jarang dipakai.
Istilah yang dipakai untuk Legis-
lature adalah Wetgevende macht
bukan legislatuur; wetgevend
untuk legislative (law making);
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dan wetgevende vergadering
untuk Legislative Assembly. Disa-
rankan istilah Legislatif diganti
menjadi Badan Legislatif dan
Yudikatif menjadi Yudisial atau
Yudisiel.

18 Menurut John Adams,
checks and balances ada delapan
butir: 1. The States versus The Cen-
tral Government, 2. The House v
the Senate, 3. The President v Con-
gress, 4. The Court v Congress, 5.
The Senate v the president (with re-
gard to appointment and treaties),
6. the people v their representative,
7.the State legislature v the Senate
(in the original election of sena-
tors), 8. the Electoral College v the
people.

19Selain Trias Politika Mon-
tesquieu, dikenal pula Trias
Politika dari Locke. Bagi John
Locke, yang terpenting adalah,
kekuasaan membuat undang-
undang jangan sampai jatuh di
satu tangan/golongan. Pembuat
undang-undang harus dikuasai
bersama oleh 3 unsur, yakni
Raja, Bangsawan dan Rakyat
Biasa. Bagi Locke, kekuasaan
Eksekutif boleh berada di satu
tangan/golongan (What is of pri-
mary importance is to prevent the
legislative power from being
abused, and that can only be done
by making king, lords and com-
mons share in its exercise. The other
two powers and functions which
Locke’s identifies, namely, “the ex-
ecutive” and “the federative”, are
not so important; hence he is quite
content to entrust them to the mon-
arch, who also possesses a re-
sidual power of the “prerogative”.

Lihat C.J. Friedrich, From The
Declaration Of Independence To
The Constitutions, 1954:xiv-
xviii). Ajaran ini berkembang
menjadi adanya Parliament yang
Supreme, yang terdiri dari 3
unsur yakni King/Queen in Par-
liament, House of Lords dan House
of Commons.

20 Each branch is therefore
given some role in the actions of
the others. We have a “government
of separated institutions sharing
powers ( R.E.Neustadt, Presiden-
tial Powers,1976: 101).

21 Yang ada di rak buku pe-
nulis terbitan tahun 1952.

22 Salah satu prinsip demo-
krasi adalah, cabang pemerin-
tahan yang dipilih langsung
mempunyai legitimasi lebih be-
sar daripada yang dipilih secara
tidak langsung. Di Inggris, hanya
anggota House of Commons yang
dipilih secara langsung. Ekse-
kutif/Pemerintah, dipilih secara
tidak langsung, bertanggung
jawab kepada House of Com-
mons. Di Amerika Serikat kedua
Cabang Pemerintahan dipilih
secara langsung, sebab itu
legitimasinya sama besar, sering
disebut “Pemerintahan Terbe-
lah” (Divided Government), ca-
bang pemerintahan itu masing-
masing berdaulat; sebab itu bila
ada perbedaan kebijakan, ke-
putusannya akan memakan
waktu lama, kurang efisien di-
banding sistem Westminster/
Inggris yang mempunyai “Lem-
baga Tertinggi” dan memakai
asas Supremacy of Parliament.
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23 Menurut C. F. Strong,
1958: 219, Eksekutif di Inggris
hanya Komite Parlemen (The es-
sence of this executive system is
that, in the last analysis, the Cabi-
net is a committee of Parliament,
tending to be, with the advance of
democracy, a committee of the
House of Commons.

24 Piagam Jakarta masih
merupakan Gentlemen’s Agree-
ment. Mr.M. Yamin memberikan
nama Piagam Jakarta, Ir. Su-
karno menamakan Mukadim-
mah sedangkan Prof. Supomo
menamakan Preambule. Piagam
Jakarta disusun diluar sidang
BPUPK (di masa reses) oleh Pa-
nitia Kecil “tidak resmi” yang
terdiri dari 9 orang yakni: Ir.
Sukarno, Drs. M. Hatta, Mr. Ya-
min, Mr. Maramis, R. Otto Iskan-
dardinata, M. Sutardjo Karto-
hadikusumo, Ki Bagus Hadi-
kusumo dan K.H. Wachid Hasjim.
Sedangkan Panitia Kecil “resmi”
yang melaporkan  Gentlemen’s
Agreement ke sidang pleno BPUPK
pada tanggal 10 Juli 1945 de-
ngan permintaan maaf karena
melanggar prosedur, terdiri dari
8 orang, yakni Ir. Sukarno, Drs.
M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A.
Maramis, Mr. Subardjo, K.H.
Wachid Hasjim, K.H. Kahar Mu-
zakkir, H. Agus Salim dan R.
Abikusno Tjokrosujoso.

25 Persepsi yang keliru ten-
tang Dasar yang dipakai untuk
menyusun UUD 1945 disebabkan
kesalahan penggunaan dokumen
yang otentik. Buku Naskah Per-
siapan UUD 1945 susunan Prof.
Mr. M. Yamin memuat risalah

tanggal 11 Juli 1945 yang tidak
otentik, singkatan, terdiri hanya
dari 4 halaman (Yamin, 1959:
260-263) sedangkan yang oten-
tik terdiri dari 18 halaman.
Risalah Sidang BPUPKI/PPKI Edisi
II, 1992, yang diterbitkan oleh
Sekretariat Negara juga tidak
memuat dokumen yang otentik
tersebut (h. 175-178). Risalah
BPUPKI/PPKI Edisi III, 1995,
memuat risalah yang otentik (h.
206-222). Buku Lahirnya UUD
1945 memuat kedua-duanya
agar dapat dibandingkan (h.
297-312 dan h. 543-545). Dalam
dokumen yang otentik Prof. Su-
pomo, dengan dukungan Mr. A.
Maramis dan Mr. Wongsonagoro
menyatakan bahwa beliau me-
nyusun UUD 1945 berdasar  Pre-
ambule, yang berarti berdasar
Piagam Jakarta.

26Bung Karno melalui Fikiran
Ra’jat dan Soeloeh Indonesis, serta
Bung Hatta melalui Daulat Ra’jat
telah mempromosikan asas keda-
ulatan rakyat pada awal tahun
tiga puluhan. Istilah “daulat
rakyat, bukan daulat tuanku”
berasal dari Bung Hatta.

27 Dengan sengaja tanda ba-
ca garis (/) miring diganti garis
lurus (-) sesuai dengan niat para
Penyusun UUD 1945.

28 Kita masih perlu mengkaji
lebih lanjut mengapa kata “ia-
lah” pada rancangan UUD 1945
yang pertama diganti menjadi
kata “adalah”. Interpretasi Prof.
Djoko Soetono tentang hal ini
dapat dibaca di buku Harun Al
Rasid, 1982. Rancangan per-
tama masih memakai kata “sou-
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vereigniteit” untuk “kedaulatan.
Anak kalimat ...”dilakukan sepe-
nuhnya oleh MPR “ yang oleh
para anggota MPR 2002 diinter-
pretasikan bahwa hanya MPR
yang melakukan kedaulatan
rakyat perlu dikaji kembali me-
ngingat bahwa sesungguhnya
‘intensi’ para penyusun UUD
adalah bahwa dasar kedaulatan
rakyat dilaksanakan diseluruh
lapisan pemerintahan. Anak
kalimat itu harus diinterpre-
tasikan bahwa yang memberi
keputusan terakhir, yang me-
nentukan, tentang arti kedau-
latan rakyat adalah MPR.

29 Yamin, 1959:312; Risalah,
1995:274; Kusuma, 2004;364.

30 Di sidang BPUPK, kewa-
jiban negara untuk memelihara
kesehatan rakyat agar dican-
tumkan dalam UUD, dikemu-
kakan oleh Dr. Buntaran Marto-
atmodjo (Yamin, 1959: 329; Ri-
salah, 1995: 292; Kusuma, 2004:
379). Tetapi usul ini ditolak oleh
Prof. Supomo dengan menya-
takan bahwa hal itu dengan
sendirinya harus dilakukan oleh
negara, sedangkan  pemiliharaan
anak terlantar dan fakir miskin
biasanya tidak menjadi tang-
gungan negara.

31 Di sidang BPUPK, H.Agus
Salim mengemukakan perlunya
ada ketentuan bahwa seseorang
yang ditangkap harus ditunjuk-
kan kesalahannya, semacam
asas Habeas Corpus, tetapi tidak
muncul di UUD 1945. Di Kon-
stitusi Amerika Serikat, Hak
Asasi Manusia (Bill of Rights),
baru muncul pada tahun 1791

berbentuk Amendemen I sampai
X, tetapi Habeas Corpus sudah
ada sejak Konstitusi 1789.

32 Prinsip bahwa anggota
DPR/MPR harus dipilih secara
langsung dapat dibaca di
Yamin,1959:327; Risalah,1995:
289-290; Kusuma, 2004:377.
Yang belum dapat difahami
adalah pendapat Bung Hatta
bahwa “kalau organis tidak bisa
langsung (Yamin,1959:327 );
Risalah,1995:290; Kusuma,
2004: 377 ).

33 Prinsip ini telah dilak-
sanakan pada Pemilihan Umum
1955. Tidak ada “penelitian khu-
sus” (litsus) untuk mencegah
seseorang ikut pemilihan umum
atau pemilihan Kepala Daerah.
Pada jaman Orde Baru, calon
pejabat negara diteliti oleh suatu
badan yang extra konstitusional.
Yang dilarang untuk menjadi
pejabat negara bukan hanya or-
ang yang diduga “beraliran ki-
ri”, tetapi juga orang yang “ber-
aliran kanan” seperti Mr. M.
Roem, tokoh Roem-van Royen
agreement. Indonesia dianggap
negara yang kurang demokratis
karena salah satu ukuran negara
yang demokratis adalah pemi-
lihan calon/pejabat negara harus
dilakukan oleh rakyat, bukan
oleh aparat negara atau partai.
Prinsip ini  tidak difahami oleh
Ketua Partai Demokrasi Indone-
sia Perjoangan, Megawati, yang
melarang dan memecat anggota
PDIP untuk mencalonkan diri
menjadi Gubernur Jakarta, Ja-
wa Tengah, Bali dan Kalimantan
Timur.
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34 UUD 1945 mengandung
ketujuh ciri pemerintahan yang
demokratis. Di penjelasan UUD
1945 pernyataan bahwa Repu-
blik Indonesia menganut asas
demokrasi tercantum di pen-
jelasan Pasal 23 (“—dalam ne-
gara yang berdasar fasisme,
anggaran itu ditetapkan semata-
mata oleh pemerintah, tetapi
dalam negara demokrasi, ang-
garan pendapatan dan belanja
negara ditetapkan dengan un-
dang-undang, dengan persetu-
juan DPR. Juga di Penjelasan
Pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34
yang berbunyi: “Pasal-pasal, baik
yang mengenai warga negara
maupun yang mengenai seluruh
penduduk, memuat hasrat bang-
sa Indonesia untuk membangun-
kan negara yang bersifat demo-
kratis dan yang hendak menye-
lenggarakan keadilan sosial dan
peri kemanusiaan”. Juga Penje-
lasan pasal 33 yang berbunyi
“Dalam Pasal 33 tercantum
dasar demokrasi ekonomi... Ke-
makmuran berdasar atas demo-
krasi ekonomi, kemakmuran
bagi semua orang !...”.

35 Lihat Arend Lijphart, Par-
liamentary versus Presidential
Government.

36 Di Arsip A.K. Pringgodigdo
terdapat terjemahan UUD Je-
pang dan UUD Filipina.

37 Tidak ada seorangpun
anggota BPUPK yang tertarik
pada sistem Jepang.

38 Perancis memakai sistem
semi presidensiel baru pada masa
Republik ke-lima, tahun 1962.

Pada tahun 1945, Republik
Perancis memakai sistem parle-
menter.

39 Di Yamin, 1959: 339,
terdapat kesalahan cetak yang
mengubah artinya seratus dela-
pan puluh derajad, seharusnya
“tidak tunduk”, tetapi yang
tercetak hanya “tunduk” saja.

40 Di Yamin,1959: 360, ter-
cetak: “Di Amerika Serikat tidak
dipakai dasar trias politika, se-
hingga urusan atau kekuasaan
pemerintah semata-mata ada
ditangan Presiden, sedangkan
kekuasaan membuat undang-
undang semata-mata ada di-
tangan Dewan Rakyat. Kalimat
yang keliru itu disalin di Risalah
Sekretariat Negara, Edisi II,
1 9 9 2 .

41 Prof. Supomo tidak me-
makai istilah Fusion of Powers
(penggabungan kekuasaan Ekse-
kutif, Legislatif dan Yudisial).
Mungkin untuk menghindari
salah paham karena Badan Ekse-
kutif, Legislatif dan Yudisial itu
terpisah.

42 Dewan Perwakilan Rakyat
di berbagai Negara mempunyai
nama yang berbeda-beda. Dalam
buku Amos J. Peaslee Jilid I,
terdapat nama Badan Legislatif.
Bila uni kameral, satu kamar,
biasanya  tidak memakai se-
butan Parlemen. Nama yang pal-
ing populer adalah National As-
sembly (Dewan Nasional). Nama
yang lain: Chamber of Deputies,
Diet, Chamber of Representatives,
Constitutional Congress, Legisla-
tive Yuan, Cortes dan lain se-
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bagainya. Parlemen biasanya
terdiri dari 2 unsur, yakni Ma-
jelis Rendah dan Majelis Tinggi.
Itulah sebabnya Penyusun UUD
kita tidak memakai istilah “Par-
lemen” di UUD 1945 dan UUD
1950.  Parlemen di Inggris dan
beberapa negara bekas jajahan-
nya terdiri dari 3 unsur yakni
King/Queen in Parliament (Presi-
dent), House of Lords dan House
of Commons.

43   Yamin,1959:339-340; Ri-
salah,1995: 303-305; Kusuma,
2004: 385-386.

44 Di Amerika Serikat, Ke-
pala Departemen disebut Secre-
tary, bukan Minister. Hal itu
menunjukkan bahwa Secretary
hanya penasehat saja dari pre-
siden (The president’s cabinet con-
stitutes a purely advisory group
with no collective authority), yang
tidak dapat mengambil kebija-
kan secara mandiri, harus atas
nama presiden; tidak semua Sec-
retary menjadi anggota Kabinet.
Di Indonesia, menurut konvensi,
para menteri dapat mengambil
keputusan sendiri, tanpa sepe-
ngetahuan presiden; bahkan ada
Peraturan Menteri yang berbeda
dengan Peraturan Pemerintah
atau Undang-Undang (Umpa-
manya Peraturan Menteri Pene-
rangan Harmoko yang berbeda
dengan UU Pers. Dalam sejarah
ketatanegaraan, hak prerogatif
presiden yang tercantum di pasal
17 dilaksanakan dengan meng-
ingat pendapat Penyusun UUD
1945 yang menyatakan bahwa
“Meskipun kedudukan Menteri
tergantung pada Presiden, akan

tetapi mereka bukanlah pegawai
tinggi biasa, oleh karena  dalam
praktek, menterilah yang men-
jalankan kekuasaan pemerintah
(pouvoir executif)”. Selama pe-
merintahan presiden Sukarno,
Suharto dan Habibie tidak se-
orang menteri pun yang pernah
dipecat. Hanya presiden Abdur-
rahman Wahid yang berang-
gapan bahwa Presiden Republik
Indonesia dapat memecat seo-
rang menteri seenaknya, tanpa
harus memberi keterangan apa
kesalahannya.

45 Adanya Lembaga Ter-
tinggi di UUD 1945 bukanlah
suatu keganjilan. Di Inggris dan
negara bekas jajahannya, mem-
punyai lembaga tertinggi, yakni
Parlemen. Selain itu, negara
yang beraliran komunis, ke-
banyakan mempunyai lembaga
tertinggi.

46 Sistem pemerintahan di
Amerika dianggap merupakan
“divided government“ yang bisa
menghasilkan kemacetan, “grid-
lock“. Pesan Presiden, “State of the
Union Address“ yang tercantum
di Article II, section 3, dianggap
sangat penting karena akan
menentukan keefektifan jalan-
nya pemerintahan. Seorang pa-
kar menggambarkan penting-
nya pesan Presiden dengan me-
nyatakan bahwa sesungguhnya
tugas presiden yang terpenting
bukan di bidang eksekutif tetapi
di bidang legislatif (H.L. McBain:
”The prime function of the president
is not executive. It is legislative”).

47 Lihat Burns/Peltason/
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Cronin, Government By the People,
1987: UUD 1945 yang asli di-
anggap Executive Heavy karena
Penjelasan UUD 1945 menya-
takan adanya Concentration of
powers and responsibility upon the
president. Interpretasi bahwa
sistem pemerintahan kita itu Ex-
ecutive Heavy kurang tepat ka-
rena Presiden Indonesia tidak
boleh mempunyai kebijakan
sendiri, harus mengikuti ke-
bijakan yang digariskan oleh
MPR dalam bentuk Garis Besar
Haluan Negara (GBHN). Kalau
melanggar GBHN terkena san-
ksi, mungkin diberhentikan oleh
MPR. Presiden Amerika Serikat
dapat membuat kebijakan sen-
diri yang dikemukakan pada
masa kampanye. Kalau melang-
gar janji, tidak ada sanksi yang
dapat menjatuhkannya selama
masa jabatannya belum habis.
Niat para Penyusun UUD 1945
sama dengan niat penyusun

Konstitusi Amerika Serikat untuk
menjadikan lembaga kepresi-
denan sebagai Leadership Branch.
Presiden Indonesia harus ber-
tanggung jawab ke MPR dan
UUD, sedangkan Presiden Ame-
rika Serikat hanya bertanggung
jawab kepada Konstitusi, tidak
bertanggung jawab kepada siapa-
pun juga.  Amendemen UUD
1945 perlu ditinjau kembali
karena menghapuskan GBHN
tanpa memasukkan tentang “Ke-
bijakan Dasar” dalam “Batang
Tubuh” UUD. Di UUD 1950,
“Kebijakan/Asas Dasar tercan-
tum di Pasal 35 sampai dengan
43. Pencantuman “Kebijakan
Dasar” dalam UUD juga lazim,
seperti di UUD India dan Burma.

48 Sehari-harinya, Senat
dipimpin oleh President Pro Tem-
pore (Presiden Sementara) yang
berasal dari anggota Senat. 
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CATATAN EKSPLORATIF
PERKEMBANGAN

CONSTITUTIONAL REVIEW

Adalah John Marshall
yang berperan penting dalam
penyelesaian kasus Marbury
versus Madison (1803) dengan
memperkenalkan mekanisme
“constitutional review” atau
“judicial review” untuk per-
tama kalinya dalam praktek
peradilan di Amerika Serikat
(dan juga di dunia). John Mar-
shall semula merupakan Secre-
tary of State dalam Pemerin-
tahan Presiden John Adams
yang dikenal sebagai tokoh The

Federalist (Partai Federal).
Dalam pemilihan umum

tahun 1800 untuk masa ja-
batan keduanya, John Adams
dikalahkan oleh Thomas Jeffer-
son dari Partai Democratic-Re-
public. Setelah kalah, dalam
masa peralihan untuk serah
terima jabatan dengan Pre-
siden terpilih Thomas Jeffer-
son, John Adams membuat
keputusan-keputusan (Hal ini
menurut para pengkritiknya
dimaksudkan untuk menyela-

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono, S.H.
Alumni S-1 Fakultas Hukum UGM

“The people made the constitution, and the people can

unmake it. It is the creature of their own will, and lives only by

their will.” John Marshall, 1755-1835

Judul Buku: Model-Model Pengujian
Konstitusional di Berbagai Negara
Pengarang: Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie,
S.H.Penerbit: Konstitusi Press, Jakarta
Cetakan: Kedua, Mei 2005.Tebal: xxii +
179 halaman
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matkan sahabat-sahabatnya
sendiri agar sempat menda-
patkan kedudukan-kedudukan
yang penting) yang di antara-
nya mengangkat John Marshall
menjadi Ketua Mahkamah
Agung (Chief Justice).

Bahkan sampai menje-
lang detik-detik saat-saat men-
jelang jam 00:00 tengah ma-
lam tanggal 3 Maret 1801 (masa
peralihan pemerintahan ke
presiden baru), Presiden John
Adams  dengan dibantu oleh
John Marshall yang ketika itu
sudah resmi menjadi Ketua
Mahkamah Agung (dengan te-
tap merangkap sebagai Secre-
tary of State), masih terus
menyiapkan dan menandatangi
surat -surat pengangkatan peja-
bat, termasuk beberapa orang
yang diangkat menjadi duta
besar dan hakim. Di antara
mereka itu terdapat William
Marbury, Dennis Ramsay, Rob-
ert Townsend Hooe, dan Will-
iam Harper yang diangkat men-
jadi hakim perdamaian (justices
of peace).

Akan tetapi copy surat
pengangkatan mereka ternyata
tidak sempat lagi diserahteri-
makan sebagaimana mestinya.
Pada keesokan hari, tanggal 4
Maret 1801, surat-surat terse-

but masih berada di kantor
kepresidenan. Karena itu, ke-
tika Thomas Jefferson sebagai
Presiden baru mulai bekerja
pada hari pertama, surat-surat
itu ditahan oleh James Madi-
son yang diangkat oleh Pre-
siden Thomas Jefferson sebagai
the Secretary of State meng-
gantikan John Marshall.

Penahanan surat itulah
yang membuat William Mar-
bury, dkk melalui kuasa hukum
mereka, yaitu Charles Lee man-
tan Jaksa Agung Federal, meng-
ajukan tuntutan langsung ke
Mahkamah Agung yang dipim-
pin oleh John Marshall agar
sesuai dengan kewenangannya
memerintahkan Pemerintah
melaksanakan tugas yang dike-
nal sebagai “writ of manda-
mus” penyerahan surat-surat
pengangkatan tersebut. Karena
pengangkatan mereka menjadi
hakim telah mendapat perse-
tujuan Kongres sebagaimana
mestinya dan pengangkatan itu
telah pula dituangkan dalam
Keputusan Presiden yang telah
ditandatangani dan telah dicap
resmi (sealed).

Menurut para penggugat
melalui Charles Lee, berda-
sarkan Judiciary Act Tahun
1789, Mahkamah Agung ber-
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wenang memeriksa dan me-
mutus perkara yang mereka
ajukan serta mengeluarkan
“writ of mandamus” yang me-
reka tuntut. Tetapi, Pemerin-
tahan Jefferson tetap menolak,
bahkan menolak pula mem-
berikan keterangan yang di-
minta oleh Mahkamah Agung
agar Pemerintah menunjukkan
bukti-bukti mengapa menurut
Pemerintah “the writ of man-
damus” seperti yang didalihkan
penggugat tidak dapat dike-
luarkan. Malah sebaliknya,
Kongres yang dikuasai oleh
kaum Republik yang berpihak
kepada Pemerintah Thomas
Jefferson mengesahkan un-
dang-undang yang menunda
semua persidangan Mahkamah
Agung selama lebih dari satu
tahun.

Pada persidangan yang
diadakan pada Februari 1803,
kasus Marbury versus Madison
ini tentunya menjadi pusat
perhatian. Pro kontra muncul
dalam masyarakat Amerika
Serikat. Dari Pemerintah dan
Kongres sendiri muncul ko-
mentar-komentar yang pada
pokoknya tidak berpihak ke-
pada para penggugat.

Tetapi, dalam putusan
yang ditulis sendiri oleh John

Marshall, jelas sekali Mahka-
mah Agung membenarkan
bahwa pemerintahan John
Adams telah melakukan semua
persyaratan yang ditentukan
oleh hukum sehingga William
Marbury, dkk dianggap me-
mang berhak atas surat-surat
pengangkatan mereka. Namun,
Mahkamah Agung sendiri da-
lam putusannya menyatakan
tidak berwenang memerintah-
kan kepada aparat pemerintah
untuk menyerahkan surat-su-
rat dimaksud. Mahkamah
Agung menyatakan bahwa apa
yang diminta oleh penggugat,
yaitu agar Mahkamah Agung
mengeluarkan “writ of manda-
mus” sebagaimana ditentukan
oleh Section 13 dari Judiciary
Act Tahun 1789 tidak dapat
dibenarkan, karena ketentuan
Judiciary Act itu sendiri justru
bertentangan dengan Article
III Section 2 Konstitusi Ame-
rika Serikat.

Oleh karena itu, dalil
yang dipakai oleh Mahkamah
Agung di bawah pimpinan Chief
Justice John Marshall untuk
memeriksa perkara Marbury
versus Madison itu, tidak me-
lalui pintu Judiciary Act Tahun
1789, melainkan melalui ke-
wenangan yang ditafsirkannya
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dari konstitusi. Dari sinilah
berkembang pengertian bahwa
Mahkamah Agung pada pokok-
nya merupakan lembaga pe-
ngawal konstitusi (the Guard-
ian of the Constitution of the
United States of America) yang
bertanggung jawab menjamin
agar norma dasar yang ter-
kandung di dalamnya sungguh-
sungguh ditaati dan dilaksana-
kan. Dengan sendirinya, me-
nurut John Marshall, segala un-
dang-undang buatan Kongres,
apabila bertentangan dengan
konstitusi sebagai “the su-
preme law of the land” harus
dinyatakan “null and void”.
Kewenangan inilah yang ke-
mudian dikenal sebagai doktrin
“judicial review” sebagai se-
suatu yang sama sekali baru
dalam perkembangan sejarah
hukum di Amerika Serikat sen-
diri dan juga di dunia (hal. 19-
25).

Peristilahan “judicial re-
view” dapat dibedakan dengan
istilah “constitutional review”
atau pengujian konstitusional.
Pembedaan dilakukan seku-
rang-kurangnya karena dua
alasan. Pertama, “constitu-

tional review” selain dilakukan
oleh hakim dapat pula dilaku-
kan oleh lembaga selain hakim
atau pengadilan, tergantung
kepada lembaga mana UUD
memberikan kewenangan un-
tuk melakukannya. Kedua, da-
lam konsep “judicial review”
terkait pula pengertian yang
lebih luas objeknya, misalnya
mencakup soal legalitas per-
aturan di bawah UU terhadap
UU, sedangkan “constitutional
review” hanya menyangkut
pengujian konstitusionalitas-
nya, yaitu terhadap UUD.

Di setiap negara, konsep-
konsep “judicial review” itu
sendiri berbeda-beda cakupan
pengertiannya dan batasannya.
Karenanya pengertian istilah-
istilah itu juga tidak boleh di-
identikkan antara di satu negara
dengan negara yang lain. Mi-
salnya, Inggris, Amerika Se-
rikat, Kanada dan Australia,
meskipun sama-sama meng-
gunakan bahasa Inggris, tetapi
sistem konstitusi dan sistem
pengujian konstitusionalnya
berbeda-beda satu sama lain.
Meskipun sama-sama meng-
gunakan istilah “judicial re-
view”, tidak boleh dipahami
seolah-olah mempunyai pe-
ngertian yang sama persis satu
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sama lain. Karena itulah Jimly
Asshiddiqie penulis buku  me-
nyatakan sengaja membatasi
pembahasan dalam buku ini
dengan memilih penggunaan
istilah, yaitu “constitutional
review” (pengujian konstitusi-
onal atau pengujian konstitu-
sionalitas) (hal. 9).

Per definisi, konsep
“constitutional review” itu da-
pat dilihat sebagai hasil per-
kembangan gagasan modern
tentang sistem pemerintahan
demokratis yang didasarkan
atas ide-ide negara hukum (rule
of law), prinsip pemisahan
kekuasaan (separation of pow-
ers), serta perlindungan dan
pemajuan hak asasi manusia
(the protection of fundamental
rights). Dalam sistem ‘constitu-
tional review’ itu tercakup 2
(dua) tugas pokok. Pertama,
menjamin berfungsinya sistem
demokrasi dalam hubungan
perimbangan peran atau inter-
play antara cabang kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan lem-
baga peradilan (judiciary).
Dengan kata lain, “constitu-
tional review” dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya
pendayagunaan kekuasaan
oleh satu cabang kekuasaan
sedemikian rupa sehingga ca-

bang kekuasaan lainnya; Ke-
dua, melindungi setiap individu
warga negara dari penyalah-
gunaan kekuasaan oleh lem-
baga negara yang merugikan
hak-hak fundamental mereka
yang dijamin dalam konstitusi
(hal.11).

 Di dunia saat ini, sejarah
institusi yang berperan me-
lakukan kegiatan “constitu-
tional review” berkembang
pesat melalui tahap-tahap
pengalaman yang beragam di
setiap negara. Ada yang me-
lembagakan fungsi pengujian
konstitusional itu dalam lem-
baga yang tersendiri bernama
Mahkamah Konstitusi. Ada
pula yang mengaitkan fungsi
pengujian itu kepada lembaga
yang sudah ada, yaitu Mah-
kamah Agung. Ada pula yang
memberikan tugas untuk men-
jalankan fungsi pengujian itu
kepada badan-badan khusus
dalam kerangka lembaga-lem-
baga lain seperti badan-badan
pengadilan yang sudah ada; dan
ada pula yang tidak menerima
adanya fungsi pengujian se-
macam itu sama sekali. Penga-
laman di berbagai negara di
dunia memperlihatkan bahwa
tradisi yang mereka ikuti tidak
sama dari satu negara ke negara
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yang lain. Karena itu kepen-
tingan buku ini adalah untuk
menggambarkan ragam pola
atau model kelembagaan oleh
atau melalui mana fungsi peng-
ujian konstitusionalitas  “con-
stitutional review”  tersebut
dijalankan  (hal. 2).

Kehadiran sistem peng-
ujian konstitusional ini ataupun
mekanisme “judicial review”
yang terus berkembang dalam
praktek di berbagai negara
demokrasi, pada umumnya,
disambut sangat antusias, baik
di dunia akademis maupun
praktek, bahkan tidak kurang
oleh lingkungan cabang ke-
kuasaan kehakiman sendiri (ju-
diciary)  (hal. 2). Menurut
Jimly juga pada umumnya me-
kanisme pengujian hukum ini
diterima karena merupakan
cara negara hukum modern
mengendalikan dan mengim-
bangi (check and balance)
kecenderungan kekuasaan
yang ada di genggaman para
pejabat pemerintahan untuk
menjadi sewenang-wenang.
(hal. 3).

Ide pengujian konstitusi-
onal “constitutional review”
ini telah demikian luas  diteri-
ma dan dipraktekkan di dunia
sebagai hasil perkembangan

ketatanegaraan di masing-ma-
sing negara. Oleh karena itu,
perkembangannya di tiap-tiap
negara berbeda-beda satu sama
lain. Yang jelas adalah bahwa
tradisi penegakan konstitusi
sebagai barometer penyeleng-
garaan kegiatan bernegara di
dunia terus berkembang luas,
dan semakin diakui pula bahwa
ide pengujian konstitusional
“constitutional review” itu
memang diperlukan dalam
rangka melindungi dan me-
ngawal pelaksanaan hukum dan
konstitusi dalam praktek se-
hari-hari.

Tercatat ada sepuluh
model pengujian konstitusi-
onal yang dikemukakan dalam
buku ini, yaitu: model Interna-
tional Judicial Review, model
Executive Review, model Le-
gislative Review, model tanpa
Judicial Review, model Belgia,
model pengujian oleh Special
Chambers, model campuran
Amerika dan Kontinental, mo-
del Constitutional Council Pe-
rancis (Conseil Constitution-
nel), model Austria (Continen-
tal Model), dan model Amerika
Serikat (hal. 60-100).

Di samping itu, dalam
buku ini, diuraikan juga secara
umum tiga lembaga pengawal
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konstitusi (the guardian of the
Constitution) yang paling pen-
ting dari kesepuluh model yang
disebutkan di atas. Ketiga lem-
baga pengawal konstitusi ter-
sebut adalah: Mahkamah
Agung Amerika Serikat (the
Supreme Court of the United
States of America), Mahkamah
Konstitusi Republik Austria
(Bundes-Verfassungsgericht-
shof), dan Dewan Konstitusi
Perancis (la Conseil Constitu-
tionnel). Mahkamah Agung
Amerika Serikat dikenal de-
ngan tradisi “judicial review”
yang diprakarsai Chief Justice
John Marshall dengan land-
mark decison atas kasus Mar-
bury versus Madison pada ta-
hun 1803; Mahkamah Konsti-
tusi Austria dikenal sebagai or-
gan pengawal konstitusi yang
pertama dibentuk secara ter-

sendiri di luar Mahkamah
Agung sebagai hasil pemikiran
cemerlang Hans Kelsen (yang
merupakan guru besar Univer-
sitas Wina) pada tahun 1920;
Dan yang terakhir, Counseil
Constitutionnel yang didirikan
berdasarkan Konstitusi Repu-
blik Kelima Perancis Tahun
1958.

Di sinilah terletak betapa
pentingnya buku ini karena di
dalamnya dijelaskan secara
gamblang banyak hal terkait
dengan pengujian konstitusio-
nalitas. Karenanya buku ini
menjadi sangat penting untuk
dijadikan bahan dan tambahan
informasi bagi siapa saja yang
terkait (atau ingin mengkaitkan
diri) pada kepentingan peng-
ujian konstitusionalitas, dan itu
berarti seluruh warga negara di
segala penjuru dunia. 
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Judul Buku: Berjalan-Jalan di Ranah Hukum;
Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica
Marzuki, S. H. Pengarang: Prof. Dr. H. M.
Laica Marzuki, S. H. Editor: Zainal A. M.
Husein Penerbit: Konstitusi Press, Jakarta
Cetakan: Pertama, Maret 2005 Tebal:
xiii+210 halaman

Mana yang lebih utama,
seperangkat kaidah hukum (a
set of rules) atau aparat pene-
gak hukum (the law enforce-
ment agencies)? Dapatkah atu-
ran-aturan hukum yang dika-
wal para penegak hukum yang
korup mencipta tatanan ma-
syarakat sadar hukum? Atau
bisakah para penyelenggara
hukum yang profesional, ber-
sih, jujur dan adil bekerja mak-
simal dengan bantuan aturan
perundang-undangan hukum
yang curang dan tidak adil?

Tentu saja ketika kaidah-
kaidah hukum yang adil dan te-
gas sekalipun kurang bermakna
di hadapan kekuasaan para
penegak hukum yang korup dan

manipulatif (before the power-
ful, corrupt and manipulative
rulers) sebagaimana kurang
maksimalnya kerja aparat ter-
sebut tanpa didukung oleh se-
perangkat aturan hukum yang
bijak dan memadai, jawaban-
nya adalah sama-sama utama.
Keduanya adalah satu kesatuan
yang tak terpisahkan. Masya-
rakat sadar hukum tercipta
berkat kerjasama dua elemen
hukum tersebut.

Kesimpulan inilah yang
digagas Prof. Dr. H. M. Laica
Marzuki, S.H. dalam bukunya
yang berjudul Berjalan-jalan di
Ranah Hukum ini. Dalam gaga-
sannya tentang pembinaan
sistem hukum nasional, Prof.

MAKNA SEBUAH SISTEM HUKUM

Oleh Izzuddin Wasil, S.H.I.
Mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta
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Laica —demikian sapaan akrab
penulis— mengusulkan per-
samaan persepsi lebih dulu
mengenai “sistem hukum” (le-
gal system) sebelum melang-
kah mewujudkan cita supre-
masi hukum (baca: law en-
forcement) di Indonesia.

Salah seorang pentolan
Hakim Konstitusi pada Mah-
kamah Konstitusi ini menje-
laskan, dengan mengutip Law-
rence Friedman dalam buku-
nya The Legal System, terbitan
Russel Sege Foundation, New
York (1975: 5), bahwa pada
setiap “sistem hukum” terdapat
tiga komponen, yakni pertama,
substansi hukum (the substan-
ce of legal system), yakni sepe-
rangkat aturan, materi dan
kaidah-kaidah hukum tertulis
maupun tidak tertulis.

Kedua, struktur hukum
(the structure of legal system),
yakni yang berpaut dengan
sistem peradilan yang ditegak-
kan oleh aparat hukum, seperti
polisi, jaksa, hakim dan peng-
acara. Ketiga, budaya hukum
(legal culture), yakni kesada-
ran hukum warga masyarakat
yang menopang terwujudnya
supremasi dan penegakan hu-
kum. Budaya hukum ini ibarat
sebuah mesin yang mengge-

rakkan semua komponen sis-
tem hukum.

Dalam kerangka pene-
gakan masyarakat sadar hu-
kum, ketiga komponen ini harus
dipandang sebagai satu ke-
satuan seperangkat unsur yang
secara teratur saling berkaitan
dan membutuhkan sehingga
membentuk satu totalitas yang
utuh. Masing-masing menem-
pati tempat yang berbeda-beda
untuk dapat saling membantu
dan melengkapi. Lawrence
mengibaratkan tiga komponen
hukum tersebut seperti “tiga
jentara yang menggerakkan
kincir padi.” (hlm. 2-3).

Buku kumpulan tulisan
Prof. Laica di pelbagai tempat
dan kesempatan ilmiah ini di-
awali dengan ulasan teori pe-
negakan hukum, yang disebut
penulis sebagai “sistem hu-
kum.” Sejak bab pertama hing-
ga bab ketiga, buku ini banyak
berbicara soal perubahan-per-
ubahan konstitusional (atau
the substance of legal system
dalam kategori Lawrence) pada
lembaga-lembaga penyeleng-
gara negara.

Bab keempat berisi pi-
dato pengukuhannya sebagai
Guru Besar Tetap di bidang
Hukum Tata Negara dengan



146 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 1, JULI 2005

tajuk “Perjanjian Pemerintah-
an (Governmental Contract)
pada Kerajaan-Kerajaan Bugis
Makassar” pada Fakultas Hu-
kum Universitas Hasanuddin,
Makassar, Sabtu, 2 April 2005.
Selanjutnya, buku ini  di-epilog-
i dengan sebuah harapan me-
wujudkan masyarakat taat hu-
kum, catatan menuju kurun
madani. Kupasannya mengenai
perubahan-perubahan konsti-
tusional (amandemen UUD
1945) menunjukkan bahwa in a
way and to a certain  extent,
perubahan-perubahan ini
mencerminkan semangat re-
formasi dan demokrasi (hukum
dan politik).

Perubahan-perubahan
dimaksud antara lain mengenai
kedudukan dan kewenangan
Majelis Permusyawaratan Rak-
yat (MPR). Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 menyatakan: “Kedaulatan
adalah di tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rak-
yat”. Setelah Perubahan Ketiga
yang disahkan 10 November
2001, bunyi Pasal 1 ayat (2)
tersebut berubah menjadi “Ke-
daulatan berada di tangan rak-
yat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”.

Dalam hal pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden,
Pasal 6 ayat (2) memberi ke-
wenangan kepada MPR: “Pre-
siden dan Wakil Presiden dipilih
oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan suara yang ter-
banyak”. Namun Pasal 6A ayat
(1) hasil Perubahan Ketiga
memberi kewenangan kepada
rakyat secara langsung: “Pre-
siden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat”.

Mengenai masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden,
Pasal 7 hasil Perubahan Per-
tama  UUD 1945 yang disahkan
19 Oktober 1999 menyatakan
dengan jelas batasan masa
jabatan tersebut: “Presiden dan
Wakil Presiden memegang ja-
batan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kem-
bali dalam jabatan yang sama,
hanya untuk satu kali masa
jabatan”. Sebelum Perubahan,
pasal ini hanya berbunyi: “Pre-
siden dan Wakil Presiden me-
megang jabatannya selama
masa lima tahun, dan sesu-
dahnya dapat dipilih kembali”.

Perubahan serupa juga
mengenai lembaga pemeriksa
keuangan negara (Badan Pe-
meriksa Keuangan). Hasil Peru-
bahan Ketiga UUD 1945 lebih
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banyak memberikan penjelasan
dan detail lembaga ini [Pasal
23E ayat (1), (2) dan (3), Pasal
23F ayat (1) dan (2), Pasal 23G
ayat (1) dan (2)] daripada yang
sebelumnya [Pasal 23 ayat (5)].

Hal yang menarik adalah
bahwa pada saat ini sistem
hukum (konstitusi) Indonesia
mengenal lembaga hukum ba-
ru, yakni Mahkamah Konstitusi
(Constitutional Court), sejak
dimasukkannya lembaga hu-
kum baru tersebut dalam Per-
ubahan Ketiga UUD 1945 [Pasal
24 ayat (2)]. Lembaga yang
baru disahkan dan diundangkan
di Jakarta pada 13 Oktober
2003 ini hanya berwenang dan
berkewajiban menangani per-
kara mengenai: (a) Pengujian
Undang-Undang terhadap Un-
dang-Undang Dasar 1945, (b)
Sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Un-
dang Dasar 1945, (c) Pem-
bubaran partai politik (d), Per-
selisihan tentang hasil pemi-
lihan umum, dan (e) Pendapat
DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terha-
dap negara, korupsi, penyua-
pan, tindak pidana berat lain-

nya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945.

Bagi Prof. Laica, per-
ubahan-perubahan mendasar
ini sangatlah menguntungkan
masa depan penegakan hukum
di Indonesia (hanya) bila didu-
kung oleh aparat-aparat pe-
negak hukum (the structure of
legal system) yang profesional,
bersih, jujur dan adil. Tidak
hanya itu, penegakan hukum
yang ideal tidak sekadar me-
nuntut komitmen responsibil-
ity belaka tetapi harus pula
membuka diri selebar-lebar-
nya kepada partisipasi dan
kontrol rakyat banyak, ter-
masuk LSM-LSM. (hlm. 101-
102).

Mengikuti teori Lawren-
ce, produk substansi hukum
harus disanggah oleh aparat
penegak hukum yang bersih
dan tidak korup guna meng-
hasilkan budaya hukum yang
diharapkan. Satu saja dari tiga
komponen ini tidak berfungsi,
maka sistem hukum secara
keseluruhan tidak akan ber-
jalan.

Kegagalan sistem hukum
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ini seperti pernah terjadi pada
masa orde Baru saat Jenderal
(Purn.) Soeharto menjabat Pre-
siden RI selama kurang lebih
sepertiga abad. Sebagai pejabat
yang mestinya menjadi patron
penegakan hukum, sang Pre-
siden justru melakukan ke-
jahatan hukum yang merugikan
sekian ratus juta rakyatnya
sendiri.

Kejahatan hukum ini, se-
bagaimana disinggung Prof.
Laica di Bab III buku ini, dapat
dilihat misalnya pada Keppres
Nomor 42 Tahun 1996 tentang
Pembuatan Mobil Nasional dan
Inpres Nomor 2 Tahun 1996
yang memperbolehkan putra-
nya, Hutomo Mandala Putra,
Direktur PT. Timor Putra Na-
sional untuk mengimpor secara
utuh mobil-mobil merk Timor
yang dibuat di pabrik KIA, Ko-
rea Selatan, disertai pemberian
fasilitas pembebasan pajak dan
bea masuk kepada PT. Timor
Putra Nasional. Akibatnya,
negara mengalami kerugian
finansial yang luar biasa karena
kehilangan pemasukan pen-
dapatan pajak darinya.

Atau Keppres Nomor 20
Tahun 1992 tentang Pelaksa-
naan Tata Niaga Cengkeh yang
memberikan kuasa penuh ke-

pada BPPC, di bawah peng-
awasan Hutomo Mandala Put-
ra, sebagai satu-satunya badan
yang menyelenggarakan pe-
masaran cengkeh. Keppres ini
jelas-jelas merupakan bentuk
nyata dari praktek monopoli
ekonomi yang pasti merugikan
pihak lain sesama pelaku eko-
nomi. BPPC sendiri akhirnya
dibubarkan pada 1 Juli 1998.

Demikian juga Keppres
Nomor 53 Tahun 1996, Kep-
pres Nomor 49 Tahun 1996,
Keppres Nomor 47 Tahun
1996, Keppres Nomor 19 Ta-
hun 1991 dan Keppres Nomor
46 Tahun 1996 tentang Jalanan
Tol, yang pengerjaannya di-
berikan kepada PT. CMNP, per-
usahaan milik puteri mantan
Presiden itu, Siti Hardiyanti
Rukmana (Tutut).

Ketetapan pembagian
komposisi pendapatannya
adalah PT. CMNP mendapat 75
%, sementara PT. Jasa Marga
hanya mendapatkan porsi 25
%. Kejahatan ini bukan lagi
kejahatan hukum tetapi dapat
dipandang sebagai kejahatan
Hak Asasi Manusia (HAM) ka-
rena telah memperkaya sege-
lintir orang di atas kemiskinan
dan penderitaan masyarakat
umum.
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Bahkan pada kasus ter-
tentu, kejahatan hukum pada
masa orde Baru telah men-
cederai demokrasi selaku fon-
dasi hidup bernegara yang
beradab. Hal ini terlihat misal-
nya pada Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1979 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah yang punya kecende-
rungan membangun kekuasaan
yang sentralistik dan melahir-
kan figur-figur pejabat yang
tiranis dan korup.

Pasal 13 ayat (1) Undang-
Undang tersebut menyatakan:
DPRD selaku badan legislatif
daerah termasuk unsur Peme-
rintah Daerah itu sendiri, ber-
sama Kepala Daerah. Terang
saja pasal ini membuat lumpuh
fungsi pengawasan DPRD ter-
hadap kebijakan Pemerintah
Daerah (Kepala Daerah), ka-
rena pengawasannya berarti
juga pengawasan pada dirinya
sendiri.

Proses pemilihan Kepala
Daerah juga demikian. Yang
menentukan terpilihnya Kepala
Daerah Tingkat I bukanlah
DPRD Tingkat I setempat me-
lainkan sang Presiden [Pasal 15
ayat (2)]. Hal serupa juga di-
alami Kepala Daerah Tingkat II,
di mana Menteri Dalam Negeri

berperan menentukan ter-
pilihnya Kepala daerah [Pasal
16 ayat (2)].

Demokrasi, dalam kasus
di atas, tidak layak lagi di-
bincangkan apalagi diterapkan.
Ia harus dikubur dalam kerak
sejarah ketatanegaraan. De-
mokrasi mati karena matinya
sistem hukum. Sistem hukum
mati, karena matinya budaya
hukum. Budaya hukum mati,
karena matinya kesadaran hu-
kum masyarakat. Akhirnya,
kesadaran hukum masyarakat
mati, karena matinya hukum
itu sendiri. Maka tinggallah
yang berlaku adalah sistem
hidup the survival of the fittest:
kehidupan, kekayaan, kese-
nangan, kebahagiaan dan keda-
maian hanya pantas bagi me-
reka yang terkuasa (penguasa).

 Sistem inilah yang persis
pernah dialami masa peme-
rintahan Orde Baru, masa ketika
Presidennya lebih layak men-
dapat gelar seorang Raja tiran
daripada pengasih rakyatnya,
ketika sistem pemerintahannya
yang dibangun lebih mirip de-
ngan sistem monarki absolut
daripada sistem demokrasi,
ketika rakyat yang dipimpinnya
tidak lebih mulia daripada kam-
bing-kambing gembalaan se-
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orang penggembala, ketika
kekayaan alam negerinya ha-
nya untuk kocek-kocek pe-
nguasa, ketika serdadunya
menjadi musuh rakyatnya, dan
ketika hukumnya hanya men-
jadi bulan-bulanan penguasa.

Pertanyaannya, akankah
kita mengulangi hal yang sama?
Jangan-jangan terendusnya
kasus korupsi di berbagai in-
stansi Pemerintah (terutama
KPU dan Departemen Agama),
merebaknya kasus “busung
lapar” versus “busung dolar,”
carut-marutnya penanganan
para TKI/TKW, serta masih
merajalelanya para mafia per-
adilan karena kita memang
telah benar-benar meng-
ulanginya.

Sekali lagi, semua ano-
mali di atas, sebagian besar
dapat dijelaskan dengan telah
matinya budaya hukum (legal
culture). Lalu adakah harapan
bagi masa depan penegakan
(budaya) hukum yang dapat
dibanggakan? Sampai di sini,
apa yang menjadi tawaran Prof.
Laica untuk memahami lebih
dulu apa itu “sistem hukum”
sebelum melangkah lebih jauh
pada upaya (besar) penegakan
hukum patut dipertimbangkan,
karena tawaran itu berarti

menjadikan pemahaman ter-
sebut sebagai basis konseptual
dan terms of reference bagi
setiap langkah penegakan hu-
kum. Dalam banyak hal, se-
ringkali keberhasilan kerja la-
pangan sangat tergantung pada
guratan konseptual yang ma-
tang.

Walhasil, bila pemaham-
an “sistem hukum” ini telah
menjadi pemahaman umum,
maka cita-cita terciptanya ma-
syarakat sadar hukum (an hon-
est, law-abiding citizen) akan
lebih mudah tercapai. Selain
karena kemampuannya mem-
berikan peta penegakan hukum
itu sendiri, ia juga mampu
membedakan pihak mana yang
sejatinya menjadi mitra pe-
negakan hukum dan mana yang
sesungguhnya menjadi peng-
halang dan musuhnya.

Dalam konteks inilah,
kehadiran buku dari seorang
pakar hukum yang juga seni-
man ini layak mendapat sam-
butan. “Oleh-oleh” perjalanan-
nya di ranah hukum tersebut
tidak saja penting dibaca maha-
siswa hukum, politisi maupun
rakyat biasa, tetapi juga para
aparat penegak hukum. 
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